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Indo-Pacific Defense FORUM adalah 
sebuah majalah militer professional 
yang diterbitkan triwulanan oleh 
komandan Komando Indo-Pasifik 
A.S. untuk menyediakan forum 
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Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi Indo-Pacific Defense FORUM 
tentang hak asasi manusia dan kebebasan.

Semua negara di Indo-Pasifik telah menandatangani 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menetapkan 
landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. 
Sebagai penanda tangan deklarasi, yang diadopsi oleh Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, negara-
negara sepakat bahwa menjaga hak asasi manusia sangat 
penting untuk memastikan perdamaian, kemakmuran, dan 
stabilitas di kawasan dan dunia.

Seiring majunya Indo-Pasifik sebagai medan perang, tuntutan bagi semua penggerak 
kekuatan nasional untuk berpikir, bertindak, dan beroperasi secara berbeda akan menjadi 
makin penting. Terlebih lagi, merebut inisiatif dari pesaing kita untuk mencegah mereka 
mencapai tujuan akan berfungsi untuk melindungi cara hidup kita. Untuk mencegah 
perilaku keji di kawasan, diperlukan pembuatan pasukan gabungan yang mematikan, 
tersebar di barat garis tanggal internasional yang dapat dilindungi, dipertahankan, dan 
mampu berintegrasi sepenuhnya dengan semua sekutu dan mitra kita. 

Perilaku keji ini bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk, tetapi salah satu contoh yang 
mengancam tatanan internasional yang telah mapan adalah pelanggaran hak asasi manusia 
dasar. Meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggar hak-hak ini adalah suatu keharusan.

Edisi FORUM ini menyoroti peluang bagi kawasan ini untuk meningkatkan penegakan 
hak asasi manusia dan mendorong pelanggar untuk mengubah perilaku mereka. Lagi pula, 
kita mengetahui bahwa pemerintah dan militer yang menghormati hak asasi manusia juga 
cenderung mendukung tatanan internasional berbasis aturan yang telah dilestarikan oleh 
Amerika Serikat beserta sekutu dan mitranya selama beberapa dekade. Dukungan ini 
termasuk memajukan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

Fitur utama edisi ini mengeksplorasi pentingnya standar hak asasi manusia universal 
dalam menegakkan komitmen internasional. Fitur tersebut memberikan ikhtisar 
bagaimana para pemimpin beberapa negara Indo-Pasifik, seperti Myanmar (Burma), 
Korea Utara, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), telah gagal memenuhi standar yang 
disepakati ini dan mengapa hal ini penting. Fitur-fitur lainnya menjelaskan kegagalan 
tersebut dan konsekuensinya.

Dalam sebuah artikel yang menceritakan pengalamannya di Semenanjung Korea, 
purnawirawan Angkatan Darat Republik Korea Letjen In-Bum Chun membandingkan 
perbedaan struktur pemerintah, hak asasi manusia, dan kebebasan antara Korea Utara dan 
Selatan, dengan Korea Selatan muncul bukan hanya sebagai pemenang pasti dari Perang 
Korea tetapi juga atas dividen perdamaian dari demokrasi yang dihasilkannya. Selanjutnya, Dr. 
Miemie Winn Byrd, seorang profesor dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security 
Studies, menganalisis kudeta militer Myanmar dan tanggapan warganya yang menuntut 
demokrasi dan agar pemimpin terpilih negara itu dikembalikan ke tampuk kekuasaan.

Dr. Sean Roberts dari Elliott School of International Affairs George Washington 
University membagikan kutipan dari bukunya, The War on the Uyghurs: China’s Internal 
Campaign against a Muslim Minority. Buku ini memperinci bagaimana RRT menggunakan 
apa yang disebut perang melawan teror untuk membenarkan kolonisasi pemukim, 
pembersihan etnik, dan genosida budaya suku Uyghur dan kelompok etnik lainnya. 
Sebuah artikel terkait mengkaji kampanye brutal RRT untuk mengasimilasi kelompok 
etnik di Mongolia Dalam dan Tibet.

Artikel-artikel lainnya membahas aspek tambahan dari hak asasi manusia dan 
kebebasan sehubungan dengan militer dan organisasi keamanan. Organisasi keamanan 
dan militer regional memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan ini untuk 
memastikan semua orang di Indo-Pasifik menikmati hak asasi manusia dan kebebasan 
sebagaimana ditetapkan oleh hukum internasional.

Saya berharap artikel-artikel ini akan mendorong pembicaraan regional tentang 
masalah yang mendesak ini. Saya menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf 
FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan pendapat Anda.
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Indo-Pacific Defense FORUM melayani 
personel militer dan keamanan 
di kawasan Indo-Pasifik. Majalah 
triwulanan produk Komando Indo-Pasifik 
A.S. ini menyediakan konten berkualitas 
tinggi dan mendalam mengenai 
topik-topik yang memengaruhi upaya 
keamanan di seluruh kawasan — mulai 
dari kontraterorisme hingga kerja sama 
internasional dan bencana alam. 

Indo-Pacific Defense FORUM menawarkan 
konten online ekstensif, dengan artikel 
baru yang dipasang setiap hari di
www.ipdefenseforum.com
Pengunjung dapat:
n Mengakses konten online eksklusif
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n Mengirim umpan balik kepada kami
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 mengajukan artikel
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Cari “FORUMNEWS” 
di iTunes atau 
Google Play Store 
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MYANMAR

HONG KONG, TAIWAN

INGGRIS, A.S. DAFTAR HITAMKAN 
PERUSAHAAN YANG DIKENDALIKAN 
OLEH MILITER MYANMAR

IOC Menyambut Tim di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022

Inggris dan Amerika Serikat menjatuhkan 
sanksi terhadap konglomerat yang 

dikendalikan oleh militer Myanmar 
(Burma) setelah kudeta Februari 2021 
dan penumpasan mematikan, dengan 
Washington menyebutnya sebagai 
tanggapan terhadap “kekerasan dan 
pelecehan yang memuakkan.”

Departemen Keuangan A.S. mengatakan 
sanksinya menargetkan Myanma Economic 
Holdings Public Co. Ltd. (MEHL) dan 
Myanmar Economic Corp. Ltd. Inggris 
menjatuhkan sanksi serupa pada MEHL, 
dengan mengutip pelanggaran hak asasi 
manusia serius oleh pasukan militer 
terhadap Muslim Rohingya.

Sanksi terhadap entitas tersebut, yang 

mengendalikan sebagian besar ekonomi 
Myanmar, adalah hukuman paling 
signifikan yang dikenakan hingga saat ini 
terhadap kepentingan bisnis pihak militer, 
yang berkisar dari bir dan rokok hingga 
telekomunikasi, pertambangan, dan  
real estat.

Tak lama setelah pengumuman pada 
Maret 2021, Departemen Luar Negeri 
A.S. mengutuk penggunaan kekuatan 
mematikan oleh otoritas Myanmar 
terhadap demonstran, yang telah 
menyebabkan tewasnya ratusan warga sipil. 
(Foto: Warga sipil Myanmar memprotes 
kudeta militer selama aksi lilin pada April 
2021 di Yangon.)

“Tindakan keji dan brutal terhadap 

anak-anak ini, salah satunya berusia 7 
tahun yang ditembak dan dibunuh di 
rumahnya saat duduk di pangkuan ayahnya, 
makin menunjukkan sifat mengerikan dari 
serangan rezim militer Myanmar [Burma] 
terhadap rakyatnya sendiri”, ungkap juru 
bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

Langkah Washington membekukan 
segala aset yang dimiliki oleh entitas 
tersebut di A.S. dan merupakan langkah 
terbaru dalam serangkaian sanksi yang 
menargetkan bank sentral dan jenderal 
tertinggi Myanmar. Sanksi ini juga 
melarang perusahaan atau warga A.S. 
berdagang atau melakukan transaksi 
keuangan dengan perusahaan Myanmar 
tersebut.  Reuters

Hong Kong dan Taiwan dapat mengirim tim ke Beijing untuk Olimpiade Musim Dingin 2022 pada bulan 
Februari sama seperti untuk Olimpiade lainnya meski adanya ketegangan politik yang sedang berlangsung 
dengan Tiongkok, demikian ungkap Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada awal Agustus 2021.

Beijing terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin pada tahun 2015. “Mereka (Tiongkok) 
sudah sangat jelas pada tahun 2015 bahwa Piagam Olimpiade akan dihormati”, ungkap direktur 
Olimpiade IOC Christophe Dubi. “Kontrak kota tuan rumah sangat mendetail mengenai apa yang 
diharapkan. Kami sama sekali tidak melihat adanya pertanda bahwa itu akan berbeda. Semua orang 
disambut.”

Taiwan berlomba dalam Olimpiade sebagai Tionghoa Taipei. Hong Kong juga memiliki Komite Olimpiade 
nasional yang terpisah dari Tiongkok yang diidentifikasi sebagai Hong Kong, Tiongkok.

Ada kekhawatiran bahwa partisipasi Olimpiade untuk Komite Olimpiade Taiwan di ibu kota 
Tiongkok dapat bermasalah. Hong Kong berjuang untuk mempertahankan tingkat otonomi yang luas 
setelah wilayahnya dikembalikan dari pemerintahan Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997. Para kritikus 
mengatakan kebebasan itu sedang diinjak-injak, sebuah pernyataan yang ditolak oleh otoritas di Beijing 
dan Hong Kong.

A.S. mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing pada Desember 
2021, dengan mengutip “genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan”, termasuk penahanan massal 
dan sterilisasi warga Uyghur dan etnik minoritas lainnya di Xinjiang di Tiongkok barat laut. Australia, 
Kanada, dan Inggris mengumumkan pemboikotan segera setelah langkah A.S. tersebut.  Reuters

AFP/GETTY IMAGES
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LEMBAGA SAINS MENINGKATKAN 
Keamanan pada Kemitraan Asing

AUSTRALIA

Lembaga sains Australia, 
menggunakan alat keamanan 
baru, akan menyaring mitra 
asing sebelum mereka dapat 
berkolaborasi dalam riset 
seperti yang dilakukan di 
Radio Telescope Observatory 
di Parkes, New South Wales.

Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.NDIA.org/POST

Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat dan Asosiasi 
Industri Pertahanan Nasional menyelenggarakan 
Konferensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Operasional Pasifik (Pacific Operational Science 
and Technology - POST) ke-23 dari 7-10 Maret 
2022, di Hilton Hawaiian Village di Honolulu, 
Hawaii, dan di Pangkalan Pasukan Marinir Hawaii. 
Acara internasional bergengsi ini mempertemukan 
para pakar terkemuka di kawasan Indo-Pasifik di 
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan keamanan 
untuk lebih memahami dan mengatasi masalah 
dan tantangan operasional dengan sukses. 
Selain itu, konferensi ini memungkinkan penyedia 
teknologi di seluruh kawasan Indo-Pasifik untuk 
merekomendasikan solusi jangka pendek bagi 
tantangan tersebut.

Tema konferensi POST 2022 adalah “Bersama-
Sama Lebih Cepat – Mempercepat Komunitas 
S&T Menuju Kecepatan Inovasi” untuk mendorong 
peserta internasional berkontribusi bagi Indo-Pasifik 
yang Bebas dan Terbuka. Percepatan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam beberapa tahun 
terakhir telah mengubah lanskap kompetitif dan 
lingkungan keamanan kawasan ini. Seiring dengan 
kerja sama militer A.S. dengan mitra regionalnya, 
komunitas bersama ini perlu berinovasi lebih cepat 
dengan rasa urgensi untuk mengembangkan, 
bereksperimen, dan menerapkan teknologi 
dan kemampuan baru guna mempertahankan 
perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik.

KONFERENSI 
ILMU PENGETAHUAN DAN 

TEKNOLOGI 
OPERASIONAL PASIFIK

7-10 Maret 2022 
Bersama-Sama Lebih Cepat – Mempercepat 

Komunitas S&T Menuju 
Kecepatan Inovasi

Lembaga sains Australia akan 
menyaring kolaborasi dengan 

mitra asing untuk mengetahui 
adanya risiko keamanan nasional 
menggunakan alat digital baru 
yang dikaji oleh negara, mencari 
campur tangan politik dan 
pelanggaran hak asasi manusia.

The Commonwealth 
Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO) 
menguraikan langkah-langkah 
peningkatan keamanan kepada 
komite intelijen dan keamanan 
parlemen pada Maret 2021. 
Perubahan tersebut terjadi dengan 
latar belakang meningkatnya 
ketegangan diplomatik antara 
Australia dan Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT).

Nima Torabi, manajer 
eksekutif keamanan dan 
ketahanan CSIRO, mengatakan 
bahwa lembaga tersebut memiliki 
“kontak yang erat dan teratur” 
dengan badan keamanan nasional 
dalam setahun terakhir, yang 
mengarah pada “peningkatan 
keamanan.”

Alat keamanan digital, yang 
sedang dikembangkan bersama 
Australian Security and Intelligence 
Organisation (ASIO), diperkirakan 
akan digunakan pada Mei 2021, 
demikian ungkap Torabi.

ASIO juga mengumumkan 
bahwa pemerintah 
mengidentifikasi teknologi 

teramat penting yang sedang 
berkembang yang akan tunduk 
pada pembatasan terkait 
kolaborasi asing.

Australian Research Council 
mengatakan ASIO, bersama 
dengan Departemen Dalam 
Negeri federal, juga telah 
meningkatkan pengkajian proyek 
yang didanai pemerintah di 
berbagai universitas negara itu.

Manajer dewan riset, Kylie 
Emery, mengatakan lembaga 
memeriksa afiliasi partai 
politik asing dari pemohon 
pendanaan. Dewan tersebut 
menolak lima permohonan atas 
dasar keamanan nasional pada 
Desember 2020 untuk pertama 
kalinya. “Medan berubah secara 
drastis”, ungkap Emery.

Beberapa pejabat universitas 
mengatakan bahwa mereka 
berencana untuk mendiversifikasi 
sumber siswa internasional ketika 
perbatasan dibuka kembali setelah 
pandemi virus korona karena 
mereka terlalu bergantung pada 
RRT secara ekonomi. 

Rektor Universitas 
Queensland Peter Varghese, 
mantan kepala departemen 
urusan luar negeri pemerintah, 
mengatakan telah terjadi 
“peningkatan perilaku pemaksaan 
dan penggunaan pengumpilan 
ekonomi yang makin kentara oleh 
Tiongkok.”  Reuters

DI JANTUNG 
MISI
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STAF FORUM

PERDAMAIAN
MARTABAT 

dan  

KESETARAAN
Negara-negara menyoroti standar hak asasi manusia 
universal untuk menegakkan komitmen internasional

peduli siapa pun mereka, 
di mana pun mereka 
tinggal, semua individu 

ingin diperlakukan dengan adil dan hormat, 
hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta 
memiliki peluang dan pilihan yang tersedia bagi 
mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada 
dasarnya, ini adalah hak asasi manusia.

“Hak asasi manusia adalah hak yang melekat 
pada semua manusia, apa pun kewarganegaraan, 
tempat tinggal, jenis kelamin, asal negara atau 
etnik, warna kulit, agama, bahasa, atau segala 
status lainnya”, demikian menurut Kantor 
Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). “Kita 
semua sama-sama berhak atas hak asasi manusia 
tanpa adanya diskriminasi. Semua hak ini saling 
terkait, saling bergantung, dan tak terpisahkan.”

Hak asasi manusia begitu penting sehingga 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), 
yang diadopsi oleh Majelis Umum P.B.B. di 
Paris pada tahun 1948, mencatat rekor pada 
tahun 1999 sebagai dokumen yang paling banyak 
diterjemahkan di dunia. Pendahuluan UDHR 
menetapkan landasan kebebasan, keadilan, dan 
perdamaian di dunia sebagai hak yang tidak 
dapat diganggu gugat dari “semua anggota 
keluarga manusia”. Pasal 1 UDHR menekankan 

landasan hak asasi manusia lainnya: diperlakukan 
dengan bermartabat. Deklarasi ini juga melarang 
perbudakan dan kerja paksa, pernikahan paksa, 
penangkapan sewenang-wenang, dan gangguan 
terhadap privasi dan korespondensi. Deklarasi 
ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai 
hak untuk memiliki properti, mengklaim suaka, 
menyampaikan pendapat, dan memperoleh 
pendidikan. 

Semua kecuali delapan negara, seluruhnya di 
luar Indo-Pasifik, telah menandatangani UDHR. 
Itu tidak berarti semua baik-baik saja dalam hal 
hak asasi manusia di seluruh kawasan. Contohnya 
Korea Utara.

“Selama lebih dari 70 tahun ... pemerintah 
Korea Utara telah menindas rakyatnya dan 
mengisolasi mereka dari dunia. Penyangkalan 
sistemik terhadap hak-hak dasar telah 
menyebabkan kemiskinan yang parah, 
berkelanjutan, dan meluas”, ungkap John 
Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights 
Watch, sebuah lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) internasional yang berkantor pusat di 
New York City. “Situasi saat ini telah berubah 
menjadi sangat memprihatinkan. Dalam konteks 
COVID-19, pemimpin Korea Utara Kim Jong 
Un sekarang tampaknya menggunakan pandemi 
untuk lebih mengencangkan cengkeramannya 

TAK
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pada kekuasaan dengan memasang kendali baru 
yang keras terhadap distribusi makanan dan produk, 
menghentikan semua aliran informasi ke dalam negara 
itu, dan sepenuhnya menutup perbatasannya dengan 
Tiongkok.”

Sifton memberikan komentar dalam dengar pendapat 
kongres A.S. April 2021 di hadapan Komisi Hak Asasi 
Manusia Tom Lantos bipartisan, yang dibuat “untuk 
mempromosikan, membela, dan mengadvokasi norma-
norma hak asasi manusia yang diakui internasional secara 
nonpartisan, baik di dalam maupun di luar Kongres, 
sebagaimana yang tertuang dalam UDHR dan instrumen 
hak asasi manusia lainnya yang relevan.” 

Ada tantangan lain yang berkaitan dengan Korea 
Utara. “Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
beroperasi di Korea Utara tetap dihadapkan dengan 
kurangnya akses ke data dan informasi yang parah, yang 
terus menghadirkan tantangan dalam menilai kebutuhan 
kemanusiaan dan memberikan bantuan kepada orang-
orang yang paling rentan”, demikian menurut laporan 
P.B.B. tentang hak asasi manusia di Korea Utara.

Namun demikian, komunitas internasional terus 
berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia di Korea 
Utara dan di daerah lainnya, menekan para pelanggar 
untuk mengubah perilaku mereka. 

“Lingkungan kita berubah dengan cara yang tidak 
kita pahami seluruhnya, dengan konsekuensi yang tidak 
dapat kita perkirakan sepenuhnya”, demikian menurut 
rencana manajemen OHCHR 2018-21. “Namun, hak 
asasi manusia tetap menjadi titik acuan kita yang paling 
pasti dan universal. Hak asasi manusia dapat membantu 
kita menetapkan arah menuju inklusi, kemakmuran 
berkelanjutan, keadilan, martabat, kebebasan, dan 
perdamaian yang berkelanjutan.”

TANTANGAN HAK ASASI MANUSIA  
SELAMA COVID-19
LSM Amnesty International melaporkan bahwa 
COVID-19 memperburuk situasi hak asasi manusia 
di banyak negara Indo-Pasifik. Mereka mengatakan 
pemerintah menggunakan pandemi untuk “membungkam 
suara-suara kritik dan terlalu membatasi hak atas 
kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk menerima dan 
memberikan informasi tentang COVID-19.”

Bahkan sebelum pandemi, beberapa pemerintah Indo-
Pasifik sudah mulai mengambil tindakan yang menekan hak 
asasi manusia, demikian menurut Amnesty International.

“Di seluruh Asia Tenggara, pemerintah represif 
makin berurat umbi, membungkam lawan mereka, 
menutup mulut media, dan mengecilkan ruang sipil 
hingga, di banyak negara, bahkan partisipasi dalam 
protes damai pun dapat memicu penangkapan”, ungkap 
Amnesty International dalam laporan tahunan 2019. 
“Di Asia Selatan, pemerintah tampak berhasrat terus 
melakukan inovasi cara-cara baru untuk mengabadikan 
pola penindasan lama — terutama melalui pemberlakuan 
undang-undang keji yang menghukum perbedaan 
pendapat secara online.”

Sejak serangan hebat pandemi, Amnesty International 
mencatat bahwa banyak pemerintah di kawasan ini terus 
melakukan upaya untuk merongrong operasi LSM hak 
asasi manusia dan mencegah pembela hak asasi manusia 
mengekspos pelanggaran. 

Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah melecehkan, 
mengintimidasi, dan menyiksa pembela dan aktivis hak 
asasi manusia, sering kali menuntut mereka dengan 
pelanggaran yang tidak jelas seperti “membocorkan 
rahasia negara”, demikian menurut Amnesty 
International.

“Pengadilan mereka rutin diadakan secara rahasia 
tanpa hak untuk mengakses penasihat hukum”, demikian 
menurut “Amnesty International Report 2020/21: The 
State of the World’s Human Rights”, yang diterbitkan 
pada April 2021. “Banyak pengacara dari pembela hak 
asasi manusia ini tidak diberi hak kebebasan bergerak dan 
tidak dapat bertemu dengan klien mereka serta mengakses 
materi kasus.”

PKT berupaya mengubah makna hak asasi manusia 
agar sejalan dengan ideologi dan praktik partai. Menteri 
Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada akhir Februari 
2021 mendefinisikan ulang hak asasi manusia dengan 
berfokus terlebih dahulu pada pembangunan ekonomi dan 
keamanan dan menempatkan demokrasi serta kebebasan 
pada urutan terakhir, demikian menurut majalah berita 
online The Diplomat. Para pejabat PKT terus-menerus 
menekankan pertumbuhan ekonomi daripada hak politik 
untuk mempertahankan catatan hak asasi manusia PKT. 

Dr. Li Wenliang, salah satu dari delapan orang yang 
mencoba menyebarkan informasi pada akhir 2019 tentang 
munculnya virus sebelum Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) mengungkapkan wabah tersebut, ditegur oleh 
PKT setelah ia mengirim pesan kepada koleganya untuk 
mengenakan alat pelindung diri guna menghindari infeksi. 
Ia kemudian meninggal akibat COVID-19.

“Lingkungan kita berubah dengan cara yang tidak kita pahami 
seluruhnya, dengan konsekuensi yang tidak dapat kita perkirakan 
sepenuhnya. Namun, hak asasi manusia tetap menjadi titik acuan 
kita yang paling pasti dan universal.” – Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

Hak Asasi Manusia. Rencana manajemen 2018-21 
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Seorang anggota komunitas Uyghur Turki mengecam 
pelecehan hak asasi manusia Tiongkok di wilayah 
Xinjiang dalam unjuk rasa di Istanbul pada Maret 
2021. THE ASSOCIATED PRESS

Di Kamboja, pihak berwenang menggunakan 
Undang-Undang tentang Perkumpulan dan LSM 
untuk menetapkan kelompok pembela hak asasi 
manusia sebagai kelompok ilegal. Undang-undang itu 
mengharuskan LSM domestik dan internasional untuk 
mendaftar dan menetapkan persyaratan pelaporan 
triwulanan kepada pejabat pemerintah.  

Di wilayah Mongolia Dalam RRT, protes meletus 
pada September 2020 atas kebijakan bahasa baru 
yang akan mengonversi persyaratan pengajaran 
untuk sebagian kelas dari bahasa Mongolia ke bahasa 
Mandarin. Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan 
ditangkap karena “memicu pertengkaran dan 
memprovokasi masalah”, demikian menurut Amnesty 
International. 

LSM tersebut meminta pemerintah-pemerintah 
Indo-Pasifik ini untuk membalikkan arah, menangani 
kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, dan 
meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran.

“Sangatlah penting bagi pembela hak asasi manusia 
untuk dapat melakukan pekerjaan mereka bebas dari 
hukuman, pembalasan, atau intimidasi sehingga semua 
orang dapat menikmati semua hak asasi manusia secara 
efektif”, ungkap Amnesty International dalam laporan 
2020/21. 

DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN
10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN) menegaskan kembali komitmen 
mereka terhadap UDHR dengan mengadopsi Deklarasi 
Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) pada tahun 2012. 
Dokumen ASEAN — disusun berdasarkan UDHR — 
menguraikan sembilan prinsip umum:
1. Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam 

martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan 
kesadaran dan harus bertindak terhadap satu sama 
lain dalam semangat kemanusiaan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan dan hak yang 
ditetapkan di sini, tanpa membedakan apa pun, 
seperti ras, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, 
pendapat politik atau lainnya, asal negara atau sosial, 
status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status 
lainnya.

3. Setiap orang memiliki hak pengakuan di mana-
mana sebagai orang di hadapan hukum. Setiap 
orang setara di hadapan hukum. Setiap orang 
berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa 
diskriminasi.

4. Hak perempuan, anak-anak, lansia, penyandang 
disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan 
dan terpinggirkan merupakan bagian terpadu yang 
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tak terpisahkan dan tidak dapat diganggu gugat dari 
hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

5. Setiap orang memiliki hak atas remedi efektif 
yang dapat ditegakkan, yang akan ditentukan oleh 
pengadilan atau otoritas berwenang lainnya, atas 
tindakan yang melanggar hak yang diberikan kepada 
orang tersebut oleh konstitusi atau oleh hukum.

6. Penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan 
mendasar harus diseimbangkan dengan pelaksanaan 
kewajiban yang sesuai sebab setiap orang memiliki 
tanggung jawab kepada semua individu lain, 
komunitas, dan masyarakat tempat ia tinggal. Pada 
akhirnya, menjadi tanggung jawab utama semua negara 
anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi 
semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

7. Semua hak asasi manusia bersifat universal, tak 
terpisahkan, saling bergantung, dan saling terkait. 
Semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar 
dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil 
dan setara, dengan landasan yang sama, dan dengan 
penekanan yang sama. Pada saat yang bersamaan, 
realisasi hak asasi manusia harus dipertimbangkan 
dalam konteks regional dan nasional dengan 
mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, 
sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda.

8. Hak asasi manusia dan kebebasan mendasar setiap 
orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan 
hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang 
lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan 
mendasar hanya tunduk pada batasan-batasan yang 
ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan 
mengamankan pengakuan yang layak atas hak 
asasi manusia dan kebebasan mendasar orang lain, 
dan untuk memenuhi persyaratan yang adil dari 
keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan 
masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas 
masyarakat, serta kesejahteraan umum masyarakat di 
dalam masyarakat demokratis.

9. Dalam realisasi hak asasi manusia dan kebebasan 

yang termuat dalam deklarasi ini, prinsip-
prinsip imparsialitas, objektivitas, nonselektif, 
nondiskriminasi, nonkonfrontasi, serta 
penghindaran standar ganda dan politisasi, harus 
selalu dijunjung tinggi. Proses realisasi tersebut 
harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, 
inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas.
Selain prinsip-prinsip umum, AHRD mencakup 

deklarasi terperinci tentang hak sipil dan politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya, hak atas pembangunan, hak atas 
perdamaian, serta kerja sama dalam memajukan dan 
melindungi hak asasi manusia.

Filipina menyerukan AHRD pada April 2021 untuk 
mengingatkan Myanmar sebagai anggota ASEAN tentang 
komitmen internasionalnya saat bergolaknya pembajakan 
junta militer Myanmar terhadap pemerintah terpilih. 
Selama pertemuan Komisi Antarpemerintah ASEAN 
tentang Hak Asasi Manusia, perwakilan Filipina Jaime 
Victor Ledda meminta Myanmar mematuhi “prinsip-
prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata kelola yang 
baik, penghormatan dan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia serta kebebasan mendasar”, demikian 
yang dilaporkan surat kabar The Philippine Star. Sebuah 
editorial yang diterbitkan surat kabar itu dua hari 
kemudian menyatakan bahwa Filipina telah diorganisir 
di bawah pemimpin otoriter, menyebutnya “bukanlah 
teladan demokrasi yang ideal.”

“Filipina telah dicerca khususnya atas pelanggaran 
hak asasi manusia berat yang dikaitkan dengan pasukan 
keamanan di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo 
Duterte”, demikian yang tertulis di editorial The 
Philippine Star. “Namun, pembunuhan di Myanmar sangat 
mengerikan; mereka layak mendapatkan kecaman regional 
dan harus dihentikan.”

Perbaikan yang signifikan telah terjadi terkait hak asasi 
manusia di Asia Tenggara, dan penghormatan terhadap 
kebebasan sipil telah meningkatkan pembangunan 
di kawasan itu, demikian tulis surat kabar itu. Junta 
Myanmar telah menyaksikan manfaat tersebut. “Mereka 
hendaknya tidak menggagalkan kemajuan dengan 
lompatan besar ke belakang yang terus berlangsung”, 
ungkap The Philippine Star. 

HAK ASASI MANUSIA DAN  
KEBIJAKAN LUAR NEGERI A.S.
Presiden A.S. Joe Biden telah berkomitmen untuk 
menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat kebijakan 
dalam negeri dan luar negeri A.S.

“Dan itu adalah komitmen yang saya dan seluruh 
Departemen Luar Negeri anggap sangat serius”, ungkap 
Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken pada Maret 
2021 saat merilis “Laporan Negara 2020 tentang Praktik 
Hak Asasi Manusia”. “Kami akan mendayagunakan semua 
alat diplomasi untuk membela hak asasi manusia dan 
meminta pertanggungjawaban pelaku pelecehan.”

Blinken mengatakan tidak ada hierarki yang membuat 
sebagian hak lebih penting dibandingkan yang lainnya. 

Foto-foto pengungsi yang dibantu oleh Asosiasi Hak Asasi Manusia 
Pengungsi Korea Utara dipajang di Seoul, Korea Selatan. REUTERS
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Semua hak asasi manusia adalah setara, demikian 
ungkapnya. 

“Hak asasi manusia juga saling bergantung”, kata 
Blinken. “Jika Anda tidak dapat berkumpul secara damai, 
bagaimana Anda dapat mengorganisir serikat atau partai 
oposisi atau menggunakan kebebasan memeluk agama 
atau keyakinan? Jika Anda tidak mendapatkan akses yang 
setara ke pekerjaan atau pendidikan karena warna kulit atau 
identitas gender, bagaimana Anda dapat mencapai kesehatan 
dan kesejahteraan untuk keluarga dan diri sendiri?”

Laporan Departemen Luar Negeri tentang hak asasi 
manusia mengungkapkan bahwa tren terus mengarah ke 
arah yang salah, demikian ungkap Blinken.

“Terlalu banyak orang yang terus menderita di 
bawah kondisi brutal pada tahun 2020,” ungkapnya. “Di 
Tiongkok, otoritas pemerintah melakukan genosida 
terhadap orang Uyghur, yang mayoritas Muslim, dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemenjaraan, 
penyiksaan, sterilisasi paksa, dan penganiayaan terhadap 
orang Uyghur serta anggota kelompok minoritas agama 
dan etnik lainnya.”

Blinken telah berulang kali mengutuk meluasnya 
pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di Tiongkok 
dan pelecehan oleh junta militer di Myanmar. Amerika 
Serikat tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan 
sekutu dan mitranya untuk meminta pertanggungjawaban 

para pelaku tindakan keji tersebut.
“Sebagian orang berpendapat bahwa Amerika Serikat 

tidak layak berbicara tegas tentang hak asasi manusia, atau 
kami hendaknya hanya menyoroti pelecehan di negara-
negara tertentu, dan hanya dengan cara yang memajukan 
kepentingan nasional kami secara langsung”, ungkap 
Blinken. “Saya yakin orang-orang itu tidak memahami 
intinya. Memperjuangkan hak asasi manusia di mana-
mana adalah kepentingan Amerika.”

Negara-negara yang menyambut perbedaan pendapat, 
menghukum pejabat korup, dan menghormati undang-
undang ketenagakerjaan cenderung lebih damai, makmur, 
dan stabil. Mereka juga cenderung memiliki ekonomi 
yang berkembang, demikian ungkap Blinken.

“Dan pemerintah yang menghormati hak asasi manusia 
cenderung lebih mendukung tatanan internasional 
berbasis aturan yang telah dibangun dan ditanamkan 
oleh Amerika Serikat dan sekutu kami selama beberapa 
dekade,” ujar Blinken. “Selain semua alasan ini, ada alasan 
yang lebih sederhana: Berjuang demi kebebasan dan 
martabat rakyat menghormati nilai Amerika yang paling 
suci. Sebaik-baiknya, kami berjuang demi kebebasan 
dan keadilan bagi semua. Tidak hanya di dalam negeri, 
melainkan di seluruh dunia.”  o

Para aktivis hak asasi manusia menggelar aksi lilin di Kathmandu, 
Nepal, untuk memprotes kudeta militer di Myanmar. AFP/GETTY IMAGES

Warga Mongolia berdemonstrasi di dekat ibu kota Ulaanbaatar untuk 
memprotes kebijakan Tiongkok di Mongolia Dalam. Di sana, para 
pejabat mengusulkan konversi persyaratan mengajar untuk sebagian 
kelas dari bahasa Mongolia ke bahasa Mandarin. AFP/GETTY IMAGES
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Di kawasan Indo-Pasifik, tidak ada negara 
yang sempurna, tetapi terdapat dua cara yang 
digunakan negara untuk memandang hak asasi 
manusia dan kebebasan. Salah satunya adalah 
untuk memperjuangkan definisi dan cita-cita hak 
asasi manusia dan kebebasan yang disebutkan di 
atas, dan yang lainnya adalah untuk menetapkan 
pandangannya sendiri tentang hak asasi manusia 
dan kebebasan yang melayani kepentingan 
penguasa. Sebagai orang Korea yang lahir pada 
tahun 1950-an, saya pernah mengalami kedua versi 
tersebut dan tinggal di sebelah tetangga yang sangat 
berbahaya: Korea Utara.

Evolusi Korea Selatan
Ketika saya masih remaja, Korea Selatan memiliki 
jam malam dari tengah malam hingga pukul 4 pagi. 
Surat kabar Korea dipantau dan disensor. Majalah 
seperti Newsweek dan Time sering kehilangan 
halaman, dan kalimat dihapus dengan tinta hitam. 
Polisi rutin menggeledah tas Anda, dan Anda 
selalu waspada jika menyampaikan kritik tentang 
pemerintah. Tanpa melebih-lebihkan, serikat buruh 
ditindas dan kebebasan politik dibatasi. Sebagian 
orang berdoa Amerika Serikat akan datang untuk 
menyelamatkan Korea, dan sebagian menyalahkan 
A.S. karena tidak datang untuk menyelamatkan 
Korea.

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sesuatu 
yang luar biasa terjadi. Junta Korea Selatan 

melonggarkan cengkeramannya terhadap 
masyarakat. Jam malam hilang, ekonomi tumbuh, 
dan perubahan politik terjadi. Setelah delapan 
tahun memerintah, Presiden Chun Doo-Hwan 
mengalihkan kekuasaan kepada Rho Tae-Woo. 
Meski Rho adalah mantan jenderal militer karier, 
terjadi peralihan kekuasaan yang akhirnya mengarah 
pada terpilihnya Kim Young-Sam, seorang politikus 
karier, dalam pemilu tahun 1993. Sejak 1980-an, 
Korea telah menjadi demokrasi yang bebas dan 
sering kali kacau yang berusaha untuk mencapai 
cita-cita kebebasan, demokrasi, dan hak asasi 
manusia. Transformasi politik juga membawa 
pembangunan ekonomi yang telah memberikan 
kekayaan dan kemakmuran bagi Korea, yang 
berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran 
regional. Korea Selatan mencoba menyelesaikan 
kesenjangan kekayaan dan ketidaksetaraan 
perubahan sosial yang cepat. Meski khawatir dengan 
beberapa pilihan Korea, saya tidak ragu bahwa 
nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia hanya 
dapat dicapai melalui proses seperti itu. Kebebasan 
tidak boleh memiliki batas di luar rasa saling 
menghormati terhadap orang lain. Berdasarkan 
asumsi ini, Korea Selatan menunjukkan bagaimana 
sebuah masyarakat dapat berkembang dengan cepat 
menjadi masyarakat yang bebas, meski dengan 
bahaya yang melekat. Hal ini juga menunjukkan 
bagaimana lingkungan yang aman dan stabil 
memungkinkan terjadinya evolusi semacam itu.

Bagaimana perbedaan struktur pemerintah, hak asasi 
manusia, dan kebebasan antara Utara dan Selatan

Dua KoreaKisah

LETJEN. (PURN.) IN-BUM CHUN/ANGKATAN DARAT KOREA SELATAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan hak asasi manusia sebagai “hak yang 
melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnik, 
bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak atas kehidupan dan 
kebebasan, bebas dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, 
hak atas pekerjaan dan pendidikan, dan masih banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-
hak ini, tanpa diskriminasi.” Menurut kamus Oxford, “kebebasan” dapat didefinisikan 
sebagai kekuatan atau hak untuk bertindak, berbicara, atau berpikir seperti yang 
diinginkan tanpa hambatan atau kekangan. Merriam-Webster memperluas konsep tersebut 
“tanpa adanya keharusan, paksaan, atau pembatasan dalam pilihan atau tindakan.”
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Kawat berduri mengelilingi Paviliun 
Imjingak di dekat Zona Demiliterisasi 
di Paju, Korea Selatan. Beberapa 
orang Korea meletakkan pita di 
pagar militer dengan pesan yang 
menyerukan perdamaian dan 
penyatuan kembali.  GETTY IMAGES
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Korea Utara yang Kontras   
Sementara itu, hanya 64 kilometer di utara Seoul 
terdapat Korea Utara. Kim Il Sung yang terkenal jahat, 
yang memimpin Korea Utara sejak berdirinya pada 
tahun 1948, memulai Perang Korea. Meski kalah, Kim 
memanipulasi kegagalannya menjadi kudeta politik dan 
ia mengeksekusi semua musuh politik dan keluarga 
mereka. Kim menciptakan kultus seperti Mao dan 
Stalin, tetapi ia jauh lebih baik dalam hal itu. Doktrin 
agama dan nilai-nilai Konfusianisme membantunya 
menyempurnakan ideologinya, dan kediktatorannya 
tampaknya memiliki keunggulan karena ekonomi Korea 
Utara mampu mencapai standar hidup yang lebih tinggi 
daripada ekonomi Korea Selatan pada tahun 1960-an 
dan 1970-an. Kediktatoran dapat memusatkan sumber 
daya dan tenaga kerja untuk mencapai hasil yang cepat, 
tetapi tidak akan pernah dapat mencapai potensi penuh 
masyarakat. Hal ini dibuktikan di Semenanjung Korea 
dalam kontras antara Korea Utara dan Selatan.

Kesalahan pertama yang dilakukan Kim 
adalah mengidentifikasi A.S. sebagai ancaman dan 
menggambarkan Korea Selatan sebagai boneka 
Amerika. Meski hal itu memenuhi tujuan politiknya, 
ia mengorbankan peluang kerja sama dengan A.S. di 
masa depan. Hal itu juga menyebabkan Korea Utara 
berinvestasi dalam militer dengan mengorbankan 
ekonominya. Bahkan hingga saat ini kebijakan yang 
mengutamakan militer merupakan inti Korea Utara.

Kriteria Pengungkapan
Untuk memiliki pandangan objektif tentang hak asasi 
manusia dan kebebasan di Korea Utara, pertimbangkan 
temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kriteria yang 
diterapkan P.B.B. dalam analisisnya.

Kriteria pertama adalah eksekusi publik. 
Untuk mengendalikan populasinya, Korea Utara 
memerintahkan orang-orang untuk menghadiri 
eksekusi, termasuk hukum gantung, regu tembak, 
dan pembakaran, yang dikenakan untuk berbagai 

pelanggaran. Mengenai regu tembak, tampaknya jenis 
pelanggaran menentukan jumlah anggota regu, dari 
tiga hingga sembilan orang atau lebih. Orang yang 
melakukan kejahatan besar mengkhianati “pemimpin 
besar” dikenakan hukuman tembak dari senapan mesin 
kaliber besar. Inilah nasib Jang Sung-tak, paman dari 
diktator Korea Utara saat ini, Kim Jong Un. 

Kriteria kedua adalah operasi kamp konsentrasi. 
Orang yang dimasukkan ke dalam kamp, baik dengan 
atau tanpa pengadilan, tidak lagi menjadi bagian dari 
masyarakat dan tidak ada dalam catatan resmi. Hal ini 
membuat mereka terkena eksekusi sewenang-wenang. 
Tidak boleh ada kontak dengan dunia luar. Tidak ada 
makanan atau perawatan medis yang disediakan, yang 
berarti para narapidana harus berjuang untuk diri 
sendiri. Dua belas jam kerja paksa sehari sudah menjadi 
standar, ditambah dengan setidaknya satu jam pendidikan 
politik. Korea Utara menyangkal keberadaan kamp ini, 
oleh karena itu, tidak ada lagi harapan untuk perbaikan. 

Ketiga adalah kategorisasi penduduk. Semua warga 
negara tunduk pada sistem sosial yang dikenal sebagai 
Sung-Bun, yang membagi warga Korea Utara menjadi 
tiga kategori: inti, dasar, dan kompleks. Setelah Perang 
Korea, Kim Il Sung menerapkan ketiga kelas ini. Sistem 
kasta ini menentukan prospek individu di hampir setiap 
bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, 
dinas militer, keanggotaan di Partai Buruh Korea yang 
berkuasa, pernikahan, dan bahkan persediaan makanan. 
Faktor kunci yang menentukan kelas adalah: latar 
belakang sosial ekonomi leluhur seseorang pada saat 
pembebasan Semenanjung Korea pada tahun 1945; 
aktivitas leluhur selama Perang Korea (1950-1953); 
dan apakah seseorang memiliki kerabat di Tiongkok 
atau Korea Selatan. Tentu saja, terhubung ke dunia luar 
adalah hal yang buruk untuk status seseorang. 

Di antara ketiga kelas ini, yang paling istimewa 
adalah kelas inti, yang membentuk 28% populasi. Kelas 
inti mencakup revolusioner profesional, keturunan 
“pahlawan perang” yang meninggal saat bekerja atau 

Pedagang mata uang menatap monitor 
di sebuah bank di Seoul pada April 2021. 
Perekonomian Korea Selatan menempati 
urutan ke-10 sebagai ekonomi terbesar 
di dunia dan mengerdilkan perekonomian 
Korea Utara.  THE ASSOCIATED PRESS
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berjuang untuk Korea Utara, dan petani atau mereka 
yang berasal dari keluarga petani. Kelompok terbesar, 
yang memiliki mobilitas ke atas yang kecil, adalah 
kelas dasar atau goyah. Kelas ini terdiri dari sekitar 
45% populasi. Kelas ini mencakup orang-orang yang 
sebelumnya tinggal di Tiongkok atau Korea Selatan, 
orang yang memiliki kerabat yang pergi ke Selatan dan 
keluarga pedagang skala kecil, di antara yang lainnya. 
Kelas kompleks (berseteru) adalah yang paling dibatasi, 
dengan akses yang kecil ke manfaat sosial. Kelas ini 
berjumlah 27% dari populasi. Kelas ini mencakup 
keturunan tuan tanah, kapitalis, agamawan, tahanan 
politik, atau siapa pun yang dinilai antipartai.

Kriteria P.B.B. yang keempat adalah tidak adanya 
kebebasan bergerak. Di Korea Utara nyaris tidak 
mungkin untuk berpindah ke luar provinsi atau kota 
kelahiran seseorang. Kurangnya transportasi adalah 
salah satu masalahnya, tetapi meski bus, kereta api, dan 
perjalanan udara tersedia, orang Korea Utara hanya 
dapat melakukan perjalanan di luar daerahnya dengan 
izin, yang sulit diperoleh. 

Kelima adalah tidak adanya kebebasan beragama. 
Selama pendudukan Jepang di Korea pada paruh 
pertama abad ke-20, Pyongyang, sekarang ibu kota 
Korea Utara, memiliki orang Kristen terbanyak 
di semenanjung itu. Meski konstitusi Korea Utara 
menjamin kebebasan beragama, pada kenyataannya, 
hanya ada satu tuhan, Kim Jong Un. 

Kriteria keenam adalah hak untuk bertahan hidup. 
Rezim ini tidak memiliki kemampuan untuk memberi 
makan rakyatnya, yang ditelantarkan untuk membela 
diri mereka sendiri. Dari pertengahan hingga akhir 
tahun 1990-an, hampir 1 juta warga Korea Utara mati 
kelaparan, tetapi rezim tersebut tidak melakukan apa 
pun untuk memberikan bantuan. Ini menunjukkan 
kekejaman dan ketahanan sistem Korea Utara. Karena 
sistem uniknya yang menggabungkan Sung-Bun, kamp 
konsentrasi, dan eksekusi publik yang kejam, Korea Utara 
dapat bertahan dari kengerian tersebut dan terus hidup.  

Akhirnya, tidak ada kebebasan untuk memilih 
pendidikan atau pekerjaan. Partai Buruh menentukan 
masa depan setiap warga negara berdasarkan kelas 
Sung-Bun di mana seseorang terlahir — atau besarnya 
sogokan. Masyarakat Korea Utara tidak memberikan 
kesempatan yang setara kepada orang-orangnya. Semua 
yang dicapainya hanyalah untuk melayani keluarga Kim.

Konsekuensi Negatif
Korea Utara telah menjadi model bagi para diktator 
dan buku panduan untuk kediktatoran. Ini adalah 
tantangan utama bagi Indo-Pasifik, serta bagi dunia. Jika 
kepemimpinan Korea Utara berlanjut, maka pihak lain 
mungkin akan meniru metodenya untuk mengendalikan 
populasi.

Meski kepemimpinan Korea Utara menyatakan 
bahwa mereka harus memiliki senjata nuklir untuk 
mempertahankan diri dari ancaman asing, sangat besar 
kemungkinannya bahwa rezim tersebut membutuhkan 
senjata pemusnah massal untuk mengendalikan rakyatnya 
sendiri dan untuk melindungi dirinya dari ancaman 
internal. Itulah sebabnya denuklirisasi tidak mungkin 
terjadi di bawah rezim Kim. Hal ini juga menyoroti bahaya 
senjata nuklir di tangan kediktatoran absolut tersebut.

Tidak adanya kebebasan di Korea Utara dan catatan 
hak asasi manusia yang mengerikan tidak dapat diabaikan. 
Korea Utara berpendapat bahwa ini merupakan masalah 
budaya dan bahwa Korea Utara memiliki standar 
kebebasan dan hak asasi manusia berbeda yang unik bagi 
kebutuhan masyarakatnya. Terkadang pengunjung Korea 
Utara menyaksikan kebahagiaan dari ketidaktahuan dan 
pencucian otak serta berpikir bahwa hal itu mungkin 
benar adanya, tetapi mereka yang percaya hal ini pun 
jarang terlihat sukarela tinggal di Korea Utara.

Hak asasi manusia dan kebebasan mendefinisikan sifat 
sejati masyarakat bebas. Itulah sebabnya bukan hanya 
hak asasi manusia dan kebebasan di Korea Utara yang 
penting, tetapi juga hak asasi manusia dan kebebasan di 
semua negara.  o

Korea Selatan, termasuk ibu kotanya, 
Seoul, telah makmur dan muncul 
sebagai negara industri besar sejak 
Perang Korea, sementara Korea Utara 
masih berjuang untuk memberi makan 
rakyatnya.  REUTERS

“Pertama, mereka datang menangkap para 
komunis. Dan saya tidak membela karena 
saya bukan komunis. Kemudian mereka 
datang menangkap para sosialis. Dan saya 
tidak membela karena saya bukan sosialis. 
Kemudian mereka datang menangkap 
para anggota serikat pekerja. Dan saya 
tidak membela karena saya bukan anggota 
serikat pekerja. Kemudian mereka datang 
menangkap orang-orang Yahudi. Dan 
saya tidak membela karena saya bukan 
orang Yahudi. Kemudian mereka datang 
menangkap saya. Dan tidak ada lagi orang 
yang tersisa untuk membela saya.”
– Martin Niemöller, teolog Jerman dan pastor Lutheran
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S
etelah pembebasan Daw Aung San Suu Kyi dari 
tahanan rumah pada November 2010, banyak orang 
takut akan kemungkinan militer Myanmar (Burma) 
berbalik arah. Ketakutan ini terwujud pada 1 Februari 

2021, ketika militer merebut kendali sewaktu fajar dan 
menangkap para pemimpin sipil dari partai Liga Nasional 
untuk Demokrasi (NLD), termasuk pemimpin negara 
yang terpilih secara demokratis.

Semenjak itu, negara ini telah berubah menjadi 
kekisruhan, dan orang-orang bangkit dalam demonstrasi 
massal untuk menuntut agar demokrasi dipulihkan dan 
hasil pemilu November 2020 dihormati. NLD menang 
telak dalam pemilu, seperti yang terjadi pada tahun 2015. 
Saat unjuk rasa menyebar di berbagai penjuru negeri, 
pasukan bersenjata dan keamanan Myanmar melancarkan 
kebrutalan khas mereka pada pengunjuk rasa damai dan 
menangkap orang-orang di rumah dalam penggerebekan 
malam. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, lebih dari 
700 warga sipil tewas termasuk oleh penyiksaan yang 
tidak manusiawi di tangan pasukan keamanan dan melalui 
penggunaan senjata. Pihak militer telah menangkap 
8.867 pengunjuk rasa, dan lebih dari 7.196 masih ditahan, 
hingga 11 Oktober 2021. Sekitar 1.164 orang telah tewas. 
COVID-19 menyebar dengan cepat melalui Myanmar, 
dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan setengah 
dari 54 juta populasi akan terinfeksi pada pertengahan 
Agustus. Rezim militer tidak dapat dan tidak bersedia 
untuk mengumpulkan data yang akurat tentang kematian 
COVID-19.

Ketika komunitas internasional menyuarakan 
kemarahan yang dapat dibenarkan atas pelanggaran hak 
asasi manusia di Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) menggunakan krisis itu untuk melanjutkan 
kepentingan ekonomi, kebijakan luar negeri, dan 
militernya dengan melemparkan tali penyelamat ke junta 
militer yang sedang berperang.

Pencarian Kendali oleh Tiongkok
Kudeta militer itu menempatkan Partai Komunis 
Tiongkok (PKT) dalam posisi sulit. RRT mendapati 
pemerintah sipil Myanmar yang dipimpin oleh Daw Aung 
San Suu Kyi lebih dapat diandalkan daripada militer 
Myanmar karena para pemimpinnya mengutamakan 
pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, 
yang selaras dengan skema Satu Sabuk, Satu Jalan RRT. 
Beijing sedang dalam proses mengamankan ikatan 
bilateral secara permanen dengan pemerintah pimpinan 
sipil ketika kudeta terjadi.

Meski RRT lebih suka berurusan dengan pemerintah 
sipil, “pada akhirnya, Tiongkok percaya bahwa militer 
Myanmar (Burma) memegang kekuasaan tertinggi 
karena mereka memiliki senjata. Mereka memiliki 
senapan. Mereka tidak benar-benar mempertanyakan 
kemampuan militer Myanmar (Burma) untuk menang 
pada akhirnya”, ungkap Yun Sun, seorang peneliti senior 
di Stimson Center, sebuah wadah pemikir yang berbasis 
di Washington, D.C., kepada National Public Radio. 
Pragmatisme Beijing dan sifat transaksional hubungannya 

Pengunjuk rasa 
antikudeta berkumpul 
di ibu kota Myanmar, 
Yangon, pada April 2021.
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dengan Myanmar akan mengendalikan keadaan. RRT 
menolak mengutuk kudeta dan memblokir resolusi yang 
berarti dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa terhadap junta militer.

RRT memandang Myanmar sebagai jembatan darat 
ke Samudra Hindia. Oleh karena itu, menjaga dan 
mengendalikan koridor Myanmar tetap sangat penting 
bagi kebijakan luar negeri Beijing. Pengakuan dan 
ambisi ini berasal dari para penjelajah awal Tiongkok, 
yang mencari rute dari provinsi-provinsi Tiongkok yang 
terkurung daratan (seperti daerah Yunan modern) melalui 
Myanmar menuju laut.

Selain itu, Myanmar menyediakan alternatif strategis 
terhadap dilema Malaka RRT. Ketergantungan Tiongkok 
pada Selat Malaka yang sempit, yang dilewati sebagian 
besar perjalanan pengiriman dan pasokan energinya, 
menciptakan kerentanan yang signifikan dalam 
persaingan strategisnya dengan Amerika Serikat. Beijing 
melihat akses tanpa batas ke koridor Myanmar sebagai 
kunci untuk memperbaiki kerentanan ini. Selain itu, 
memiliki akses ke lebih dari 2.000 kilometer garis pantai 
Myanmar (yang berlokasi strategis di pintu masuk barat 

ke Selat Malaka) dengan akses langsung ke Samudra 
Hindia akan memberi Tiongkok keuntungan komersial 
yang sangat besar dibandingkan pesaingnya.

Jika ini membuahkan hasil, RRT akan dapat 
mengendalikan bagian timur selat melalui fitur 
artifisial yang telah dibangunnya di Laut Cina Selatan 
dan bagian barat melalui Myanmar. Setelah Kongres 
A.S. mengesahkan Undang-Undang Kebebasan dan 
Demokrasi Myanmar, yang memberlakukan sanksi berat 
terhadap rezim militer sebelumnya pada tahun 2003, 
RRT menggunakan kesempatan ini untuk menekan 
Myanmar agar mengizinkannya membangun pelabuhan 
laut dalam yang dikenal sebagai Kyaukphyu di pesisir 
barat Myanmar dan jalur pipa ganda minyak dan gas dari 
pelabuhan ke provinsi Yunan RRT. Ini adalah terobosan 
yang signifikan bagi RRT, yang memberikan basis 
alternatif strategis yang vital terhadap dilema Malaka 
untuk pertama kalinya.

Myanmar Kalah 
Setelah periode keterlibatan kembali Barat yang relatif 
singkat dari 2012-17, Myanmar masuk lagi dalam daftar 

Ratusan pengendara sepeda motor 
di Mandalay memprotes kudeta 
militer Myanmar pada Maret 2021.

RRT memandang Myanmar sebagai jembatan darat ke Samudra 
Hindia. Oleh karena itu, menjaga dan mengendalikan koridor 

Myanmar tetap sangat penting bagi kebijakan luar negeri Beijing.



Para pengunjuk rasa dalam demonstrasi April 2021 di Yangon, 
Myanmar, mengkritik dukungan Tiongkok terhadap kudeta militer.

paria Barat. Daw Aung San Suu Kyi dipersalahkan atas 
serangan kejam militer terhadap minoritas Muslim 
Rohingya, dan sanksi internasional yang selanjutnya 
mengisolasi negara itu segera menyusul.

RRT memandang penghukuman atas kekejaman militer 
Myanmar sebagai kesempatan. RRT mendapatkan kembali 
pengaruh dan akses ke Myanmar dengan dorongan yang 
cukup besar dari tekanan bersama negara-negara Barat 
terhadap Myanmar. Indikator yang jelas adalah kunjungan 
Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping ke Myanmar pada 
Januari 2020 pada malam menjelang Sidang Mahkamah 
Internasional yang memerintahkan Myanmar untuk 
mencegah genosida orang Rohingya. Keinginan Beijing 
untuk mendirikan pintu belakang melalui Myanmar ke 
Samudra Hindia makin mendekati kenyataan. 

Kemudian datang kudeta militer awal pada 1 Februari 
2021, yang mengakhiri eksperimen Myanmar dengan 
demokrasi, ketika NLD pimpinan Daw Aung San Suu 
Kyi bersiap mengambil kursi di Parlemen pagi itu. 
Kecurangan pemilu adalah alasan resmi yang diberikan 
untuk kudeta itu. Kritik Barat telah merusak kemampuan 
Daw Aung San Suu Kyi untuk melawan militer. Alasan 
semula kesediaan militer untuk bermain dengan 
demokrasi pada tahun 2010 dan mentolerir Daw Aung 
San Suu Kyi adalah kebutuhannya untuk mengurangi 
ketergantungan pada RRT. Para pemimpin militer 
percaya bahwa dengan melepaskannya dan menempuh 
jalan “demokrasi yang disiplin”, Myanmar dapat menarik 
keterlibatan Barat untuk berdiversifikasi dari RRT.

Namun, ketika dukungan Barat melemah untuk Daw 
Aung San Suu Kyi dan RRT kembali melangkah masuk, 

militer melihat akhir dari kegunaannya dan kepura-puraan 
demokrasi. Meski rezim militer sebelumnya mengizinkan 
pembangunan jalur pipa ganda dan bendungan Tiongkok 
serta penipisan hutan sementara juga menyerahkan hak 
atas sebagian besar tanah Myanmar kepada industri 
ekstraktif RRT, militer saat ini merasa bahwa mereka 
lebih unggul daripada pemerintah pimpinan sipil dalam 
menangani RRT. Selain itu, kepemimpinan militer 
sangat diuntungkan dari proyek-proyek yang didukung 
Tiongkok pada masa lalu, sementara tidak demikian di 
bawah pemerintahan demokratis.

Seiring berlanjutnya protes antikudeta, militer 
membawa kembali strateginya dari pemberontakan 
sebelumnya: Penjarakan para pemimpin, pukul para 
pengunjuk rasa sampai tunduk, ciptakan rasa takut di 
tengah masyarakat, dan keluarkan para pengacau dari 
kota menuju daerah perbatasan atau ke luar negeri, 
jika memungkinkan. Setelah kota bersih, militer akan 
mengonsolidasikan upayanya dan melakukan operasi 
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pembersihan di daerah perbatasan. Strategi ini berhasil 
sebelumnya dan militer mengikuti jalur yang sama pada 
tahun 2021.

Gerakan Pro-Demokrasi dan Anti-Kudeta
Tiga hari setelah kudeta, rakyat Myanmar, yang dipimpin 
oleh kalangan dewasa muda dari Generasi Z, turun 
ke jalan untuk berunjuk rasa. Mereka memberikan 
penghormatan tiga jari, simbol perlawanan yang 
dipopulerkan oleh film The Hunger Games. Jutaan orang 
di kota dan desa secara damai dan terbuka meminta junta 
militer menghormati suara mereka dan memulihkan 
demokrasi. Meski banyak yang membawa bendera NLD 
dan memakai logo, fokusnya bukan pada politik partai 
tetapi pada pemulihan sistem demokrasi dan mengecam 
otoritarianisme militer. Banyak pegawai negeri sipil 
mogok kerja dalam bentuk gerakan pembangkangan sipil, 
yang awalnya dipimpin oleh sektor perawatan kesehatan 
dan pendidikan sebelum menyebar ke seluruh birokrasi 
dan bahkan bagian dari sektor swasta, yang membuat 
perekonomian terhenti.

Ketika protes nasional terjadi, pasukan militer dan 
keamanan Myanmar mengerahkan taktik mematikan 
dan melakukan penggerebekan setiap malam di wilayah 
pemukiman penduduk. Pembunuhan dan penangkapan 
yang tak beralasan membangkitkan rasa ketidakadilan 
dan kemarahan di tengah rakyat. “Penentangan terhadap 
junta sangat dalam dan meluas. Saya belum pernah 
melihat hal seperti itu”, lapor Tom Andrews, reporter 
khusus P.B.B. tentang hak asasi manusia di Myanmar. Ini 
telah “menyatukan negara itu sampai pada tingkat yang 
belum pernah saya lihat, orang-orang dari segala usia, 
segala etnik, segala kelompok sosial dan ekonomi, bersatu 
menentang.”

Menyatukan Kelompok Etnik
Serangan tanpa henti pasukan keamanan menyebabkan 
pengunjuk rasa di daerah perkotaan melarikan diri ke 

daerah perbatasan yang dikendalikan oleh organisasi etnik 
bersenjata (EAO). Banyak dari mereka mencari pelatihan 
dan senjata dari EAO untuk melawan kebrutalan pasukan 
keamanan.

Lebih dari sepuluh anggota parlemen, legislator, 
dan anggota kabinet Myanmar lolos dari penangkapan 
selama minggu pertama Februari 2021. Kelompok ini 
membentuk Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw 
(CRPH), dengan banyak anggotanya beroperasi dari 
daerah yang dikendalikan dan dilindungi oleh EAO. 
Krisis ini menciptakan kerja sama dan persatuan yang luar 
biasa di antara kelompok mayoritas dan minoritas etnik 
Myanmar, sebagaimana yang dicatat Andrews.

Kelompok bersenjata yang lebih besar seperti Tentara 
Pembebasan Nasional Karen, milisi di bawah Uni 
Nasional Karen, dan Tentara Kemerdekaan Kachin, 
milisi di bawah Organisasi Kemerdekaan Kachin, beralih 
dari yang sebelumnya dipandang sebagai kelompok 
pemberontak separatis menjadi pasukan pertahanan diri 
yang sah oleh mayoritas Myanmar. Pasukan gabungan 
EAO diperkirakan berjumlah lebih dari 80.000 orang.

Setelah delapan bulan, upaya untuk melawan rezim 
militer dan memulihkan demokrasi tidak surut. CRPH 
juga membentuk pemerintahan inklusif, Pemerintah 
Persatuan Nasional (NUG), dengan tingkat representasi 
etnik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 
posisi kepemimpinannya. Lini upaya utama NUG adalah 
memimpin proses pemulihan demokrasi dan membangun 
“serikat demokratis federal.” Di tingkat dasar, kerja 
sama yang tak tertandingi antara EAO dan Pasukan 
Pertahanan Rakyat, ditambah dengan dukungan politik 
eksplisit dari mayoritas Myanmar, menciptakan aliansi 
yang tangguh melawan rezim militer. Kapasitas militer 
digunakan melampaui batas kemampuannya sebab mereka 
menghadapi sejumlah besar pembelotan, personel yang 
gugur dalam tugas, dan kematian akibat COVID-19. 
Keberlanjutannya dipertanyakan untuk pertama kalinya 
dalam sejarah Myanmar pascakolonial. 

Prospek Masa Depan
Hasil dari krisis tersebut sulit diprediksi dengan begitu 
banyaknya variabel dan aktor. Namun, setelah satu dekade 
demokrasi dan kebebasan, para pengunjuk rasa memiliki 
lebih banyak kemampuan, kesadaran, dan jaringan di 
seluruh dunia dibandingkan dengan warga Myanmar di 
masa lalu. Mereka dapat memobilisasi orang-orang dan 
sumber daya secara domestik dan internasional untuk 
mendukung upaya mereka. Kerja sama yang belum 
pernah terjadi sebelumnya di antara kelompok etnik dan 
agama juga mengubah dinamika demi keuntungan rakyat. 
Perempuan memainkan peran utama dan lebih besar 
dalam kegiatan prodemokrasi dan antikudeta. Diaspora 
Myanmar memberikan pengetahuan teknis, advokasi 
politik, dan dukungan ekonomi.

Militer Myanmar tidak pernah melihat oposisi 
setingkat ini dari dalam dan luar negeri. NUG yang 
dibentuk dalam waktu kurang dari tiga bulan merupakan 

Pengunjuk rasa antikudeta memberikan penghormatan tiga jari, 
simbol perlawanan, saat mereka berkumpul untuk berdoa bagi 
mereka yang tewas dalam protes melawan militer Myanmar di 
Yangon pada April 2021.
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hal yang sangat luar biasa. Sementara itu, CRPH, dengan 
bantuan teramat penting dari diaspora Myanmar, mampu 
membujuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, 
P.B.B., dan banyak negara untuk tidak mengakui 
keabsahan rezim militer.

Bahkan ketika negara-negara Barat mengenakan 
sanksi dan mengisolasi rezim militer, tindakan seperti 
itu tidaklah cukup untuk memaksa rezim tersebut 
membebaskan tahanan politik, menghentikan 
pembunuhan, dan memulihkan demokrasi dalam jangka 
pendek. RRT, sebagai investor terbesar dan tetangga di 
utara Myanmar, adalah satu-satunya kekuatan besar yang 
memiliki pengaruh atas junta militer. Seiring dengan 
junta yang makin terisolasi, mereka kemungkinan akan 
terpaksa bergantung lebih banyak pada RRT. Namun, 
delapan bulan setelah kudeta, kepemimpinan militer 
masih berjuang untuk mendapatkan kendali atas negara 
dan mayoritas rakyat. Seiring dengan tidak pastinya 
viabilitas jangka panjang rezim militer, RRT telah 
mulai melindungi nilai taruhannya. RRT menghubungi 
pimpinan partai NLD dan menyelenggarakan konferensi 
tingkat tinggi untuk empat partai politik Myanmar 
termasuk NLD, demikian menurut laporan di situs web 
The Irrawaddy. 

Meski kudeta ini adalah kesempatan bagi Beijing untuk 
menarik Myanmar lebih erat ke dalam cengkeramannya, 
gelombang besar sentimen anti-Tiongkok memperoleh 

momentum di dalam Myanmar dan di kalangan 
diasporanya. Meski A.S. dan sekutunya tidak mendukung 
kegiatan tersebut, sebagian pengunjuk rasa menyerukan 
penghancuran bisnis dan investasi infrastruktur milik 
Tiongkok di Myanmar dan memboikot produk Tiongkok. 
Pabrik milik Tiongkok di pinggiran ibu kota Myanmar, 
Yangon, dibakar. Banyak dari diaspora Myanmar telah 
berunjuk rasa di luar kedutaan Tiongkok di seluruh dunia. 
Tiongkok memiliki masalah hubungan masyarakat yang 
serius dengan rakyat Myanmar.

Taruhan Persaingan Strategis
Masalah RRT memberikan kesempatan bagi A.S. 
Jika rakyat Myanmar dapat memaksa militer untuk 
memulihkan demokrasi, RRT akan menjadi pecundang 
dalam jangka panjang. Namun, jika rezim militer menang 
atau Myanmar jatuh menjadi negara gagal, RRT akan 
mendapatkan keuntungan. Terlepas dari keyakinan rezim 
militer bahwa mereka dapat menangani RRT dengan 
lebih baik, persepsi ini tidak didukung oleh realitas 
sejarah. Jika rakyat Myanmar berjaya dan demokrasi 
menang, gelombang kejutan akan mencapai Hong Kong, 
Taiwan, dan berbagai anggota gerakan prodemokrasi 
Aliansi Teh Susu. Myanmar adalah negara demokrasi 
terakhir yang tersisa di daratan Asia Tenggara. Itulah 
mengapa Myanmar merupakan garis depan untuk 
demokrasi di Indo-Pasifik.  o

Pesepeda di Jakarta, 
Indonesia, berkumpul 
pada April 2021 
menentang kudeta 
militer di Myanmar.
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Genosida budaya Uyghur telah difasilitasi oleh 

narasi tidak berdasar bahwa ada ancaman 
teroris dalam penduduk Uyghur pada 

umumnya. Akan tetapi, masuk akal untuk mengajukan 
pertanyaan kontrafaktual apakah pelucutan identitas 
Uyghur yang dilakukan oleh negara Tiongkok akan 
terjadi sekarang jika perang melawan teror Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) tidak pernah dideklarasikan. 
Lagi pula, genosida budaya yang dilakukan terhadap 
warga Uyghur saat ini lebih menekankan pada 
penjajahan Tiongkok terhadap tanah air Uyghur 
daripada upaya memberantas terorisme.

Meskipun ini benar adanya, menurut saya 
situasinya tidak dapat dengan mudah meningkat 
secara ekstrem menjadi genosida tanpa RRT yang 
membingkai warga Uyghur sebagai “ancaman 
teroris” dan budaya Uyghur telah terinfeksi 
oleh “ekstremisme.” Pernyataan tentang dugaan 
ancaman yang ditimbulkan oleh warga Uyghur 

ini telah sangat membantu RRT dalam menangkis 
kritik internasional atas tindakannya dan telah 
membantu menginformasikan bagaimana 
pihaknya dapat melakukan genosida budaya tanpa 
mendapatkan hukuman.

Pada Oktober 2019, Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mempertimbangkan pernyataan 
tidak mengikat yang disampaikan oleh Inggris dan 
didukung oleh 23 negara yang mengutuk tindakan 
RRT di Wilayah Otonomi Uyghur Xinjiang 
sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam 
tanggapan yang diberikan secara langsung terhadap 
pernyataan Inggris itu, 54 negara mendukung 
pernyataan yang disampaikan oleh Belarus yang 
memuji catatan hak asasi manusia RRT, mencatat 
bahwa tindakannya di wilayah Uyghur merupakan 
pendekatan yang tepat dan bahkan manusiawi untuk 
memerangi ancaman teroris dan ekstremis Islam yang 
berbahaya. Intimidasi yang dilakukan RRT terhadap 
54 negara untuk memberikan suara menentang 
pernyataan tidak mengikat terhadap pelanggaran 
hak asasi manusia menunjukkan bagaimana RRT 
telah memanfaatkan keanggotaannya dalam 
organisasi internasional dan bagaimana posisinya 
memungkinkan RRT untuk menekan berbagai negara 
agar memilih sejalan dengan posisi kebijakan RRT.

Saya ragu bahwa banyak, jika ada, perwakilan 
P.B.B. dari 54 negara ini yang percaya bahwa 
pernyataan Belarus itu benar adanya. Mereka 

Seorang warga Uyghur yang 
tinggal di Turki berpartisipasi 
dalam unjuk rasa pada Maret 
2021 di Istanbul untuk 
menentang pelanggaran hak 
asasi manusia yang dilakukan 
oleh Partai Komunis Tiongkok 
di wilayah Xinjiang Tiongkok. 
THE ASSOCIATED PRESS

Perang PKT terhadap warga 
Uyghur telah Menimbulkan 
Dampak bagi Masa Depan 
Kontraterorisme
DR. SEAN ROBERTS



Fasilitas di wilayah Xinjiang, 
Tiongkok barat laut, ini 
merupakan kamp penahanan 
tempat sebagian besar 
kelompok minoritas Muslim 
ditahan, demikian menurut 
para analis.  AFP/GETTY IMAGES
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Ada sekitar 12 juta warga Uyghur, sebagian besar Muslim, di wilayah Xinjiang, 
Tiongkok barat laut. Kelompok hak asasi manusia mengatakan negara Tiongkok 
telah menahan lebih dari 1 juta warga Uyghur di kamp-kamp pendidikan ulang 
selama beberapa tahun terakhir. Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic 
Raab mengatakan bahwa perlakuan terhadap warga Uyghur merupakan 
“pelanggaran mengerikan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar.” 
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membela RRT karena berbagai alasan kepentingan 
pribadi. Akan tetapi, mereka akan lebih sulit 
melakukannya jika saja tidak ada narasi perang melawan 
teror dan asumsi implisitnya bahwa perjuangan melawan 
terorisme membenarkan penangguhan hak asasi manusia. 
Selain itu, sifat biopolitik logika perang melawan teror 
telah membawa pengaruh dalam cara RRT melakukan 
genosida budaya ini.

Dengan menegaskan bahwa pihaknya menghadapi 
ancaman teroris dari dalam penduduk Uyghur, negara 
Tiongkok telah menargetkan seluruh kelompok etnis 
ini sebagai tersangka teroris. Dengan demikian RRT 
memiliki pembenaran jika pihaknya menangguhkan hak-
hak warga Uyghur. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan 
logika perang melawan teror untuk menemukan dasar-

dasar ancaman dalam ideologi ekstremisme agama 
yang didefinisikan secara samar, negara Tiongkok 
telah menikmati kemampuan untuk menargetkan dan 
mengkriminalisasi budaya Uyghur itu sendiri, terutama 
aspek agamanya, seperti yang dituduhkan telah terinfeksi 
oleh pengaruh ekstremis.

Ini telah membawa negara itu ke jalur genosida 
eksplisit alih-alih mendorong pendekatan yang lebih 
bertahap terhadap kolonisasi pemukim, yang pada 
akhirnya dapat mendominasi dan meminggirkan warga 
Uyghur akibat migrasi pemukim Han Tiongkok yang 
didorong oleh pasar ke wilayah itu. Ini telah menjadi 
arah keterlibatan RRT terhadap warga Uyghur dan tanah 
air mereka pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 
2000-an serta bisa tetap terjadi seperti itu jika RRT 

Citra satelit dari program 
Copernicus Uni Eropa 
menunjukkan fasilitas 
penahanan di dekat 
Dabancheng, Xinjiang. 
Beberapa kamp telah diubah 
atau diperluas menjadi penjara 
ketika tingkat penahanan di 
Xinjiang telah melonjak dalam 
beberapa tahun terakhir.
THE ASSOCIATED PRESS

31 Januari 2017 31 Januari 2019 31 Januari 2021

Seorang perempuan Uyghur 
menggendong anaknya di sebuah 
pasar di Hotan, di wilayah Xinjiang 
Tiongkok. Laporan mengena 
sterilisasi massal mungkin 
berdampak pada angka kelahiran 
warga Uyghur, demikian menurut 
The Associated Press.
AFP/GETTY IMAGES



Seorang perempuan Uyghur 
menunggu pelanggan di kios 
buahnya di kota tua Kashgar, 
yang telah lama dianggap 
sebagai jantung budaya 
Xinjiang bagi penduduknya 
yang sebagian besar Muslim.
AFP/GETTY IMAGES
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tidak tergoda oleh logika perang melawan teror dengan 
melaksanakan dehumanisasi dan pemrofilan budaya/etnis, 
yang secara inheren memiliki karakteristik yang hampir 
serupa dengan strategi genosida. Jadi, meskipun RRT 
besar kemungkinan akan berupaya untuk menjajah tanah 
air Uyghur terlepas dari upaya perang melawan teror, 
sulit untuk membayangkan bahwa ini bisa terjadi dengan 
begitu cepat dan keras tanpa memanfaatkan narasi perang 
melawan teror yang diciptakan di seputar label terorisme.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa krisis 
yang dihadapi warga Uyghur di Tiongkok merupakan 
contoh utama dari mutasi perang melawan teror seiring 
berjalannya waktu dan ruang.

Setelah mengobarkan perang yang tidak berbentuk 
ini selama dua dekade, tampaknya narasi perang 
melawan teror itu sekarang berkembang menjadi alat 
bantu yang dicoba dan diuji bagi upaya baru pada 
kolonisasi pemukim, pembersihan etnis, dan genosida 
budaya. Inilah yang terjadi dengan warga Rohingya di 
Myanmar; demikian halnya dengan warga Uyghur di 
RRT. Pengamatan ini saja sudah cukup untuk menyadari 
bahwa perang yang didefinisikan secara longgar dan 
terus-menerus ini harus diakhiri. Satu-satunya cara untuk 
mengakhiri perang itu adalah masyarakat internasional 

membayangkan kembali konsep terorisme itu sendiri.
Ini akan membutuhkan adopsi definisi yang diakui 

secara internasional dan objektif tentang bagaimana 
terorisme harus didefinisikan dan bagaimana hal 
itu harus diidentifikasikan. Upaya tersebut akan 
menetralkan penggunaan instrumental istilah itu dan 
akan menetapkan aturan keterlibatan bagi perang di masa 
depan yang melibatkan aktor militan non-negara. Sangat 
dimungkinkan bahwa menempa konsensus internasional 
tentang apa yang merupakan terorisme terbukti mustahil 
dilakukan di dunia saat ini, tetapi tidak menangani 
masalah ini hampir menjamin bahwa hal itu akan menjadi 
“perang selamanya” yang akan terus memicu kekejaman 
terhadap umat manusia. 

Meredakan Krisis Uyghur
Meskipun mengakhiri perang melawan teror bisa sangat 
membantu dalam mencegah tragedi di masa depan seperti 
yang dihadapi warga Uyghur, sayangnya hal itu hanya 
akan berdampak kecil pada genosida budaya yang sedang 
berlangsung di tanah air warga Uyghur. Membendung 
gelombang genosida budaya ini akan membutuhkan 
tekanan bersama dan terus-menerus terhadap RRT. 
Sayangnya, sebagian besar negara sejauh ini tidak 

Masyarakat menunggu untuk melewati pos 
pemeriksaan polisi di dekat fasilitas yang 
diyakini sebagai kamp pendidikan ulang di 
Xinjiang.  AFP/GETTY IMAGES

Tampaknya narasi perang melawan teror itu 
sekarang berkembang menjadi alat bantu yang 

dicoba dan diuji bagi upaya baru pada kolonisasi 
pemukim, pembersihan etnis, dan genosida budaya.
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Aparat kepolisian menahan para pengunjuk rasa setelah 
demonstrasi pada Desember 2019 di Hong Kong untuk 
mendukung kelompok minoritas Uyghur di Tiongkok.  
AFP/GETTY IMAGES

Grafiti yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia 
yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Xinjiang, Tibet, 
dan Hong Kong terlihat di trotoar selama demonstrasi pada 
Desember 2019 di Hong Kong. Aparat kepolisian pengendalian 
massa membubarkan aksi solidaritas, ketika gerakan 
prodemokrasi kota itu menyamakan keadaannya dengan keadaan 
yang dialami kelompok minoritas Muslim Uyghur yang tertindas 
di Xinjiang.  AFP/GETTY IMAGES

bersedia mengkritik Tiongkok secara terbuka tentang 
perlakuannya terhadap warga Uyghur atau tidak 
efektif dalam mendapatkan pengakuan atas kritik yang 
mereka ungkapkan secara publik. Ini sebagian besar 
disebabkan oleh kekuatan ekonomi internasional yang 
diproyeksikan oleh RRT di berbagai penjuru dunia.

Patut dicatat, misalnya, bahwa tidak ada negara 
Muslim yang membuat pernyataan keprihatinan resmi 
tentang apa yang terjadi pada warga Uyghur di dalam 
Tiongkok. Bahkan Kazakstan dan Kirgistan, yang warga 
dan sesama etnisnya telah didokumentasikan dikirim 
ke kamp-kamp di Xinjiang, memilih untuk bungkam. 
Meskipun para pejabat Turki telah membuat beberapa 
pernyataan kritis tentang masalah ini, pemerintah Turki 
belum mengambil tindakan diplomatik substantif atau 
resmi untuk mendukung pernyataan ini. Selain itu, 
P.B.B. dan negara-negara anggotanya tidak berhasil 
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memulai diskusi serius tentang masalah ini seperti yang 
ditunjukkan oleh suara di Majelis Umum P.B.B. Ini 
terutama benar mengingat RRT menjadi semakin mahir 
dalam proses P.B.B., menggunakannya untuk mencegah 
kritik berkelanjutan terhadap kebijakan dan tindakan 
Tiongkok. Satu-satunya negara yang telah angkat bicara 
tentang situasi warga Uyghur di Tiongkok adalah 
negara-negara demokrasi liberal.

Australia, Jepang, banyak negara Eropa, Amerika 
Serikat, dan beberapa negara demokrasi liberal 
lainnya telah menyuarakan keprihatinan substansial 
tentang situasi yang sedang berlangsung di tanah air 
warga Uyghur. 

Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi 
liberal tidak ingin menggunakan satu-satunya pengaruh 
yang mereka miliki atas Tiongkok, yaitu keterlibatan 
ekonomi, karena ketidakterlibatan ekonomi dapat sama-
sama merugikan kedua belah pihak. Mengingat situasi 
ini, kita tidak boleh berharap bahwa negara-negara lain 
akan mampu atau bersedia menekan Tiongkok untuk 
mengubah tindakannya di tanah air warga Uyghur 
kecuali jika mereka didorong untuk melakukannya oleh 
warga mereka. Dengan demikian, satu-satunya tindakan 
nyata yang dapat memberikan tekanan signifikan pada 
Tiongkok saat ini harus berasal dari akar rumput, dan 
harus menargetkan RRT dengan satu-satunya cara yang 
dapat menciptakan pengaruh nyata, secara ekonomi.

Ada preseden bagi tindakan semacam itu dalam 
gerakan anti-apartheid pada tahun 1980-an. Warga dari 

seluruh dunia terlibat dalam advokasi bersama untuk 
memboikot pemerintah Afrika Selatan atas kebijakan 
apartheidnya, memaksa universitas dan dana pensiun 
untuk melakukan divestasi dari perusahaan Afrika 
Selatan serta menekan perusahaan internasional untuk 
menghentikan operasi mereka di negara itu. Meskipun 
boikot total terhadap barang-barang Tiongkok sulit 
dimobilisasi dalam perekonomian global saat ini, yang 
sebagian besar dibangun di seputar produksi Tiongkok, 
upaya untuk melakukannya mungkin mulai membuahkan 
hasil. Demikian pula, upaya mendorong investor 
institusional dan dana besar untuk melakukan divestasi 
dari saham Tiongkok dapat memberikan dampak, 
terutama jika upaya itu digerakkan di seluruh dunia.

Upaya semacam itu juga dapat menargetkan bisnis 
internasional yang bekerja di Tiongkok dan terutama 
bisnis yang beroperasi di tanah air warga Uyghur atau 
yang rantai pasokannya mempekerjakan pekerja paksa 
Uyghur. Akhirnya, gerakan akar rumput seperti itu perlu 
mengingatkan masyarakat akan fakta bahwa tindakan 
terhadap masalah ini bukan hanya tentang nasib warga 
Uyghur. Ini juga tentang preseden yang dibuat oleh 
genosida budaya Uyghur bagi nasib mereka sendiri di 
dunia tempat nilai-nilai hak asasi manusia, privasi, dan 
keanekaragaman sedang terancam.  o

Artikel ini dikutip dari buku Dr. Sean Roberts berjudul The War on the Uyghurs: China’s 
Internal Campaign against a Muslim Minority (Perang melawan Uyghur: Kampanye Internal 
Tiongkok melawan Minoritas Muslim), diterbitkan pada September 2020 oleh Princeton 
University Press. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

Seorang perempuan Uyghur 
bekerja di sebuah pabrik kecil 
di Hotan di wilayah Xinjiang 
Tiongkok.  AFP/GETTY IMAGES



Biksu Buddha menantikan pembacaan doa selama upacara menandai Tahun Baru Imlek, atau Losar, di 
Biara Rongwo di Huangnan, Tibet, pada tahun 2018. Pejabat Partai Komunis Tiongkok menutup biara dan melarang pertemuan 

publik menjelang perayaan Losar pada tahun 2021 sehingga memicu amarah banyak warga Tibet.  AFP/GETTY IMAGES
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pernah terjadi sebelumnya, ribuan pelajar dan orang 
tua berdemonstrasi di jalan-jalan dan memboikot 
sekolah dalam upaya menentang mandat PKT untuk 
menggantikan pengajaran dalam bahasa Mongolia 
dengan bahasa Mandarin yang digunakan oleh sebagian 
besar warga Tiongkok. “Warga Mongolia merasa bahwa 
bahasa, benteng terakhir identitas nasional mereka, akan 
musnah oleh kebijakan baru ini,” ungkap Enghebatu 
Togochog, direktur Southern Mongolian Human Rights 
Information Center di New York, kepada surat kabar 
Los Angeles Times. “Itulah mengapa warga Mongolia 
merasakan adanya urgensi: Jika kami kehilangan ini, 
kami kehilangan segalanya. Kami tidak ada lagi.”

Pada Maret 2021, Xi Jinping memperingatkan 
pemimpin partai di Beijing bahwa pejabat lokal harus 
“gigih dalam mengambil jalan yang benar untuk 
menyelesaikan masalah etnis dengan karakteristik 
Tiongkok” dan memperbaiki “gagasan yang salah” 
tentang kebangsaan dan budaya, demikian yang 
dilaporkan kantor berita Agence France-Presse. 
Implikasi arahan Xi Jinping — dan sifat “karakteristik 
Tiongkok” itu — tidak akan salah lagi ditujukan pada 
penduduk Pribumi yang tinggal di wilayah yang disebut 
sebagai wilayah otonomi Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT). Dari gedung-gedung sekolah di Mongolia 
Dalam, lahan stepa luas, dan cakrawala tak berujung, 
hingga ke biara-biara di dataran tinggi Tibet, tempat 
pegunungan tampak menjulang tinggi menembus 
langit, PKT melancarkan kampanye asimilasi paksa dan 
pemberantasan budaya.

Dilakukan agak di bawah bayang-bayang penindasan 
brutal PKT di Wilayah Otonomi Uyghur Xinjiang, 

ada awal Maret 2021, ketika negara-negara 
demokrasi di seluruh dunia mengangkat suara 
mereka secara serempak dalam menentang 
genosida terhadap warga Muslim Uyghur 
yang dilakukan oleh Partai Komunis 
Tiongkok (PKT) di Xinjiang, warga Tibet 
yang mengasingkan diri di berbagai penjuru 

dunia berkumpul lagi untuk memperingati penderitaan 
panjang yang dialami oleh tanah air mereka sendiri di 
bawah penindasan Tiongkok.

Pada Hari Perlawanan Nasional ke-62 — peringatan 
pemberontakan pada tahun 1959 yang dilakukan oleh 
warga Tibet terhadap pasukan pendudukan Tiongkok 
yang menginvasi negara mereka pada tahun 1950 
— masyarakat Tibet di pengasingan itu menyerukan 
kembali kemerdekaan bagi tanah air leluhur mereka. 
Puluhan ribu warga Tibet diperkirakan tewas di tangan 
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) selama perlawanan 
yang berlangsung berminggu-minggu, dan banyak 
warga Tibet lainnya yang melarikan diri dari negara 
itu tetapi tidak sebelum memastikan bahwa pemimpin 
spiritual mereka, Dalai Lama, mencapai tempat 
perlindungan yang aman di negara tetangganya, India.

Pemberontakan itu berhasil dihancurkan; namun 
semangat warga Tibet tetap membara. “Lebih dari satu 
juta warga Tibet telah kehilangan nyawa dalam enam 
dekade terakhir di bawah kekuasaan Tiongkok. Hari ini, 
kami berkumpul bersama-sama untuk berkabung secara 
kolektif atas gugurnya warga kami,” ungkap Lobsang 
Sangay, presiden Administrasi Pusat Tibet, pemerintah 
di pengasingan yang berbasis di India, dalam pernyataan 
pada 10 Maret 2021. “Tetapi kami juga berada di sini 
untuk memperingati ketahanan warga Tibet di Tibet 
yang tak pernah merasa gentar. Bahkan di bawah 
ancaman kehilangan nyawa, mereka terus memprotes 
dengan melindungi dan melestarikan bahasa kami, 
agama kami, tanah kami, dan identitas kami.”

Beberapa hari sebelum acara peringatan itu, dan 
2.500 kilometer timur laut dari ibukota Tibet, Lhasa, 
Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping berfokus pada 
upaya menanggulangi perlawanan yang dilakukan 
oleh kelompok minoritas etnis lainnya di Tiongkok, 
yang dimulai enam bulan sebelumnya di ruang 
kelas Mongolia Dalam. Dalam kejadian yang belum 

P

Dataran tinggi Tibet, “atap dunia”, merupakan sumber dari banyak 
sungai besar di Asia Timur, Selatan, dan Tenggara serta memiliki 
posisi strategis yang menguntungkan bagi Republik Rakyat 
Tiongkok.  GETTY IMAGES
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Penduduk dan analis sama-sama menepis ketulusan 
motif yang dinyatakan oleh PKT, mencatat peran 
sentral yang dimainkan biara dalam menegakkan 
budaya Tibet. “Institusi monastik menarik lebih 
banyak legitimasi daripada otoritas komunis lokal 
di Tibet, dan penghormatan kepada para pemimpin 
Buddha, terutama Dalai Lama, sangat jelas,” tulis Apa 
Lhamo, seorang mahasiswa doktoral di Sekolah Studi 
Internasional Jawaharlal Nehru University di New 
Delhi, di majalah The Diplomat pada Maret 2021. 
“Bagi banyak warga Tibet, bahkan mereka yang berada 
di bawah kekuasaan PKT, agama dan identitas nasional 
Tibet tidak dapat dipisahkan.”

Bagi banyak orang, dorongan sebenarnya di balik 
asimilasi paksa PKT terlihat sejelas air lelehan yang 
mengalir dari Pegunungan Himalaya. Berdasarkan 
lokasi, topografi, dan sumber daya alamnya, Tibet 
memiliki nilai strategis yang sangat besar. Tibet 
memiliki perbatasan eksternal dengan Bhutan, India, 
Myanmar, dan Nepal, serta perbatasan internal dengan 
Xinjiang. Tibet, yang menjadi kampung halaman bagi 
beberapa puncak tertinggi di dunia, merupakan mata 
air dari banyak sungai besar di Asia Timur, Selatan, 
dan Tenggara, termasuk Sungai Mekong, menyediakan 

penindakan tegas yang dipercepat di Tibet dan 
Mongolia Dalam secara luas dilihat sebagai upaya 
untuk menyingkirkan budaya, membisukan bahasa, 
dan menghapus tradisi agama — singkatnya, untuk 
menghapus ribuan tahun warisan dan sejarah nasional. 
PKT “bertekad untuk membasmi kerusuhan yang telah 
berkobar berulang kali selama dua dekade terakhir, dari 
Xinjiang hingga Tibet,” tulis artikel pada Maret 2021 di 
Bloomberg Opinion. “Memastikan persatuan etnis, yang 
telah lama menjadi perhatian para pemimpin Tiongkok, 
kini menjadi prioritas utama.”

Aliran Penindasan
Pandemi COVID-19 yang pertama kalinya terdeteksi di 
Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019 terus menjadi 
dalih bagi dorongan asimilasi PKT saat memasuki tahun 
2021. Fungsionaris PKT di Tibet melarang perjalanan 
dan pertemuan publik selama Tahun Baru Imlek, atau 
Losar, pada Februari 2021. Biara-biara Buddha dan 
situs-situs keagamaan lainnya diperintahkan ditutup 
karena kekhawatiran terkait berjangkitnya virus korona, 
dan hukuman dijanjikan diberikan kepada pihak yang 
melanggar perintah itu, demikian yang dilaporkan Radio 
Free Asia (RFA).

Kampanye asimilasi paksa Partai Komunis Tiongkok di Tibet dan Mongolia Dalam mencerminkan penindasan brutalnya di Xinjiang 
dan dilihat secara luas sebagai upaya untuk menghapus ribuan tahun budaya dan sejarah.  ILUSTRASI FORUM
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berhasil menciptakan hutan belantara yang masih asli 
melalui depopulasi, menanamkan pengaruh budaya 
Tiongkok ke dalam pusat-pusat perekonomian di kota-
kota besar dan kecil guna memastikan investasi dan 
keuntungan mengalir kembali ke Tiongkok,” demikian 
yang dilaporkan lembaga yang berbasis di India itu pada 
Februari 2021.

Sebagian besar kampanye asimilasi PKT terus 
berkisar di seputar masalah agama, demikian menurut 
majalah The Economist. Itu termasuk merendahkan 
martabat Dalai Lama ke-14, yang sekarang berusia 86 
tahun dan masih berada di pengasingan di India lebih 
dari 60 tahun setelah dia melarikan diri dari kejaran 
pasukan Tiongkok. Sejak Xi Jinping mengambil alih 
kendali kekuasaan pada tahun 2012, PKT semakin 
berupaya untuk menggusur agama Buddha dari jantung 
budaya Tibet. Dengan menggunakan suap dan ancaman, 
pejabat PKT memaksa warga Tibet untuk memajang 
gambar para pemimpin komunis yang di antaranya 
adalah Xi Jinping dan Mao Zedong alih-alih gambar 
Dalai Lama di rumah mereka. Pada Desember 2020, 
seorang gembala Tibet dijatuhi hukuman satu tahun 
penjara setelah dia memposting salam perayaan Losar 
dari Dalai Lama di platform media sosial WeChat yang 
diawasi oleh PKT, demikian menurut berbagai laporan 
media. Kejahatannya: memecah belah bangsa.

“Akan tetapi, seperti di Xinjiang, sinisisasi — 
meskipun secara resmi dibatasi pada urusan agama — 
melibatkan upaya yang jauh lebih luas untuk membuat 
penduduk etnis minoritas merasa bahwa mereka adalah 
milik Tiongkok,” tulis The Economist pada Februari 
2021. “Di sekolah, ‘pendidikan patriotik’ ditekankan. 
Bahasa Mandarin telah menggantikan bahasa Tibet 
di sebagian besar kelas. Pengawasan telah diperketat. 

makanan dan mata pencaharian bagi lebih dari 1 miliar 
orang, serta air bagi bendungan raksasa PKT yang sangat 
rakus itu. Dataran tinggi Tibet menyimpan deposit 
logam mulia seperti emas dan uranium serta elemen 
tanah jarang yang penting untuk pembuatan segala 
sesuatu mulai dari mobil listrik dan turbin angin hingga 
rudal dan pesawat jet tempur. (RRT memproduksi lebih 
dari 60% mineral tanah jarang secara global setiap tahun, 
demikian menurut lembaga nirlaba Institute for Energy 
Research. Itu merupakan masalah keamanan nasional 
bagi banyak negara demokrasi.)

Selama berabad-abad, tentara Tiongkok dan 
Tibet berjuang untuk mengendalikan tanah dan jalur 
perdagangan Asia Tengah itu. Sejak PKT mencaplok 
negara mereka tujuh dekade lalu, etnis Tibet, yang 
berjumlah lebih dari 90% dari perkiraan populasi Tibet 
yang berjumlah 3,2 juta jiwa, telah menjadi sasaran 
penindasan terus-menerus, termasuk pengawasan, 
penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan, 
demikian menurut masyarakat Tibet di pengasingan dan 
organisasi hak asasi manusia.

Pada Januari 2021, seorang biksu Buddha berusia 
19 tahun meninggal dalam tahanan, lima bulan setelah 
dipenjara atas tuduhan terkait meneriakkan slogan dan 
membagikan selebaran untuk mendukung kemerdekaan 
Tibet. Bulan berikutnya, seorang warga Tibet yang 
menjalani hukuman penjara 21 tahun meninggal setelah 
dipindahkan ke rumah sakit di Lhasa karena mengalami 
cedera otak. Kunchok Jinpa, 51 tahun, termasuk di 
antara ratusan warga Tibet yang ditahan pada tahun 
2013 karena memprotes secara damai perintah PKT 
untuk mengibarkan bendera Tiongkok dari rumah 
mereka, demikian menurut Human Rights Watch. 
Banyak tahanan masih belum diketahui nasibnya. 
“Kematian Kunchok Jinpa merupakan satu lagi kasus 
suram dari pemenjaraan semena-mena terhadap warga 
Tibet yang tewas akibat penganiayaan,” ungkap Sophie 
Richardson, direktur lembaga swadaya masyarakat 
internasional Human Rights Watch Tiongkok, dalam 
sebuah pernyataan. “Pihak berwenang Tiongkok yang 
bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang, 
penyiksaan, atau perlakuan buruk dan kematian 
orang-orang dalam tahanan mereka harus dimintai 
pertanggungjawaban.”

Memecah Belah Bangsa
Bahkan investasi infrastruktur yang dirancang untuk 
mempercepat asimilasi melalui integrasi ekonomi 
menguntungkan pekerja dan perusahaan etnis Han 
Tiongkok dengan mengorbankan etnis Tibet, demikian 
menurut Tibetan Centre for Human Rights and 
Democracy. Meskipun menjadi penduduk minoritas 
di Tibet, etnis Han Tiongkok menyumbang 92% 
dari 1,4 miliar penduduk RRT. “Karena kebijakan 
pembangunan Tiongkok telah berhasil memindahkan 
penduduk pedesaan Tibet ke daerah urban dan 
melenyapkan hak atas tanah mereka, kebijakan itu telah 

Dengan wajah dicat warna bendera Tibet, seorang pengunjuk rasa 
bergabung dalam pawai di Dharamshala, India, pada Maret 2021 
untuk menandai peringatan ke-62 Hari Perlawanan Nasional, yang 
memperingati perjuangan Tibet melawan pendudukan Tiongkok.  
AFP/GETTY IMAGES



ketika PKT membentuk Wilayah Otonomi Mongolia 
Dalam. Sejak itu, penduduk Mongolia Dalam telah 
didominasi oleh etnis Han Tiongkok, dengan etnis 
Mongolia berjumlah sekitar 4,2 juta, atau kurang dari 
20% jumlah penduduk. Akan tetapi, identitas Mongolia 
sangat kuat, dengan sejarah dinamis yang meliputi 
penggembala nomaden, penunggang kuda terampil, dan 
kesatria penguasa Genghis Khan, yang pada abad ke-13 
mendirikan apa yang akan menjadi salah satu kekaisaran 
terbesar dalam sejarah.

Mongolia Dalam masih menggunakan aksara 
tradisional Mongolia, sebuah alfabet unik yang terdiri 
dari 26 huruf yang ditulis secara vertikal yang diadaptasi 
dari alfabet Uyghur kuno dan turunan dari aksara yang 
digunakan pada masa pemerintahan Genghis Khan. 
Jadi, ketika PKT memberikan perintah pada Agustus 
2020 bahwa penggunaan bahasa Mongolia di sekolah-
sekolah akan dikurangi, maka tidak mengejutkan jika 
hal itu mengakibatkan timbulnya kegemparan. “Kami 
semua orang Mongolia menentangnya,” ungkap Angba, 
seorang penggembala yang putranya yang berusia 8 
tahun bergabung dengan pemboikotan kelas besar-
besaran, kepada CNN. Sang ayah, yang takut akan 
pembalasan karena angkat bicara, menggunakan nama 
samaran. “Ketika bahasa Mongolia mati,” ungkapnya, 
“etnis Mongolia kami juga akan lenyap.”

Pihak berwenang berpendapat bahwa belajar bahasa 
Mandarin merupakan kewajiban semua warga negara 
Tiongkok — pelajaran pengabdian kepada nusa dan 
bangsa. “Ini merupakan perwujudan nyata dari rasa cinta 
terhadap PKT dan negara,” ungkap surat kabar harian 
Inner Mongolia Daily yang dikelola oleh pemerintah 
Tiongkok. Hadiah ditawarkan untuk penangkapan para 
pemimpin unjuk rasa.

Para pengamat mengatakan membungkam bahasa 
Mongolia merupakan bagian terbaru dalam pola 
persekusi yang dilakukan oleh PKT yang, seperti di 
Tibet, mencakup indoktrinasi PKT dan pembukaan 
paksa padang rumput untuk operasi penambangan yang 
menguntungkan tetapi merusak lingkungan. Pada tahun 
2011, ribuan orang memprotes kematian 
seorang penggembala yang tewas dilindas truk 
batu bara yang dicoba diblokirnya saat melakukan 

Jaringan informan menyampaikan informasi kepada 
negara; ponsel cerdas disadap.”

Bagi warga Tibet, taruhannya setinggi tanah mereka. 
“Kami biasanya menganggap hak asasi manusia sebagai 
masalah hak dan kebebasan individu, tetapi dalam kasus 
Tibet, ini melibatkan kelangsungan hidup rakyat Tibet 
itu sendiri,” ungkap Tsering Tsomo, direktur Tibetan 
Centre for Human Rights and Democracy, kepada RFA. 
“Ini tentang melindungi hak asasi manusia seluruh ras.”

Ini adalah tangisan yang menggema melintasi ribuan 
kilometer.

Badai Mulai Bergolak
Seminggu setelah Xi Jinping mengarahkan pejabat PKT 
untuk memperbaiki masalah etnis di Mongolia Dalam, 
badai pasir dahsyat menyelimuti Beijing, mengubah hari 
menjadi senja, membuat orang-orang yang pulang pergi 
setiap hari untuk bekerja mengalami kesulitan bernapas, 
dan memaksa sekolah-sekolah untuk membatalkan 
aktivitas di luar ruangan. Badai terbesar yang melanda 
kota berpenduduk 22 juta jiwa dalam hampir satu 
dekade itu telah berputar-putar dengan dahsyatnya 
di Gurun Gobi di dataran tinggi Mongolia — sebuah 
pertanda atmosfer, mungkin, bahwa turbulensi di 
Mongolia Dalam tidak akan mudah ditenangkan 
terlepas dari keinginan Xi Jinping.

Dengan luas hampir 1,2 juta kilometer persegi, 
Mongolia Dalam menyumbang sekitar 13% luas daratan 
Tiongkok dan, jika merdeka, akan masuk ke dalam 
25 negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah. 
Mongolia Dalam yang merupakan kampung halaman 
bagi sekitar 25 juta jiwa itu membentang di sepanjang 
Tiongkok utara, memiliki perbatasan sepanjang 2.400 
kilometer dengan negara merdeka Mongolia dan Rusia. 
Seperti Tibet, wilayah yang sebagian besar gersang itu 
diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah — 
kota Baotou di tepi Gurun Gobi, misalnya, merupakan 
pusat pertambangan, yang menyumbang sekitar 70% 
cadangan elemen tanah jarang di planet ini, demikian 
menurut BBC.

Setelah Perang Dunia II mengakhiri lebih dari 
satu dekade pendudukan Jepang, wilayah itu berada 
di bawah kekuasaan Tiongkok pada tahun 1947 

Sebuah danau lumpur beracun mengelilingi kilang yang 
memproduksi elemen tanah jarang di dekat Baotou, Mongolia 
Dalam. Kota di tepi Gurun Gobi itu menyumbang sekitar 70% 
pasokan elemen tanah jarang dunia, yang penting untuk segala 
hal mulai dari ponsel hingga rudal.  AFP/GETTY IMAGES
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terhadap tradisi bahasa Mongolia Dalam.
Sementara itu, Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa mengarahkan 
RRT untuk mengatasi berbagai masalah mulai dari: 
keterwakilan kelompok etnis dalam administrasi publik, 
termasuk militer dan kepolisian, di Mongolia Dalam, 
Tibet, dan Xinjiang; perampasan lahan penggembala 
Tibet dan “degradasi lingkungan di dataran tinggi 
Tibet” yang disebabkan oleh proyek infrastruktur; 
serta perlakuan merugikan dan kerja paksa terhadap 
warga Tibet, Uyghur, dan kelompok minoritas lainnya. 
Laporan komite itu pada Maret 2021 juga menyerukan 
tanggapan Tiongkok “atas laporan bahwa Negara Pihak 
itu telah … berupaya memberantas budaya, agama, dan 
bahasa warga Uyghur dan Tibet melalui penghancuran 
besar-besaran situs budaya dan agama suci serta 
larangan praktik ritual keagamaan dan penggunaan 
bahasa Uyghur dan Tibet di sekolah-sekolah.”

Hanya tanggapan terpadu seperti itu yang dapat 
menghentikan penyebaran lebih lanjut asimilasi paksa 
PKT, demikian ungkap para pemimpin masyarakat di 
pengasingan. “Bangkit melawan Tiongkok sehubungan 
dengan catatan pelanggaran hak asasi manusianya 
terhadap kelompok minoritas di Tibet dan Xinjiang tidak 
berada dalam kendali satu negara atau sekelompok kecil 
negara, tetapi seluruh masyarakat dunia perlu menjalin 
solidaritas,” ungkap Lobsang Sangay, presiden Tibet di 
pengasingan saat itu, di acara yang diselenggarakan oleh 
Centre for Democracy, Pluralism and Human Rights 
yang berbasis di New Delhi pada April 2021, demikian 
menurut surat kabar The Times of India. “Bukan kebijakan 
otoriter Tiongkok, tetapi kebijakan demokrasi bagi 
pembangunan yang menghargai keanekaragamanlah 
yang dibutuhkan dunia.”   o

perambahan di lahannya, demikian yang dilaporkan 
CNN. PKT menanggapinya dengan mengerahkan 
aparat kepolisian paramiliter dan penindakan tegas 
di situs media sosial. “Otoritas RRT telah melakukan 
berbagai upaya selama 70 tahun terakhir untuk mengikis 
secara perlahan-lahan hak-hak kelompok minoritas 
etnis, dalam apa yang tampaknya merupakan upaya 
menyeluruh untuk homogenisasi etnis dan nasional,” 
tulis artikel pada September 2020 di The Diplomat.

Akan tetapi, orang tua dan berbagai pihak lainnya 
berjanji bahwa semangat budaya mereka tidak akan 
padam. “Selama kami ini orang Mongolia,” ungkap 
Qiqige, ibu dari dua orang anak, kepada CNN, “kami 
akan melawan sampai titik darah penghabisan.”

Menjalin Solidaritas
Dengan menggunakan dalih berjangkitnya pandemi 
yang telah merenggut lebih dari 3 juta nyawa secara 
global serta menyita perhatian dan sumber daya dunia 
selama hampir dua tahun, PKT telah mempercepat 
upaya penindasan etnisnya. Bagi masyarakat Mongolia 
Dalam, Tibet, dan Xinjiang, tampak semakin jelas bahwa 
penetapan PKT atas tanah air mereka sebagai “wilayah 
otonomi” hanya memberi mereka kebebasan untuk 
melakukan apa yang ditentukan oleh PKT.

Masyarakat global terus menyoroti penderitaan 
mereka. Dengan mengabaikan tuntutan PKT untuk 
menjauh dari urusan internal Tiongkok, pemerintah 
negara-negara demokratis, entitas internasional, 
dan organisasi hak asasi manusia menyerukan 
akses yang lebih besar ke penduduk yang tertindas 
dan perlindungan terhadap tradisi budaya etnis. 
“Otoritarianisme pemerintah Tiongkok terlihat 
sepenuhnya pada tahun 2020 saat pihaknya berjuang 
keras dalam mengatasi berjangkitnya wabah virus 
korona mematikan yang pertama kalinya dilaporkan 
di Wuhan,” catat Human Rights Watch yang berbasis 
di New York dalam laporan tahunan 2021-nya. 
“Penindasan Beijing — yang menuntut kesetiaan politik 
terhadap Partai Komunis Tiongkok — semakin dalam di 
berbagai penjuru negara itu.”

Menyusul larangan PKT untuk merayakan acara 
Tahun Baru Imlek di Tibet, Departemen Luar 
Negeri A.S. mengadakan perayaan Losar virtual dan 
menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat 
untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitra dalam 
melestarikan warisan Tibet. “Kami tidak akan 
menoleransi serangan tanpa henti yang dilakukan oleh 
pemerintah Tiongkok terhadap martabat dan hak asasi 
manusia warga Tibet serta kelompok minoritas lainnya,” 
ungkap pejabat senior Departemen Luar Negeri A.S. 
Lisa Peterson pada Februari 2021. Seminggu kemudian, 
pada Hari Bahasa Ibu Internasional Organisasi 
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), pengunjuk 
rasa di berbagai negara yang di antaranya di Jepang, 
Mongolia, dan Swedia, mengecam serangan PKT 

Seorang gembala beristirahat di padang rumput di Xilinhot di 
lahan stepa luas di Mongolia Dalam. Wilayah seluas hampir 1,2 
juta kilometer persegi itu memiliki sejarah dinamis yang meliputi 
suku-suku nomaden dan penunggang kuda terampil.  REUTERS
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Apakah Taiwan 
Pernah Menjadi 
Bagian dari 
Tiongkok?
Hubungan sejarahnya 
lebih rumit daripada 
yang ingin diakui Beijing
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M
enteri Luar Negeri A.S. saat 
itu, Mike Pompeo, benar-
benar memicu kegemparan 
selama wawancara radio 
pada November 2020 ketika 

dia mengatakan: “Taiwan belum menjadi 
bagian dari Tiongkok, dan itu diakui dengan 
pekerjaan yang dilakukan pemerintahan 
Ronald Reagan untuk menyusun kebijakan 
yang telah dipatuhi Amerika Serikat 
sekarang selama 3½ dekade.”

Sejak didirikan pada tahun 1949, 
pemerintah Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) di Beijing tidak pernah memiliki 
kedaulatan atas Taiwan. Taiwan selalu 
diperintah secara independen, pertama 
oleh rezim Chiang Kai-shek, yang ingin 
“merebut kembali Tiongkok daratan.” 
Sejak awal tahun 1990-an, Taiwan telah 
menjadi negara demokrasi dinamis yang 
ingin diterima sebagai anggota penuh 
dan setara dalam keluarga negara-negara 
internasional.

Khususnya, dalam satu klausul dalam 
Enam Jaminan, yang diumumkan secara 
resmi oleh Presiden A.S. Ronald Reagan 
pada Juli 1982, dia menyatakan bahwa 
A.S. “tidak mengubah posisinya mengenai 
kedaulatan Taiwan.” 

Ronald Reagan mengacu pada posisi 
A.S. yang menganggap status internasional 
Taiwan “belum ditentukan”, sesuai dengan 
hasil Perjanjian Perdamaian San Francisco 
tahun 1951-52. Berdasarkan perjanjian 

itu, Jepang secara resmi menyerahkan 
kedaulatan atas pulau itu, tetapi tidak 
diputuskan kepada siapa. Sebagian besar 
negara-negara yang hadir pada konferensi 
perdamaian tahun 1951 berpendapat 
bahwa status Taiwan perlu ditentukan pada 
waktunya, sesuai dengan prinsip penentuan 
nasib sendiri yang diabadikan dalam 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apakah Taiwan Bagian dari Tiongkok 
Pada Masa Dinasti Ming dan Qing?
Bagaimana dengan argumen RRT bahwa 
Taiwan merupakan masalah “domestik” dan 
telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 
Tiongkok sejak dinasti Ming dan Qing?

Ketika perwakilan Perusahaan Hindia 
Timur Belanda tiba di Taiwan pada tahun 
1624, mereka tidak menemukan jejak 
administrasi apa pun dari Dinasti Ming, 
yang memerintah Tiongkok dari tahun 
1368 hingga 1644. Faktanya, Belanda — 
yang pada tahun 1622 telah mendirikan 
benteng kecil di Kepulauan Pescadores 
di tempat yang sekarang menjadi Selat 
Taiwan — diberi tahu oleh kaisar Ming 
Tianqi bahwa mereka harus “pergi ke 
luar wilayah kami,” jadi Belanda pindah 
ke apa yang kemudian disebut Formosa 
dan menguasai pulau itu selama 38 tahun, 
mendirikan struktur administrasi pertama 
di Taiwan. Dengan demikian, Taiwan 
tentunya tidak pernah menjadi bagian  
dari Dinasti Ming.

DR. GERRIT VAN DER WEES Gambar yang 
dibuat pada 
tahun 1675 ini 
menunjukkan 
penyerahan 
benteng Belanda 
Zeelandia pada 
tahun 1662 di 
pulau Formosa, 
yang sekarang 
dikenal sebagai 
Taiwan.
WIKIMEDIA COMMONS
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Pemerintahan Belanda berakhir pada tahun 1662 
ketika pengikut Ming, Koxinga — melarikan diri dari 
dinasti Qing/Manchu yang baru saja dibentuk — berlayar 
dari pantai Fujian dengan 400 kapal dan 25.000 orang 
serta mengepung benteng Zeelandia yang dikuasai oleh 
Belanda. Setelah sembilan bulan, Belanda menyerah, dan 
Koxinga mendirikan daerah kekuasaannya di sudut barat 
daya Taiwan. Ini berlangsung selama 21 tahun, sampai 
cucu laki-lakinya menyerah kepada pasukan dinasti Qing 
dalam Pertempuran Penghu pada tahun 1683. Koxinga 
dan keluarganya memerintah Taiwan sebagai Kerajaan 
Tungning merdeka, bukan sebagai bagian dari dinasti 
Ming, yang telah tiada pada saat itu.

Tujuan kaisar Qing adalah untuk menghancurkan 
rezim pemberontak Koxinga, bukan untuk menaklukkan 
pulau itu. Pada tahun 1683, kaisar Kangxi mengatakan 
bahwa “Taiwan berada di luar kekaisaran kami dan tidak 
memiliki konsekuensi besar” serta bahkan menawarkan 
agar Belanda membelinya kembali. Mungkin ini 
merupakan kebenaran yang tidak menyenangkan bagi 
para penguasa saat ini di Beijing.

Tahun itu, memang, memulai periode selama lebih 
dari 200 tahun ketika Taiwan dikuasai — terutama 
secara tidak langsung sebagai wilayah bagian provinsi 
Fujian — oleh penguasa Manchu di Beijing. Tetapi di 
bawah pemerintahan Qing tercatat ada lebih dari 100 
pemberontakan, yang beberapa di antaranya membutuhkan 

lebih dari 50.000 prajurit untuk 
memadamkannya. Sejarawan 
Taiwan menggambarkannya 
sebagai: “Perlawanan 
terjadi setiap tiga tahun, 
pemberontakan terjadi setiap 
lima tahun.” Penduduk benar-
benar menganggap penguasa 
Manchu sebagai rezim kolonial 
asing; tidak ada keinginan 
untuk menjadi bagian dari 
Tiongkok.

Pada tahun 1887, pada akhir dinasti Qing, penguasa 
Manchu di Beijing memutuskan untuk meningkatkan 
status Taiwan dari wilayah bagian provinsi Fujian menjadi 
provinsi resmi di Tiongkok. Ini terutama dilakukan untuk 
menangkal upaya Prancis dan Jepang untuk mendirikan 
koloni di Taiwan, tetapi gubernur yang ditunjuk oleh 
Beijing, Liu Mingchuan, melakukan banyak hal untuk 
mengembangkan pulau itu, memperkenalkan listrik, 
membangun jalur kereta api dari Keelung ke selatan, 
dan membuat jaringan kabel telegraf. Akan tetapi, proses 
modernisasi itu hanya berlangsung selama delapan tahun.

Republik Formosa Merdeka
Episode berikutnya mungkin jauh lebih mengesankan. 
Ketika Jepang memenangkan perang Sino-Jepang 
pada tahun 1894-95, pemerintahan Qing di Beijing 
menyepakati berdasarkan Perjanjian Shimonoseki bahwa 
Taiwan akan diserahkan kepada Jepang untuk selama-
lamanya. Para elite di Taiwan, termasuk Gubernur 
Tang Jingsong, berpihak pada bangsawan lokal dan 
mendeklarasikan Republik Formosa merdeka untuk 
merintanginya menjadi bagian dari Jepang.

Republik itu berumur pendek karena tidak mampu 
menahan pasukan Jepang yang jauh lebih unggul, tetapi 
republik itu melakukan perlawanan besar, terutama oleh 
milisi lokal di Taiwan tengah dan selatan. Pemimpin 
tentara reguler itu adalah komandan “Bendera Hitam” 
yang terkenal, Liu Yongfu, yang memimpin 100.000 
prajurit.

Koloni Ideal Jepang
Taiwan menjadi koloni Jepang pada 
tahun 1895, dan selama sekitar 20 
tahun berikutnya, terjadi banyak 
pemberontakan dan perlawanan 
terhadap pemerintahan 
Jepang yang dilakukan oleh 
penduduk Hoklo, Hakka, 
dan Pribumi setempat. 

Presiden Taiwan Tsai Ing-
wen telah bersumpah untuk 
mempertahankan kebebasan 
dan demokrasi Taiwan. 
THE ASSOCIATED PRESS

Prajurit Taiwan berpartisipasi 
dalam latihan militer di 
Kabupaten Hsinchu, Taiwan 
utara, pada Januari 2021.  
THE ASSOCIATED PRESS
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Tetapi Jepang memberikan banyak kontribusi untuk 
memperbaiki infrastruktur, membangun jalan raya, rel 
kereta api, pelabuhan, rumah sakit, dan sekolah. Pada 
tahun 1920-an, pulau itu telah menjadi koloni ideal 
yang makmur dengan sistem pendidikan dan perawatan 
kesehatan yang baik, tetapi dengan tata kelola yang ketat.

Selama tahun 1920-an dan 1930-an, ketika 
Chiang Kai-shek dan Mao Zedong berjuang untuk 
memperebutkan supremasi di Tiongkok, baik kelompok 
nasionalis maupun komunis tidak terlalu memedulikan 
Taiwan. Faktanya, baik Chiang Kai-shek maupun Mao 
Zedong dilaporkan telah menyatakan dukungan mereka 
untuk kemerdekaan Taiwan — tentu saja dari Jepang.

Posisi mereka masing-masing mulai berubah pada 
tahun 1942-43, ketika menjelang Konferensi Kairo pada 
November 1943, Chiang Kai-shek mulai mengklaim 
bahwa Taiwan harus “dikembalikan ke Tiongkok.” Tidak 
ketinggalan, para pemimpin Partai Komunis Tiongkok 
(PKT) membuat pernyataan serupa. Taiwan, dengan 
demikian, menjadi pion dalam narasi persaingan di antara 
Kelompok Nasionalis Tiongkok, atau Kuomintang 
(KMT), dan PKT.

Status Akan Ditentukan
Status formal Taiwan menjadi tidak jelas setelah Jepang 
menyerah pada Agustus 1945. Hingga tahun 1949, Taiwan 
secara resmi dianggap diduduki oleh Republik Tiongkok 
(Republic of China - ROC) atas nama pasukan Sekutu. 
Statusnya akan ditentukan kemudian, melalui perjanjian 
formal yang akan mengakhiri Perang Dunia II, yang pada 
akhirnya menjadi Perjanjian Perdamaian San Francisco. 
Pemerintah A.S. tidak secara resmi menganggap Taiwan 
sebagai “bagian dari Tiongkok,” tetapi Taiwan jelas 
dikelola – meskipun dengan beberapa tantangan – oleh 
pasukan KMT Chiang Kai-shek dan ROC.

Tentu saja, pemerintahan KMT sendiri mengambil 
posisi bahwa Taiwan telah “dikembalikan” ke Tiongkok 

pada Hari Pengembalian Wilayah pada tanggal 25 
Oktober 1945. Tetapi pemerintah A.S. tidak pernah 
mengakui posisi itu. Beberapa pihak di A.S., seperti 
Jenderal Angkatan Darat Douglas MacArthur, terus 
mendorong referendum di bawah naungan P.B.B., tetapi 
setelah Douglas MacArthur berselisih paham dengan 
Presiden A.S. Harry S. Truman, nasihatnya tidak diikuti. 
Akan tetapi, perdebatan itu menunjukkan bahwa A.S. 
tidak mengambil posisi bahwa selama periode itu “Taiwan 
merupakan bagian dari Tiongkok.”

1949 hingga Saat Ini: Keberadaan Terpisah
Jelas, klaim “Taiwan selalu menjadi bagian dari Tiongkok” 
sangat meragukan. Taiwan selalu berada di, atau terutama 
di luar, pinggiran wilayah kekaisaran Tiongkok.

Dari sejarah baru-baru ini, juga terlihat jelas bahwa 
RRT — yang didirikan pada tahun 1949 — dan ROC/
Taiwan telah menempuh jalan yang sangat berbeda. 
RRT tidak diragukan lagi menjadi negara yang kuat dan 
berpengaruh, tetapi masih diperintah oleh rezim otoriter 
dan represif di bawah Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping.

Taiwan, di sisi lain, telah berubah dari rezim otoriter 
dan represif di bawah Chiang Kai-shek dan KMT menjadi 
negara demokrasi yang dinamis, dengan Partai Progresif 
Demokratik yang dulunya menjadi partai oposisi sekarang 
memegang kursi kepresidenan dan legislatif. Negara itu 
memiliki sejarahnya sendiri yang membanggakan, telah 
mengembangkan identitasnya sendiri sebagai Taiwan, 
dan sangat ingin memainkan perannya sebagai anggota 
penuh dan setara dalam masyarakat internasional — peran 
yang telah ditolak karena adanya narasi persaingan di 
antara Kelompok Nasionalis Tiongkok dan PKT. Dalam 
hal ini, Mike Pompeo pantas menerima ucapan terima 
kasih karena melawan narasi itu serta memandang Taiwan 
dengan caranya sendiri dan sudut pandangnya sendiri.  o

Artikel ini pada awalnya diterbitkan di majalah berita online The Diplomat edisi 1 Desember 
2020. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

Patung-patung 
Chiang Kai-
shek, mendiang 
pemimpin Partai 
Nasionalis 
Tiongkok, 
menghiasi taman 
di lereng gunung 
di Tashi, Taiwan 
timur laut.  
THE ASSOCIATED PRESS



42 IPD FORUMFORUM

Keadaan hak asasi manusia dan 
kebebasan di Hong Kong memburuk 
di bawah undang-undang keamanan 
nasional dengan batasan yang tidak 
jelas yang diberlakukan oleh Partai 
Komunis Tiongkok (PKT) pada 
tahun 2020, demikian menurut 
kelompok hak asasi manusia Amnesty 
International Hong Kong.

“Hak asasi manusia yang di 
antaranya mencakup kebebasan 
berekspresi, berserikat, dan 
berkumpul secara damai sangat 
dihambat di Hong Kong pada tahun 
2020,” demikian yang dicatat oleh 
laporan hak asasi manusia tahunannya 
yang dirilis pada April 2021.

Organisasi itu menyimpulkan 
bahwa otoritas Hong Kong telah 
membatasi kebebasan dengan kedok 
melindungi keamanan nasional dan 
mengendalikan penyebaran pandemi 
COVID-19. Kedua faktor itu 
merupakan “kombinasi destruktif” 
bagi hak asasi manusia di Hong 
Kong, demikian ungkap kelompok 
itu dalam sebuah pernyataan.

Laporan itu mengatakan bahwa 
undang-undang keamanan nasional 
yang didefinisikan secara samar-samar 
dan diberlakukan pada Juni 2020 telah 
memungkinkan pihak berwenang 
untuk melakukan penangkapan 
sewenang-wenang. “Efek mengerikan 

dari [undang-undang keamanan] pada 
masyarakat sipil Hong Kong sangat 
cepat dan sungguh mengganggu,” 
demikian yang ditemukan laporan 
itu. Laporan itu merujuk pada 
setidaknya tujuh kelompok politik 
yang dibubarkan segera setelah 
diberlakukannya undang-undang itu 
dan pelarangan slogan prodemokrasi 
populer “Bebaskan Hong Kong, 
Revolusi Masa Kita” sebagai 
“tindakan subversif” berdasarkan 
undang-undang itu.

Pada Juni 2020, Beijing 
memasukkan undang-undang 
keamanan nasional secara langsung 
ke dalam konstitusi mini Hong 
Kong — dengan mengabaikan 
wewenang legislatif lokal — setelah 
setahun unjuk rasa dan kerusuhan 
prodemokrasi. Undang-undang 
itu mengkriminalisasi subversi, 
pemisahan diri, campur tangan asing, 
dan tindakan teroris, yang secara luas 
didefinisikan mencakup gangguan 
terhadap transportasi umum dan 
infrastruktur lainnya. Pemerintah 
RRT mengatakan undang-undang 
itu diperlukan untuk memastikan 
stabilitas dan kemakmuran.

“Meskipun perlindungan 
terhadap ‘keamanan nasional’ pada 
prinsipnya merupakan dasar sah 
bagi pembatasan banyak hak asasi 

manusia, pemerintah tidak boleh 
menggunakan ‘keamanan nasional’ 
sebagai dalih untuk menyangkal 
diberlakukannya hak asasi 
manusia masyarakat sebagaimana 
dilindungi oleh hukum dan standar 
internasional,” demikian yang dicatat 
oleh laporan Amnesty International.

Laporan itu juga merinci 
penggunaan langkah-langkah 
pengendalian pandemi oleh pihak 
berwenang dalam membatasi 
kebebasan berkumpul, seperti 
pemberlakuan pembatasan 
pertemuan kelompok guna melarang 
semua demonstrasi damai, termasuk 
renungan malam tahunan pada 
tanggal 4 Juni untuk memperingati 
pembantaian yang dilakukan PKT 
di Lapangan Tiananmen pada tahun 
1989 dan demonstrasi prodemokrasi 
tahunan pada tanggal 1 Juli.

Laporan itu menambahkan 
bahwa setiap pembatasan hak-hak 
fundamental atas nama perlindungan 
kesehatan masyarakat harus 
dilakukan dengan “seperlunya dan 
proporsional.”

“Setiap undang-undang yang 
membatasi hak asasi manusia dengan 
alasan keamanan nasional dan 
pencegahan pandemi harus memiliki 
ketentuan dan definisi yang jelas 
untuk menghindari penyalahgunaan 

UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL MENGEKANG KEBEBASAN, 
DEMIKIAN TEMUAN KELOMPOK HAK ASASI MANUSIA HONG KONG FREE PRESS

HONG
KONG

Hak Asasi Manusia yang Melenyap di
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dan interpretasi yang berlebihan,” 
ungkap Amnesty International Hong 
Kong dalam sebuah pernyataan.

TEKANAN ‘YANG BELUM PERNAH 
TERJADI SEBELUMNYA’
Laporan itu juga membahas 
tekanan “yang belum pernah terjadi 
sebelumnya” pada kebebasan 
akademik dan pers kota itu. 
“Kebebasan pers dan lembaga media 
independen semakin terancam 
di Hong Kong,” demikian yang 
ditemukan laporan itu, menambahkan 
bahwa jurnalis berisiko ditangkap 
“ketika hanya menggunakan hak 
mereka untuk mengumpulkan berita.”

Pada tahun 2020, penerbit 
dan eksekutif senior surat kabar 
prodemokrasi Apple Daily ditangkap, 
sementara itu lebih dari 100 aparat 
keamanan menggerebek ruang 
redaksinya. Secara terpisah, seorang 
jurnalis ditangkap karena mengakses 
catatan registrasi mobil umum. 
Laporan itu juga merujuk pada 
“pengetatan kontrol” yang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap lembaga 
penyiaran publik RTHK atas konten 
yang bersifat sensitif secara politik.

Sementara itu, laporan itu 
merinci peningkatan tekanan pada 
sekolah dan guru di kota itu untuk 
menyensor konten politik: “Kebebasan 

berekspresi yang dinikmati oleh para 
profesional pendidikan sangat dibatasi 
dan penilaian profesional mereka 
dirongrong sehingga memberi jalan 
bagi keputusan Biro Pendidikan yang 
sewenang-wenang dan bermotivasi 
politik untuk menghapus ‘pesan 
politik’ di sekolah serta menempatkan 
guru dan pelajar di bawah pengawasan 
yang lebih ketat.”

Laporan itu mencantumkan 
konten yang dihapus dari buku 
pelajaran sekolah, termasuk pelajaran 
tentang “pemisahan kekuasaan,” 
pembantaian Tiananmen, dan 
pembangkangan sipil. “Upaya ini 
menunjukkan niat pemerintah untuk 
meningkatkan penyensoran melalui 
pengawasan kelembagaan yang 
lebih ketat dan menghapus materi 
pengajaran yang mungkin bersifat 
kritis terhadap pemerintah Hong 
Kong dan Tiongkok.”

Lembaga swadaya masyarakat 
itu juga menyuarakan keprihatinan 
atas penangkapan terkait dengan 
demonstrasi prodemokrasi damai 
yang dilakukan oleh mahasiswa yang 
sedang diwisuda di kampus Chinese 
University of Hong Kong pada 
November 2020, menyebut langkah 
itu sebagai “serangan terang-terangan 
terhadap kebebasan berekspresi dan 
berkumpul secara damai di kampus 

atas nama ‘keamanan nasional.’”
Kelompok itu meminta 

pemerintah Hong Kong untuk 
memenuhi kewajiban hak asasi 
manusianya berdasarkan hukum 
internasional dan lokal: “Pihak 
berwenang tidak boleh merampas 
hak-hak rakyat di Hong Kong atas 
kebebasan berekspresi, berserikat, dan 
berkumpul secara damai atas nama 
‘memastikan keamanan nasional’ atau 
‘mengendalikan pandemi.’”

Undang-undang Hak Asasi Hong 
Kong menjamin kebebasan kepada 
penduduknya yang diabadikan dalam 
Perjanjian Hak Sipil dan Politik 
Internasional. Para pejabat Hong 
Kong telah menegaskan bahwa 
undang-undang keamanan nasional 
baru itu tidak melanggar hak asasi 
manusia fundamental.

Laporan itu muncul di tengah 
kritik internasional atas menyusutnya 
kebebasan sipil di Hong Kong setelah 
Beijing menyetujui perubahan besar-
besaran pada sistem pemilihan umum 
di pusat keuangan global itu pada 
Maret 2021 untuk memastikan kota 
itu dikendalikan oleh loyalis PKT.  o

Artikel ini pertama kalinya diterbitkan di Hong Kong Free 
Press pada 7 April 2021. Artikel ini telah diedit agar sesuai 
dengan format FORUM. Hong Kong Free Press merupakan 
surat kabar berbahasa Inggris yang bersifat nirlaba, tidak 
memihak, dioperasikan oleh jurnalis, dan sepenuhnya 
mandiri.

Aparat kepolisian menahan pengunjuk rasa berdasarkan 
undang-undang keamanan baru pada Juli 2020 di Hong 
Kong selama pawai yang menandai peringatan penyerahan 
Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok.  THE ASSOCIATED PRESS

Para pendukung aktivis prodemokrasi yang didakwa melakukan 
konspirasi untuk menggulingkan kekuasaan negara berdasarkan 
undang-undang keamanan nasional di Hong Kong melakukan unjuk 
rasa di luar Pengadilan Kowloon Barat pada Maret 2021.  REUTERS
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M assa demonstran pro-Beijing menyerang 
aktivis prodemokrasi Hong Kong yang tiba 
di Bandara Internasional Taoyuan Taiwan 
pada 7 Januari 2017. Aparat kepolisian 

Taiwan kemudian mengidentifikasi para penyerang aktivis 
itu yang di antaranya merupakan anggota Geng Empat 
Laut, sindikat kejahatan terorganisasi Serikat Bambu, dan 
Partai Promosi Unifikasi Tiongkok (Chinese Unification 
Promotion Party - CUPP). Massa itu juga termasuk Chang 
Wei, putra mantan pemimpin Serikat Bambu dan pendiri 
CUPP Chang An-lo (juga dikenal sebagai Serigala Putih). 

Pada 15 Januari 2020, mantan pemimpin triad 14K 
Wan Kuok-koi (juga dikenal sebagai Gigi Patah) berfoto 
bersama John Momis, yang saat itu menjabat sebagai 
presiden Wilayah Otonomi Bougainville di Papua 
Nugini. Sebulan sebelumnya, Bougainville mengadakan 
referendum yang tidak mengikat ketika lebih dari 90% 
memilih untuk merdeka dari Papua Nugini. Wan Kuok-
koi mengunjungi Bougainville melalui kemitraan dengan 
Kolonel Senior purnawirawan Tentara Pembebasan Rakyat 
Tiongkok (PLA) Li Yingming, seorang guru besar madya 
di Universitas Pertahanan Nasional PLA. Kedua pria 
itu mempresentasikan pengembangan kawasan ekonomi 
khusus dan bank digital untuk Bougainville. Li Yingming 
mengoperasikan sebuah perusahaan di Papua Nugini yang 
mengadvokasi fusi sipil-militer di sepanjang Satu Sabuk, 
Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT), jaringan rute perdagangan dan proyek 
infrastruktur yang membentang secara global.

Insiden yang tampaknya tidak terkait di Bougainville dan 
Taiwan ini menyoroti tren kelompok kejahatan terorganisasi 
transnasional yang bertindak mendukung kepentingan 
strategis nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT). 
Meskipun tidak ada bukti bahwa aktivitas ini diarahkan 
oleh negara, Beijing telah menunjukkan pengabaian 
yang disengaja terhadap kerugian yang disebabkan oleh 
sindikat kriminal yang mengklaim bertindak mendukung 
tujuan PKT. Selain itu, bukti yang terjadi hampir selama 
empat dekade menunjukkan bahwa PKT telah berulang 
kali berupaya untuk memanfaatkan organisasi kriminal 
transnasional guna mencapai prioritas negara.

Organisasi kejahatan transnasional yang beranggotakan 
populasi etnis Tionghoa dalam jumlah substansial 
biasanya dianggap sebagai triad. Sering kali triad berbasis 
di Tiongkok, Singapura, atau Taiwan. Kelompok-
kelompok itu tidak selalu terkait dengan kejahatan. Di 
Tiongkok pada abad ke-17, triad pada awalnya merupakan 
masyarakat rahasia yang menentang kekuasaan dinasti 
Qing. Pada awal tahun 1900-an, kelompok itu pecah 
dan secara bertahap beberapa faksi lebih berfokus pada 
kejahatan daripada politik, demikian menurut sebuah 
laporan yang diterbitkan oleh Kongres Amerika Serikat. 
Triad 14K dan Sun Yee On merupakan salah satu triad 
terbesar yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi.   

PKT MENERIMA KEJAHATAN TERORGANISASI
Di Hong Kong, Makau, dan Taiwan, pejabat PKT telah 

menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama secara 
langsung dengan kejahatan terorganisasi Tiongkok guna 
mendukung tujuan Beijing. Pada Oktober 1984, pemimpin 
PKT saat itu Deng Xiaoping mengatakan bahwa PKT siap 
untuk bekerja sama dengan elemen kejahatan terorganisasi 
selama mereka mendukung kepentingan negara. Dia 
mencatat bahwa triad Tiongkok mengandung “elemen 
patriotik,” bahwa “ada banyak orang baik di antara mereka,” 
dan bahwa triad telah memberikan perlindungan bagi 
pejabat senior Tiongkok di luar negeri. 

Pada tahun 1993, kepala Biro Keamanan Publik 
Tiongkok, Tao Siju, menjelaskan dengan menyatakan, 
“Selama orang-orang ini patriotik, selama mereka peduli 
dengan kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, kita harus 
bersatu dengan mereka.” Tao Siju kemudian membuka 
bar dan kelab malam Top Ten di Beijing bersama Charles 
Heung, seorang konglomerat hiburan Hong Kong yang 
diidentifikasi sebagai pemimpin Triad Sun Yee On.  

Sejak diserahkannya Hong Kong ke tangan Tiongkok 
pada tahun 1997, triad kota itu telah mengambil tindakan 
yang semakin agresif untuk mendukung kepentingan 
Tiongkok. Para jurnalis yang bersikap kritis terhadap 
Beijing telah menjadi sasaran anggota triad, yang 
dicontohkan oleh serangan parang brutal terhadap mantan 
editor surat kabar Ming Pao Kevin Lao pada Februari 2014. 
Pada Juli 2019, geng triad menyerang pengunjuk rasa 
prodemokrasi di sebuah stasiun kereta api. Pemerintah 
baru Hong Kong yang dipilih secara langsung oleh 
Beijing berusaha untuk mengaburkan peran triad, dengan 
memberikan klaim palsu bahwa insiden itu merupakan 
kerusuhan dan menangkap anggota parlemen prodemokrasi. 

Chang An-lo mendirikan CUPP pada September 
2005 di Tiongkok daratan, tempat dia tinggal di 
pengasingan selama hampir dua dekade untuk menghindari 
penangkapan. Pemimpin geng itu telah menjadi pendukung 
utama Beijing dengan menyatakan bahwa “Tiongkok 
merupakan dewa saya.” Sejak Chang An-lo kembali ke 
Taiwan pada tahun 2013, pasukan penjahat paramiliter 
CUPP, yang berasal dari Serikat Bambu dan Geng Empat 
Laut, telah sering kali terlibat dalam konfrontasi kekerasan 
dengan kelompok prokemerdekaan Taiwan. Chang An-lo 

Wan Kuok-koi, yang dikenal sebagai Gigi Patah, meninggalkan 
penjara di Makau, Tiongkok, setelah menjalani hukuman penjara 
hampir 15 tahun untuk kasus lintah darat, pencucian uang, dan 
memimpin geng.  THE ASSOCIATED PRESS
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membangun KEK yang meniru model Zhao Wei yang 
berpusat pada kasino. Proyek Kota Baru Yatai, juga 
dikenal sebagai Shwe Kokko, dipimpin oleh seorang 
warga negara Tiongkok yang mengklaim memiliki 
kewarganegaraan Kamboja, dan perusahaan induknya 
memiliki nama yang sama dengan badan usaha milik 
negara Tiongkok. Mitra lokal proyek ini adalah Kolonel 
Saw Chit Thu, pemimpin Pasukan Penjaga Perbatasan 
Karen dan Tentara Buddhis Karen Demokrat, sebuah 
kelompok etnis bersenjata yang terkait dengan 
perdagangan narkotika, persenjataan, dan manusia.  

Meskipun Beijing menyangkal peran negara itu 
di Kota Baru Yatai, Federasi Wirausaha Tionghoa 
Perantauan Tiongkok secara terbuka mendukung proyek 
itu dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di Yangon, 
ibu kota komersial Myanmar. Federasi itu disetujui oleh 
Dewan Negara Tiongkok dan terdaftar di Kementerian 
Urusan Sipil Tiongkok. Federasi itu dikelola oleh 
Federasi Seluruh Tionghoa Perantauan yang Kembali 
dari Luar Negeri, sebuah komponen dari Departemen 
Pekerjaan Front Bersatu (United Front Work Department 
- UFWD) Tiongkok. Proyek pembangunan terdekat 
lainnya di Negara Bagian Karen adalah Saixigang, sebuah 
proyek kasino yang dipimpin oleh Wan Kuok-koi.

JARINGAN KRIMINAL MEMBENTUK TEMPAT 
BERPIJAK UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS BEIJING
Aktivitas Wan Kuok-koi menggambarkan bagaimana 
pelaku kriminal berupaya mencapai kepentingan strategis 
Beijing seiring dengan pelaksanaan proyek OBOR. Dia 
telah menikmati akses tak terbatas ke para pemimpin politik 
asing senior dan dukungan pejabat keamanan Tiongkok 
yang memiliki koneksi luas di seluruh kawasan Indo-Pasifik. 
Beberapa proyeknya yang paling ambisius berada di negara-
negara yang masih mengakui Taiwan, seperti Palau, atau di 
wilayah otonom dan memisahkan diri seperti Bougainville 
dan Negara Bagian Karen, ketika keterlibatan terbuka negara 
Tiongkok dapat dianggap sebagai campur tangan dalam 
urusan domestik negara tuan rumah.

Wan Kuok-koi, anggota Konferensi Konsultatif Politik 
Rakyat Tiongkok (Chinese People’s Political Consultative 
Conference - CPPCC), telah berupaya mengerjakan 
berbagai proyek di berbagai penjuru Indo-Pasifik yang 
selaras dengan kepentingan strategis Tiongkok. Pada tahun 
2018, dia mendirikan kantor Asosiasi Sejarah dan Budaya 
Hongmen Dunia (World Hongmen History and Culture 
Association) di Phnom Penh, Kamboja, dan meluncurkan 
proyek mata uang kripto dan keamanan swasta terkait 
Hongmen di Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Thailand.  

Dari tahun 2018 hingga 2019, Wan Kuok-koi 
mengerjakan beberapa proyek pengembangan bisnis 
terkait kasino dan resor permainan judi di Palau, negara 
kepulauan Pasifik. Dia juga mencoba mendirikan cabang 
Hongmen di sana dan mengadvokasi peralihan pengakuan 
diplomatik Palau dari Taiwan ke RRT. 

Wan Kuok-koi telah mengiklankan bahwa perusahaan 
keamanan swasta Hongmennya dapat mengontrak 

Chang An-lo, pendiri Partai Promosi Unifikasi Tiongkok yang juga 
dikenal sebagai Serigala Putih, berpidato selama demonstrasi 
di Taiwan. Pasukan penjahat paramiliter partai itu dituduh 
terlibat dalam konfrontasi kekerasan dengan kelompok-kelompok 
prokemerdekaan Taiwan.  REUTERS

lebih lanjut mengklaim dia merekrut “pasukan merah” di 
Taiwan untuk mendukung reunifikasi dengan Tiongkok. 
Pihak berwenang Taiwan menuduh bahwa Chang An-lo 
bertindak atas perintah dari Beijing untuk merongrong 
demokrasi dan kedaulatan Taiwan. 

KEJAHATAN TERORGANISASI DAN 
KORUPSI TIONGKOK DI ASIA TENGGARA
Di Asia Tenggara, hubungan suram RRT dengan 
organisasi kriminal memicu korupsi dan ketidakstabilan 
regional. RRT memuji kepemimpinannya dalam perang 
regional melawan narkoba terlarang. Biro Keamanan 
Publik Tiongkok telah memimpin patroli di sepanjang 
Sungai Mekong, sesekali dengan partisipasi dari Laos, 
Myanmar, dan Thailand, mulai Desember 2011. Akan 
tetapi, setelah diteliti dengan lebih cermat, Beijing 
memberikan dukungan diplomatik dan keamanan kepada 
Angkatan Darat Kesatuan Daerah Wa (United Wa State 
Army - UWSA) di Myanmar. UWSA, sebuah kelompok 
etnis bersenjata yang dinilai sebagai salah satu organisasi 
perdagangan heroin dan metamfetamin terbesar di dunia, 
ditetapkan sebagai gembong narkoba oleh Departemen 
Keuangan A.S. berdasarkan Undang-Undang Penetapan 
Gembong Narkotika Asing.  

Beijing juga menutup mata terhadap aktivitas warga 
negara Tiongkok, Zhao Wei, yang mengoperasikan 
kawasan ekonomi khusus (KEK) Segitiga Emas dan 
Kasino Kings Roman di Laos. KEK itu telah menjadi 
pusat perdagangan satwa liar, narkotika, dan manusia di 
wilayah itu. Pada Januari 2018, Departemen Keuangan 
A.S. menjatuhkan sanksi kepada Zhao Wei, perusahaan, 
dan rekanannya serta menetapkannya sebagai organisasi 
kriminal transnasional. Para jurnalis yang mengunjungi 
KEK Segitiga Emas telah mencatat bahwa badan usaha 
milik negara Tiongkok, seperti China Communications 
Construction Co., telah memainkan peran kunci dalam 
membangun fasilitas untuk operasi Zhao Wei. 

Lebih jauh ke selatan, di Negara Bagian Karen 
Myanmar, perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang 
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veteran pasukan khusus Tiongkok untuk mendukung 
proyek OBOR. Pada Oktober 2019, Wan Kuok-koi difoto 
bersama dengan Kapten Komando Macan Tutul Salju 
Kepolisian Bersenjata Rakyat Tiongkok Shi Weidang 
di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia juga telah difoto 
mengunjungi anggota unit pengawal perdana menteri 
Kamboja dan militer Kamboja. Pada Maret 2020, situs 
web African Intelligence mencatat bahwa Wan Kuok-
koi “mulai membuat kehadirannya terasa di Uganda 
sebagai pendukung” OBOR. Perusahaan keamanan dan 
konstruksi Hongmen telah terdaftar di Uganda yang 
menunjukkan ruang lingkup ambisi global Wan Kuok-koi.

Mitra Wan Kuok-koi di Bougainville, Kolonel Senior 
purnawirawan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok 
(PLA) Li Yingming, juga merupakan mantan pengamat 
militer Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik 
Demokratik Kongo. Profilnya telah ditampilkan oleh 
surat kabar People’s Daily Tiongkok sebagai pendukung 
perluasan jejak dan perspektif internasional PLA. Wan 
Kuok-koi dan Li Yingming berjanji untuk membiayai 
pembangunan bandara, fasilitas pelabuhan, dan 
infrastruktur perkotaan di Bougainville. Aktivitas ini 
sejalan dengan sasaran RRT untuk meningkatkan postur 
garis depannya di Pasifik Selatan. 

Pada Desember 2020, Departemen Keuangan 
A.S. menjatuhkan sanksi kepada Wan Kuok-koi 
dan perusahaannya atas kasus korupsi internasional 
berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi 
Manusia Magnitsky Global. Dalam sebuah wawancara 
yang diterbitkan pada 24 Desember 2020, Wan Kuok-
koi menanggapi dengan menyatakan niatnya untuk 
menyatukan sindikat kejahatan terorganisasi etnis 
Tionghoa di seluruh dunia guna mendukung Beijing dan 
melawan A.S., termasuk menyatukan triad 14K, Sun Yee 
On, dan Wo Shing Wo; Serikat Bambu dan Geng Empat 
Laut di Taiwan; dan geng Wah Ching dan Fujian yang 
berbasis di A.S.

Pada Februari 2021, Malaysia mengumumkan 
bahwa pihaknya telah mendakwa Wan Kuok-koi atas 
tuduhan terkait penipuan sekuritas selama menjabat 
sebagai ketua perusahaan teknologi Malaysia Inix dari 
Agustus hingga Desember 2020. Pada akhir Maret 
2021, kepolisian Malaysia menangkap jaringan kriminal 
berskala besar yang terkait dengan rekanan Wan Kuok-
koi, Nicky Liow, yang juga telah ditunjuk sebagai wakil 
presiden organisasi Hongmen Wan Kuok-koi. Malaysia 
menyebut koneksi Nicky Liow dengan Wan Kuok-koi 
dan sanksi Departemen Keuangan A.S. sebagai katalis bagi 
penyelidikannya.

Terlepas dari sanksi Departemen Keuangan A.S. 
terhadap Wan Kuok-koi, pengakuan publiknya tentang 
hubungan berkelanjutan dengan kejahatan terorganisasi 
transnasional, dan dakwaan atas tuduhan pidana 
yang diajukan oleh otoritas Malaysia, Asosiasi untuk 
Mempromosikan Kerja Sama Ekonomi dan Teknis 
Internasional (Association for Promoting International 
Economic and Technical Cooperation - CAPC) Tiongkok 

yang disponsori oleh pemerintah Tiongkok memberikan 
penghargaan plakat seremonial dan gelar “Kepala 
Perwakilan Patriot Hongmen” kepada Wan Kuok-koi dalam 
sebuah upacara pada 27 Maret 2021 di Beijing. CAPC 
berada di bawah Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok, 
yang dipimpin oleh Wakil Ketua CPPCC Wan Gang.

BERDIAM DIRI MENUNJUKKAN PERSETUJUAN
PKT telah berdiam diri atas tindakan organisasi 
kriminal etnis Tionghoa yang mengaku mewakili 
kepentingan strategis Beijing. Dukungan maksimal yang 
dapat dilakukan Beijing dalam menanggapi tindakan 
Departemen Keuangan A.S. terhadap Wan Kuok-koi 
adalah penyangkalan ringkas atas laporan bahwa dia 
adalah anggota CPPCC, sebuah fakta yang dilaporkan 
secara luas di media regional dan internasional. Tiongkok 
tidak mengambil tindakan untuk mengekang kegiatan 
gembong narkoba Zhao Wei, yang kini memperluas 
investasinya dengan membangun fasilitas pelabuhan 
senilai 718,6 miliar rupiah (50 juta dolar A.S.) di Ban 
Mom, Laos. Beijing juga mempertahankan dukungannya 
terhadap UWSA dan pabrik narkobanya yang sudah 
dikenal luas, bahkan di tengah situasi kemanusiaan dan 
keamanan yang memburuk di Myanmar. 

Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap norma-
norma internasional dan supremasi hukum, Beijing harus 
menolak pemberian dukungan terhadap jaringan kriminal 
yang bertindak atas namanya dan bekerja sama dengan 
mitra internasional untuk memberangus aliran korupsi 
seiring dengan pelaksanaan proyek OBOR. Dengan tidak 
adanya komitmen serius untuk melakukan reformasi, 
harus diasumsikan bahwa RRT memperhitungkan bahwa 
manfaat mendukung gangsterisme, di dalam dan luar 
negeri, lebih besar daripada risiko terhadap reputasi 
internasionalnya.  o

Tan Sri Abdul Hamid Bador, kepala kepolisian Malaysia saat itu, 
mengumumkan penggerebekan terhadap apa yang disebut sebagai 
sindikat penipuan Makau yang terkait dengan rekanan Wan 
Kuok-koi, Nicky Liow pada Maret 2021. Operasi itu menghasilkan 
68 penangkapan, penyitaan properti senilai lebih dari 14,4 miliar 
rupiah (1 juta dolar A.S.), pembekuan 41 rekening bank, dan 
pemberhentian secara tidak hormat yang diumumkan secara 
terbuka terhadap 34 aparat penegak hukum Malaysia yang diduga 
memiliki hubungan dengan kelompok kriminal itu.  THE ASSOCIATED PRESS
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Kepala Staf Jenderal Koji Yamazaki  
menyoroti pendekatan multilateral terhadap keamanan

Visi Jepang untuk Indo-Pasifik yang  
Bebas dan Terbuka

FORUM mewawancarai Jenderal Pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self-Defense Force - JSDF) Koji 
Yamazaki di Honolulu, Hawaii, setelah upacara serah terima jabatan komandan Komando Indo-Pasifik 
A.S. (USINDOPACOM) pada 30 April 2021, di Pearl Harbor. Jenderal Koji Yamazaki telah menjabat 
sebagai kepala staf, staf gabungan, JSDF sejak April 2019. Sebelum menduduki jabatan itu, dia menjabat 
sebagai kepala staf Pasukan Bela Diri Darat Jepang (Japan Ground Self-Defense Force - JGSDF) dari 
Agustus 2017 hingga Maret 2019.

Dia lulus pada tahun 1983 dari Akademi Pertahanan Nasional Jepang dengan gelar di bidang teknik 
sipil dan memulai kariernya sebagai insinyur militer. Dia meniti kariernya dengan menduduki berbagai 
posisi teknik utama, termasuk kepala bagian personalia pertama di kantor staf darat pada tahun 2003, 
peneliti di komando penelitian dan pengembangan darat, dan direktur divisi manajemen logistik pada 
tahun 2006, serta komandan jenderal Brigade Zeni ke-4. pada tahun 2008. 

Jenderal Koji Yamazaki menyelesaikan kursus Ranger JGSDF dan menempuh pendidikan di National 
War College di Washington, D.C., pada tahun 2005. Dia menjabat sebagai wakil kepala staf Angkatan 
Darat Wilayah Barat pada tahun 2010, direktur jenderal departemen personalia kantor staf darat pada 
tahun 2012, komandan Divisi ke-9 pada Agustus 2014, wakil kepala staf dari staf gabungan pada tahun 
2015, dan komandan Angkatan Darat Wilayah Utara pada tahun 2016. 

STAF FORUM

Apa saja tantangan utama di kawasan Indo-Pasifik? 

Jepang, secara geopolitik, menghadapi Tiongkok, Korea 
Utara, dan Rusia. Kami dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan 
militer itu, yang secara militer memodernisasi diri mereka 
sendiri dan juga memperkuat aktivitas militer mereka. 

Di dalam negeri, terdapat ancaman bencana alam, 
yaitu kemungkinan ancaman gempa bumi besar tepat 
di bawah wilayah metropolitan Tokyo dan gempa bumi 
megathrust Nankai [patahan di bawah Palung Nankai 
yang membentang di bawah Honshu barat daya] atau 
bencana akibat hujan lebat dan banjir serta gunung berapi.

Untuk menanggapi situasi ini secara efektif, Pasukan 
Bela Diri Jepang memutuskan untuk berevolusi ke 
postur operasional gabungan pada tahun 2006. Apa 
yang telah saya upayakan dengan sepenuhnya untuk 
dicapai adalah memperkuat kekuatan struktur dan postur 
Operasi Gabungan Jepang dan, kedua, membangun 

dan memperkuat Aliansi Jepang-A.S. Aliansi Jepang-
A.S. merupakan landasan perdamaian, keamanan, dan 
kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Melalui pelatihan 
dan latihan Jepang-A.S., kami saling memperluas 
interoperabilitas kami serta membangun postur dan 
struktur operasional gabungan untuk meningkatkan 
kemampuan penangkalan dan respons kami. 

Jepang juga mempromosikan secara terbuka 
visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Untuk 
mewujudkan visi itu, dari sudut pandang JSDF, kami 
telah melakukan upaya maksimal guna memperkuat 
tidak hanya keterlibatan bilateral Jepang-A.S. tetapi 
juga untuk membangun kerangka kerja multilateral bagi 
pelatihan dan latihan gabungan dan bilateral. 

Singkatnya, apa yang telah saya upayakan dengan 
sepenuhnya untuk difokuskan adalah cara memperkuat 
postur operasional gabungan kami dan membangun 
konteks bilateral, memperkuat interoperabilitas dan 
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Aliansi Jepang-A.S., serta mewujudkan visi Indo-Pasifik 
yang Bebas dan Terbuka. 

Apakah Anda percaya pendekatan multilateral penting 
bagi keamanan di kawasan ini?

Saya sangat percaya bahwa penting sekali untuk menjalin 
keterlibatan dan kerja sama dengan negara-negara yang 
memiliki nilai-nilai bersama seperti kebebasan, demokrasi, 
hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Oleh karena 
itu, seperti yang saya sebutkan, keterlibatan dan aktivitas 
multilateral yang melibatkan Jepang, A.S., dan Australia 
sangatlah penting. Dalam kerangka kerja ini, sangat 
penting menambahkan India, sehingga membentuk 
Quad. Dan karena negara Jepang merupakan bagian dari 
Asia, maka kerja sama dengan negara-negara anggota 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 
juga sangat penting. 

Dan saat ini di luar kawasan ini, seperti Inggris dan 
Prancis, negara-negara yang berpandangan serupa ini 
penting, jadi saya juga menekankan keterlibatan dengan 
negara-negara itu. 

Kami sangat mendorong agar Jepang, A.S., Australia, 
India, dan negara-negara anggota ASEAN melakukan 
latihan dan keterlibatan bilateral dan multilateral. Kami 
akan terus mendorong upaya itu. Inggris baru-baru ini 
mengumumkan bahwa pihaknya akan mengerahkan 
kapal induk HMS Queen Elizabeth melalui pengerahan 
Kelompok Kapal Induk Pemukul 2021 (Carrier Strike 
Group 2021 - CSG 21) Inggris ke kawasan ini dan 
mengumumkan bahwa mereka juga akan melakukan 
kunjungan pelabuhan ke Jepang. 

Kami sangat menyambut baik pengerahan HMS 
Queen Elizabeth dan rencana kunjungan pelabuhan ke 
Jepang. 

Saya bersedia dan berharap dapat mengambil 
kesempatan ini untuk lebih memperkuat hubungan 
Jepang-Inggris dan A.S. serta negara-negara lain dalam 
konteks multilateral guna memperkuat koordinasi dan 
kerja sama. 

Apa saja masalah keamanan utama Jepang? 

Ada beberapa kekhawatiran dan ancaman. Akan tetapi, 
ancaman yang akan segera terjadi adalah ancaman dari 
Korea Utara, yaitu program pengembangan senjata nuklir 
serta rudal balistik rezim itu. Terkait upaya mitigasi kami 
terhadap program pengembangan nuklir dan rudal Korea 
Utara, apa yang dinyatakan dengan jelas oleh resolusi 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai 
pelucutan yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak 
dapat dipulihkan (complete, verifiable and irreversible 
dismantlement - CVID), atau penyitaan senjata pemusnah 
massal itu, termasuk persenjataan nuklir dan rudal balistik 
dalam berbagai jenis, perlu diwujudkan.   

Dan selanjutnya adalah Tiongkok. Mereka 
memodernisasi kekuatan militer mereka dan memperkuat 

aktivitas militer mereka serta mempergunakan hukum 
sebagai senjata untuk berperang — misalnya, baru-baru 
ini memberlakukan undang-undang pasukan penjaga 
pantai Tiongkok. Sebagai fakta statistik, Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) telah meningkatkan anggaran 
pertahanannya menjadi 44 kali lebih besar dalam waktu 
30 tahun sejak tahun 1990. Bahkan sejak tahun 2010, 
anggaran pertahanan tumbuh 2,4 kali lipat lebih besar. 
Penguatan aktivitas militer Tiongkok tidak hanya terlihat 
di Laut Cina Selatan dan Timur tetapi juga di Laut 
Jepang dan Pasifik Barat. 

Aktivitas RRT tidak konsisten dengan tatanan 
internasional yang ada. Aktivitas dan tindakan mereka 
mengabaikan tatanan internasional berbasis aturan 
yang ada dan berupaya mengubah status quo secara 
sepihak dengan paksa. Terkait masalah wilayah adat 
kami, Kepulauan Senkaku, pada tahun 1992 Tiongkok 
memberlakukan undang-undang perairan teritorialnya 
dan mengklaim kepulauan itu sebagai wilayahnya.

Pada Februari 2021, Tiongkok juga memberlakukan 
undang-undang pasukan penjaga pantai Tiongkoknya. 
Undang-undang itu memiliki bagian-bagian yang ambigu, 
seperti tindakan untuk menegakkan hak mereka di daerah 
yang disebut sebagai perairan yurisdiksi mereka, dan 
pasal-pasal, seperti tentang penggunaan persenjataan, 
yang tidak sesuai dengan keamanan dan ketertiban 
internasional yang ada. 

Isu-isu seperti ini sangat kami khawatirkan dan tidak 
hanya bagi Jepang tetapi juga bagi dunia. 

Semua upaya sepihak untuk mengubah status quo 
dengan paksa merupakan sesuatu yang sama sekali tidak 
dapat kami terima. 

Bagaimana Jepang memodernisasi Pasukan Bela  
Diri Jepang?

Terhadap upaya sepihak untuk mengubah status quo 
dengan paksa, Jepang dengan tegas dan kuat melakukan 
upaya kami sendiri untuk melindungi keutuhan wilayah 
laut dan ruang udara kami guna memperkuat penangkalan 
kami. JSDF memiliki rencana untuk membangun pasukan 
pertahanan multiranah [juga dikenal sebagai lintas ranah] 
yang mampu menangani semua ranah termasuk ruang 
angkasa, siber, dan spektrum elektromagnetik, demikian 
menurut Program Pertahanan Jangka Menengah dan 
berdasarkan Pedoman Program Pertahanan Nasional. 

Saya juga merasa bahwa di tingkat komponen dinas, 
mereka melakukan upaya sendiri untuk meningkatkan 
kemampuan operasional lintas ranah. Selain upaya 
kami untuk membangun kemampuan dan postur 
pertahanan kami sendiri, penting untuk meningkatkan 
interoperabilitas di antara Jepang dan A.S. 

Upaya simbolis yang kami lakukan bersama pada 
tahun 2020 merupakan apa yang kami capai selama Keen 
Sword, latihan lapangan bilateral gabungan utama Jepang-
A.S. Lebih dari 40.000 personel militer A.S. dan JSDF 
berpartisipasi dalam latihan dan acara pelatihan darat, 
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Sehubungan dengan mencapai visi Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka, dunia 
saat ini sangat saling bergantung, dan 
tidak ada satu negara pun yang dapat 
mewujudkan perdamaian dan keamanan di 
kawasan ini sendiri. Oleh karena itu, Jepang 
berkomitmen untuk mencapai visi itu 
melalui kerja sama dengan negara-negara 
yang berpandangan serupa.

laut, dan udara, serta operasi amfibi dan acara pelatihan 
multiranah berjenis kesadaran situasional ruang angkasa.

Dalam mengatasi setiap kemungkinan situasi, 
untuk menanggapi dengan tepat setiap kemungkinan, 
kami memperkuat kemampuan gabungan kami serta 
kemampuan operasional bilateral. 

Terkait pasukan darat, untuk memperkuat postur 
pertahanan bagi kepulauan barat daya, kami baru-baru 
ini mendirikan garnisun/stasiun kami di pulau Yonaguni, 
Miyako, dan Amami yang dilengkapi dengan unit darat.  
Kami juga membentuk pasukan amfibi kami agar 
dapat melakukan operasi amfibi. Selain itu, kami telah 
mengembangkan kemampuan pertahanan kami untuk 
mendukung keberlanjutan dan logistik  
bagi unit-unit ini di kepulauan ini.

Dalam Pasukan Bela Diri Maritim, kapal perusak 
serbaguna terbesar, JS Izumo dan JS Kaga, akan 
dikonversi untuk memungkinkan pengerahan F-35B. 
Terkait Pasukan Bela Diri Udara, kami sedang memajukan 
program pengerahan F-35A dan B. Selain itu, untuk 
meningkatkan pertahanan rudal balistik, kami berencana 
untuk mengerahkan kapal yang mampu mengangkut 
sistem Aegis. 

Sehubungan dengan ranah baru, siber dan ruang 
angkasa, serta mengelola spektrum elektromagnetik, kami 
membentuk unit-unit baru. 

Apa pandangan Anda tentang keterlibatan militer  
asing di Asia Tenggara? 

Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk mewujudkan 
visi kami tentang Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, 
sangat penting untuk terlibat dengan Vietnam dan Filipina 
sebagai negara anggota ASEAN. Aliansi Jepang-A.S. sangat 

penting bagi kedua negara kami; akan tetapi, aliansi ini 
juga berfungsi sebagai inti bagi negara-negara anggota 
ASEAN lainnya untuk terlibat dalam konteks keterlibatan 
dan pelatihan multilateral guna meningkatkan kerja sama 
pertahanan di kawasan ini.

Jepang dikelilingi oleh lingkungan keamanan yang 
sangat berat. Dalam keadaan seperti itu, Jepang harus 
memperkuat postur dan kemampuan pertahanan kami 
sendiri. Setelah pemerintahan Presiden A.S. Joe Biden 
dimulai [pada tahun 2021], kita telah menyaksikan bahwa 
pertemuan tingkat menteri 2+2 pertama pemerintahan 
baru A.S. diselenggarakan di Jepang pada 16 Maret, dan 
sebulan kemudian, 16 April, Perdana Menteri Jepang saat 
itu Yoshihide Suga dan Presiden A.S. Joe Biden mengadakan 
pertemuan KTT tatap muka Jepang-A.S. di Washington, 
D.C. Melalui berbagai acara itu, Jepang dan A.S. menegaskan 
kembali aliansi kami sebagai landasan perdamaian, keamanan, 
dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. 

Sebagai aspek militer, kamilah yang membangun 
fondasi dan basis bagi nilai-nilai aliansi itu. Oleh karena 
itu, sangatlah penting untuk mengadakan pertemuan tatap 
muka secara langsung dengan rekan-rekan saya, yaitu 
Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark A. Milley, 
mantan Komandan USINDOPACOM Laksamana Philip 
S. Davidson, dan Komandan USINDOPACOM baru 
Laksamana John C. Aquilino usai pertemuan KTT dan 
tingkat menteri 2+2 Jepang-A.S. 

Sehubungan dengan mencapai visi Indo-Pasifik 
yang Bebas dan Terbuka, dunia saat ini sangat saling 
bergantung, dan tidak ada satu negara pun yang dapat 
mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan ini 
sendiri. Oleh karena itu, Jepang berkomitmen untuk 
mencapai visi itu melalui kerja sama dengan negara-
negara yang berpandangan serupa.  o
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PRESIDEN SURANGEL WHIPPS JR. 
MEMBAGIKAN PENDEKATANNYA 
TERHADAP KEAMANAN BAGI 
NEGARANYA DAN KAWASAN 
INDO-PASIFIK

JALAN PALAU
menuju kemakmuran
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Surangel Whipps Jr. dilantik sebagai presiden ke-10 Republik Palau pada 21 Januari 
2021, setelah menjabat sebagai senator selama dua periode. Sebagai pendukung 
pertumbuhan ekonomi, dia sebelumnya menjabat sebagai CEO dan presiden direktur salah 
satu perusahaan dengan pertumbuhan paling pesat di Palau, memimpin ekspansinya 
dari 50 karyawan menjadi lebih dari 600 karyawan. Prioritas kebijakannya termasuk 
mengembangkan peluang bagi semua warga Palau dan melindungi lingkungan untuk 
keberlanjutan jangka panjang bagi generasi mendatang. FORUM mewawancarai Presiden 
Surangel Whipps Jr. pada awal Agustus 2021 selama kunjungannya ke Komando Indo-
Pasifik A.S. (USINDOPACOM) di Hawaii untuk memberikan wawasan tentang tantangan 
ekonomi yang dihadapi negara kepulauan itu — khususnya di bawah tekanan pembatasan 
COVID-19 — meskipun negara itu telah mencapai tingkat vaksinasi lebih dari 99% untuk 
orang dewasa. Dia juga membahas kontribusi Palau untuk memelihara Indo-Pasifik yang 
Bebas dan Terbuka sembari memastikan Palau yang lebih aman dan stabil. 

Apa saja tantangan utama yang dihadapi Palau?
Perhatian saya selama ini adalah selalu untuk meningkatkan mata 
pencaharian warga Palau — benar-benar membantu mereka 
mencapai impian warga Palau di Palau. Salah satu masalah utama 
yang selalu mengganggu kami adalah [bahwa] karena perekonomian 
yang lemah, anak-anak kami pindah ke Amerika Serikat, sehingga 
sulit untuk membangun perekonomian yang kuat tempat mereka 
dapat diberdayakan dan menikmati Palau. Selama 25 tahun 
terakhir, saya akan mengatakan hampir setengah penduduk kami 
telah bermigrasi ke A.S. dan, pada saat yang sama, banyak warga 
asing pindah ke negara kami dan menggantikan penduduk asli 
Palau, sehingga memberikan banyak masalah, termasuk keamanan. 
Bagaimana negara ini bisa tetap menjadi Palau jika semua 
penduduknya merupakan warga asing?

Salah satu tantangan terbesar adalah kami merupakan 
perekonomian yang bergantung pada turis. Kami menghadapi 
tantangan sejak Tiongkok menutup aliran wisatawan [dengan 
melarang pariwisata Tiongkok ke Palau], tetapi sebagian besar 
perekonomian kami mengalami kemajuan. Tapi kemudian yang 
terjadi adalah karena perekonomian terus baik-baik saja, maka mitra 
kami tidak lagi menganggap Palau sebagai negara yang kurang 
berkembang, dan mereka mengatakan bahwa sekarang Anda tidak 
bisa mendapatkan hibah, jadi Anda perlu mendapatkan pinjaman. 
Jadi sekarang kami memiliki utang untuk saluran pembuangan 
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sedang menangkap ikan 
secara ilegal.
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kami, utang untuk kabel serat optik kami, sekarang 
utang untuk bertahan hidup melalui COVID-19, dan 
tantangan terbesar kami ke depan adalah bagaimana 
kami bisa melunasi utang yang menggunung? Bagaimana 
kami membangun perekonomian yang kuat dan beragam 
sehingga kami bisa mengurus rakyat kami dan tidak 
rentan terhadap pengaruh luar?

Beri tahu kami tentang pendekatan Anda untuk 
melestarikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka dalam 
hal vaksinasi COVID-19.
Kami merasa antusias bisa datang ke sini dan bertemu 
dengan Komandan USINDOPACOM Laksamana John 
Aquilino, melihat antusiasme dan nilai-nilai bersama yang 
kita pertahankan, dan mendiskusikan cara memelihara 
Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Kami memiliki 
kemampuan pertahanan, dan sekarang tentang bagaimana 
membangun perekonomian yang kuat dan stabil — dan 
membangun kembali dengan lebih baik. Jadi, kami sangat 
beruntung karena kami dianggap sebagai bagian dari 
tanah air A.S. (Perjanjian Asosiasi Bebas (Compact of 
Free Association) di antara Palau dan A.S. mulai berlaku 
pada 1 Oktober 1994.) Selama Operasi Warp Speed, 
Palau mendapatkan akses ke vaksin, sehingga kami 
dapat menerima vaksinasi pertama kami pada Januari 
2021. Duta Besar A.S. dan saya merupakan bagian dari 
kelompok pertama yang menerima vaksinasi pada hari 
pertama. Saya mengatakan kepadanya pada saat itu 
bahwa kita perlu pergi dan mendapatkan vaksinasi karena 
masyarakat perlu mengetahui arti penting vaksin dan, 
yang terpenting, memercayai vaksin. Karena jika Anda dan 
saya melakukannya, maka masyarakat tidak akan berpikir 
bahwa mereka menjadi kelinci percobaan atau menjadi 
subjek uji coba klinis. Ini merupakan beberapa kegaduhan 
yang terjadi di kalangan masyarakat.

Hal menguntungkan terkait upaya itu adalah, sebagai 
hasilnya, vaksin terus berdatangan. Sebuah tim dari 
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan 
A.S. turun untuk membantu proses vaksinasi. Ketika 
saya meninggalkan negara saya untuk datang ke sini 
pada awal Agustus, 99,7% penduduk orang dewasa 
telah divaksinasi. Sekarang lebih dari 70% dari total 
jumlah penduduk. Kemudian pada akhir Juli 2021, kami 
memulai vaksinasi pada kelompok usia 12 hingga 18 
tahun. Kami berharap jumlahnya menjadi lebih dari 80% 
dari total jumlah penduduk paling lambat pada akhir 
September 2021. Itu memungkinkan kami untuk perlahan 
membuka diri. Menjadi bebas COVID-19 juga memakan 
biaya. Perekonomian tidak berjalan jika tidak ada turis 
yang datang. Tapi … seharusnya bukan tentang uang, 
seharusnya tentang kesehatan masyarakat.

Kami terus sangat berhati-hati dan melakukan 
berbagai hal berdasarkan sains, jadi sekarang kami 
memiliki lagi penerbangan mingguan dari Guam. 
Sebelum COVID-19, kami memiliki penerbangan 
harian. Penerbangan mingguan bagus, dan kami 
berharap frekuensi penerbangan akan segera meningkat, 

semoga paling lambat saat Our Ocean Conference 
pada awal tahun 2022, ketika Palau mendapatkan 
kehormatan menjadi tuan rumah sebagai mitra dengan 
A.S. Ini merupakan konferensi besar tentang perubahan 
iklim, kawasan lindung laut, perikanan berkelanjutan, 
perekonomian kelautan — itulah topik yang akan kita 
bicarakan dan semoga utusan khusus iklim A.S. John 
Kerry dapat bergabung dengan kami di Palau untuk 
mengikuti konferensi itu. Ini merupakan kesempatan bagi 
kita untuk menunjukkan dampak perubahan iklim, untuk 
menunjukkan bagaimana kita dapat bekerja bersama-sama 
sebagai negara-negara samudra yang luas, dan, mudah-
mudahan, banyak pemimpin Pasifik akan hadir di sana. 
Kami melakukan bagian kami, dan kami membutuhkan 
mitra kami untuk melakukan bagian mereka, sehingga 
kita semua dapat bekerja bersama-sama untuk menjaga 
kelestarian planet kita.

Bagaimana Palau memerangi penangkapan ikan ilegal, 
tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU)?  
Palau tidak bisa mengurus penangkapan ikan IUU 
sendirian. Kami memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) 
yang luas, lebih dari 1,6 juta kilometer persegi, dan 
kami memiliki perekonomian kecil dan terbatas untuk 
mendukungnya. Itulah mengapa kemitraan sangat 
penting. Kehadiran Pasukan Penjaga Pantai A.S. dan 
Angkatan Laut A.S. merupakan kunci untuk melakukan 
penangkalan. Teman-teman kami dari Australia telah 
memberi kami perahu patroli baru setelah perahu yang 
mereka sediakan sebelumnya sudah dipensiunkan, dan 
itu merupakan bagian penting dari kemampuan kami. 
Kami memiliki satu perahu lagi yang disumbangkan 
oleh Yayasan Nippon Jepang. Semua perahu patroli ini 
dioperasikan oleh kru warga Palau. 

Kami juga telah meningkatkan kemampuan satelit 
dan pengawasan udara melalui beberapa program dengan 
USINDOPACOM, yang memberikan kami gambaran 
visual tentang apa yang terjadi di Palau. Penangkapan 
ikan IUU terjadi, sebagian, karena kami memiliki kawasan 
lindung yang luas, sehingga orang-orang mengira 
tidak ada yang menangkap ikan di sana, jadi mengapa 
tidak menangkap ikan di daerah yang dilindungi? 
Itulah tantangan kami. Kami harus lebih efektif dalam 
menangkalnya. Ada program yang disebut Sea Dragon, 
yang menempatkan aset udara untuk mengawasi daerah 
itu. Kami juga sedang berupaya menambah drone dan 
satelit tambahan. Tapi satelit mendeteksi [kapal] yang 
menyalakan sistem identifikasi otomatis mereka. Jika tidak 
menyalakan sistem itu, bagaimana Anda tahu mereka ada 
di sana? Biasanya mereka yang ilegal tidak menyalakan 
apa pun. Anda harus pergi keluar dan melihat mereka. 
Anda tidak dapat terus-menerus mengusir mereka, tetapi 
menurut saya dengan semua mitra yang kami miliki, 
kami pastinya telah menguranginya secara signifikan dan 
mempersulit aktivitas penangkapan ikan ilegal. 

Pada Desember 2020, ada kapal penangkap ikan 
Tiongkok yang terjebak di dalam salah satu terumbu 
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Seorang pejabat Badan 
Pengawasan Maritim 
Palau menunjukkan 
seekor lobster yang 
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ilegal di perairan Palau 
dekat Koror. 
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karang kami. Anak buah kapalnya menawarkan suap dan 
berusaha menghindari hukuman. Tapi petugas penjaga 
taman nasional kami melaporkan mereka, dan ... perahu 
patroli kami, bersama dengan Pasukan Penjaga Pantai 
A.S., menangkap mereka dan membawa mereka kembali 
ke Koror. Kami menghubungi pemerintah Tiongkok dan 
mereka mengatakan, “Kami sama sekali tidak mengetahui 
keberadaan mereka. Mereka harus bertanggung jawab atas 
diri mereka sendiri,” sehingga menyulitkan kami karena 
sekarang kami perlu memberi makan dan menampung 
anak buah kapal itu. Pada umumnya, kasus penangkapan 
ikan IUU ini … pada akhirnya menjadi beban bagi kami 
setelah kami menangkapnya.

Beberapa tahun lalu, setelah perahu-perahu Vietnam 
tertangkap melakukan penangkapan ikan IUU, mantan 
presiden kami memutuskan untuk memulangkan para 
pelanggar di atas satu perahu dan membakar tiga perahu 
lainnya. Kami belum pernah menjumpai perahu Vietnam 
sejak saat itu. 

Kami hanya menangani beberapa kasus sekarang, 
tetapi kasus yang kami tangani sekarang mengkhawatirkan 
karena kami tidak hanya khawatir dengan penangkapan 
ikan IUU tetapi juga dengan perdagangan manusia dan 
narkoba. Kolaborasi dan kerja sama sangat penting dalam 
menjaga ZEE kami.

Bagaimana larangan penangkapan ikan komersial Palau 
yang diberlakukan pada tahun 2020 berkontribusi untuk 
melindungi sumber daya nasional? 
Berdasarkan undang-undang cagar alam saat ini, 
80% ZEE kami merupakan kawasan konservasi, dan 
penangkapan ikan hanya diperbolehkan di 20% sisanya. 
Itu benar-benar didasarkan pada konsep “bul” yang dianut 
oleh warga Palau. Bul merupakan waktu ketika para 
kepala suku warga Palau berkumpul dan memutuskan 
bahwa kami akan membagi sebagian wilayah terumbu 
karang sebagai zona larangan penangkapan ikan selama 
jangka waktu tertentu untuk memungkinkannya 
beregenerasi. Ini benar-benar tentang pemanfaatan 
berkelanjutan bagi masyarakat. Ini merupakan konsep 
yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun dan, dengan 
penangkapan ikan berlebihan, inilah saatnya untuk 
melihat kembali hal ini untuk menentukan bagaimana 
kami membuat industri perikanan lebih berpihak pada 
warga lokal dan mendorong partisipasi lebih besar dalam 
konservasi. Ini tentang menggunakan sumber daya itu 
untuk membantu rakyat kami dengan sebaik-baiknya.

Bagaimana Palau bekerja sama dengan negara 
kepulauan Pasifik lainnya?
Kerja sama dengan negara kepulauan lainnya sangat 
penting. Kami merupakan negara yang berada di ujung 
paling barat, dan jika ada yang akan terkena serangan, 
kamilah yang akan mengalaminya terlebih dulu. Jadi 
bersama-sama kami bisa berfungsi sebagai rantai 
pertahanan. Para penyusup, nelayan ilegal, dan pelaku 
perdagangan ilegal harus melewati perairan kami sebelum 

mereka sampai ke negara-negara tetangga kami. Daerah 
perlindungan laut ini penting untuk dimiliki. Kami juga 
menjalankan fungsi penangkalan, karena kami dapat 
menangkap perahu-perahu yang tidak memiliki izin di 
sana sebelum mereka masuk lebih dalam ke kawasan ini.

Salah satu program yang dilakukan Palau dan 
negara-negara Mikronesia beberapa tahun lalu adalah 
memelihara kawasan lindung laut sebesar 30%. Di Palau, 
kami memiliki lokasi jaringan kawasan lindung di daerah 
dekat pantai. Sekitar 30% di antaranya merupakan 
daerah konservasi, dan kami memiliki penjaga taman 
nasional yang melindungi daerah itu. Idenya adalah untuk 
memberikan efek limpahan ke daerah lainnya. Ini terbukti 
efektif dan merupakan inisiatif yang telah kami lakukan 
secara bersama-sama dengan sekutu Mikronesia kami 
— Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, Negara 
Federasi Mikronesia, Guam, dan Kepulauan Marshall. 
Penting bagi kami untuk melakukan inisiatif itu tetapi 
juga untuk berbagi informasi guna melihat bagaimana 
kami dapat melakukan sesuatu dengan lebih efektif. 
Bagi kami, yang penting adalah bagaimana kami dapat 
memelihara ZEE kami yang luas secara efektif. Bagaimana 
kami memastikan bahwa kami memiliki penggunaan yang 
berkelanjutan? Mungkin kami harus mempertimbangkan 
agar kami semua menetapkan suatu daerah — mungkin 
bukan 80% tetapi daerah yang kami semua setujui, 
mungkin 30% seperti yang kami lakukan untuk daerah 
di dekat pantai — yang menjadi komitmen kami semua 
untuk melestarikan wilayah kami, memastikan kami tidak 
menangkap ikan secara berlebihan, sumber daya kami 
berkelanjutan dan dilindungi bagi generasi mendatang.

Semoga Our Ocean Conference akan merangsang 
diskusi itu dan menghasilkan komitmen karena ini 
semua tentang komitmen. Bagaimana cara kita membuat 
pemimpin lain berkomitmen pada program yang efektif? 
Kita dapat melakukan bagian kita untuk menjaga dunia 
kita tetap aman dan melindungi sumber daya penting kita, 
sehingga anak-anak kita tidak hanya perlu membacanya di 
majalah atau menggalinya seperti fosil, seperti dinosaurus.

Apakah ada masalah lain yang ingin Anda soroti?
Kemitraan kami dengan Amerika Serikat sangat penting. 
Negara-negara lainnya yang berasosiasi secara bebas 
[Kepulauan Marshall dan Mikronesia] merupakan bagian 
penting dari kemitraan itu. Kami merupakan bagian dari 
tanah air A.S. sehubungan dengan keamanan. Tantangan 
terbesar kami ke depan adalah menemukan cara untuk 
membangun perekonomian yang kuat. Salah satu hal 
yang sedang kami jalani sekarang adalah peninjauan 
kembali perjanjian kami dengan A.S., Compact Review 
Agreement, dan menurut saya itu merupakan mekanisme 
penting untuk dapat membangun kemampuan itu dan 
perekonomian lebih kuat yang benar-benar menyediakan 
ketenangan pikiran. Membuat warga Palau tetap berada 
di Palau merupakan ketenangan pikiran bagi saya. Itu 
melihat Palau seperti Hawaii atau Guam, melakukan 
upaya yang sama untuk membangun peluang yang sama, 
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sehingga warga Palau akan ingin tinggal di Palau. 
Dan ini tentang mendorong investasi A.S. Kami 

sangat dekat dengan Asia. Mungkin alih-alih hanya 
mengandalkan Singapura sebagai pusat kegiatan 
perekonomian, barangkali negara-negara lain bisa 
melihat Palau sebagai pusat kegiatan perekonomian. 
Hanya untuk menyebarkan sebagian pertumbuhan 
di daerah ini. Atau jika Anda berada di Hong Kong 
sebagai bisnis A.S., pikirkan Palau sebagai pusat kegiatan 
perekonomian. Palau memiliki kesempatan — karena 
kami memiliki kendali atas perbatasan kami, lebih 
mudah bagi orang-orang untuk masuk dan keluar. Kami 
memiliki peluang untuk membangun kemitraan yang 
lebih kuat. Kami juga ingin melihat hotel A.S. di Palau. 

Seberapa penting pelatihan militer A.S. di Palau?
Kehadiran merupakan penangkalan, jadi ada baiknya 
melakukan pelatihan di Palau. Manfaat sampingannya 
adalah manfaat ekonomi. Dengan adanya militer di 
sana, mereka membelanjakan uang di restoran, hotel, 
dan pelayanan yang mereka butuhkan. Apalagi sekarang 
ketika kami tidak memiliki turis karena COVID-19, 
ini sungguh sangat berharga, dan kami ingin melihat 
lebih banyak lagi! Kami menyambutnya. Ada banyak 
infrastruktur yang dibutuhkan militer dan yang juga 
dapat dimanfaatkan Palau — apakah itu landasan 
pacu baru, landasan pacu yang diperluas, fasilitas 
pelabuhan, jalan — semuanya membantu kami secara 
lokal tetapi juga memajukan kemampuan militer 
A.S. Itu merupakan bagian dari kemitraan yang kami 
bicarakan tentang bagaimana kami saling membantu. 
Ada landasan udara lama peninggalan Perang Dunia 
II yang tersisa hingga hari ini, termasuk tiga landasan 
udara yang dibangun oleh Jepang. Jika Anda melihat 
bagaimana Jepang membentengi pulau-pulau itu, 
Anda dapat memahami alasannya. Lokasi kami sangat 
dekat dengan Asia, dengan pulau paling selatan kami 
kurang dari 240 kilometer dari Indonesia. Semua 

pulau-pulau kecil itu memiliki benteng di atasnya. A.S. 
sekarang membantu menempatkan sistem pengawasan 
di pulau-pulau itu. Dilanjutkannya upaya memperluas 
kemampuan dengan meningkatkan landasan udara kecil 
dan tempat pendaratan helikopter juga akan memberi 
kami kemampuan tambahan untuk menyelamatkan 
masyarakat. Salah satu perbaikan yang dilakukan 
adalah penambahan lampu di landasan udara, sehingga 
pesawat terbang bisa mendarat di malam hari untuk 
mengevakuasi pasien yang sakit, misalnya. Itu hanyalah 
cara lain dalam melakukan kerja sama dan kolaborasi.

Apa ancaman keamanan jangka panjang utama Palau?
Ancaman ekonomi merupakan masalah keamanan utama 
Palau karena kami rentan, terutama mengingat tingginya 
utang kami dan kebutuhan untuk mengurus rakyat 
kami. Kadang-kadang, pimpinan kami mungkin terpaksa 
membuat keputusan, baik tentang peluang investasi 
atau aktivitas lain, yang mungkin bukan yang terbaik, 
tetapi karena adanya daya pikat, karena adanya uang 
yang tersedia, yang mungkin meningkatkan basis pajak 
kami. Mereka mungkin memutuskan untuk mengambil 
tindakan ini meskipun hal itu mungkin bukan demi 
kepentingan terbaik rakyat kami dalam jangka panjang. 
Dilema ekonomi ini terus menjadi ancaman. Kami 
harus menemukan cara untuk membangun, membangun 
kembali dengan lebih baik, terutama setelah COVID-19, 
agar kami tidak jatuh ke dalam perangkap utang itu.  

Selama 77 tahun terakhir, sejak Marinir A.S. 
pertama kalinya mendarat di Angaur dan Peleliu pada 
tahun 1944, menurut saya hubungan di antara Palau 
dan A.S. telah kuat dan terus menjadi lebih kuat. 
Kadang-kadang, kami mungkin dilupakan karena 
begitu jauhnya lokasi kami, tetapi senang bisa melihat 
adanya ketertarikan pada diri kami dan mengingat 
bahwa kita ini penting bagi satu sama lain. Kita saling 
membutuhkan! Ini semua tentang kemitraan dan 
bagaimana kita bisa menang bersama-sama.  o

Presiden Palau 
Surangel Whipps 
Jr., kiri, bertemu 
dengan Menteri 
Luar Negeri A.S. 
Antony Blinken di 
Departemen Luar 
Negeri A.S. di 
Washington pada 
Agustus 2021.
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Militer Indo-Pasifik menyediakan lini 
pertahanan pertama dalam pertempuran COVID-19

STAF FORUM

Virus
MENAKLUKKAN

K
isah tentang bagaimana Selandia Baru menang 
dalam “menghancurkan kurva” dan menghentikan 
laju berjangkitnya virus korona di dalam negeri 
dapat ditelusuri, sebagian, ke langkah penting yang 
diambil segera setelah kasus COVID-19 pertama 

di negara itu dikonfirmasi pada akhir Februari 2020. 
Menjelang datangnya bulan April, Pasukan Pertahanan 
Selandia Baru (New Zealand Defence Force - NZDF) 
telah bergabung dalam pertempuran melawan pandemi, 
dengan lebih dari 700 personel mendukung otoritas lokal 
dan nasional dengan menyediakan logistik, intelijen, 
perencanaan strategis, dan koordinasi operasional dalam 
masa permulaan berjangkitnya pandemi. 

Upaya itu terbukti menjadi serangkaian langkah awal 
yang sukses dalam pertempuran Selandia Baru melawan 
COVID-19 — kampanye berkelanjutan yang telah meraih 
pengakuan dunia atas tindakan cepat dan tegas negara 
itu — dan berfungsi sebagai ilustrasi cerah mengenai 
sentralitas militer dalam respons di seluruh kalangan 
pemerintah yang dianggap penting guna menaklukkan 
musuh yang tak kenal lelah dan mematikan. Empat 
belas bulan setelah virus korona melanda di sana, negara 
kepulauan berpenduduk 5 juta jiwa itu hanya mencatat 
2.500 kasus dan hampir dua lusin kematian.

Selama waktu itu, respons NZDF terhadap krisis 
kesehatan masyarakat tumbuh dalam skala dan ruang 
lingkup yang mencakup: mendukung aparat kepolisian 
dengan mendirikan pos pemeriksaan kendaraan; 
membantu pengadaan alat pelindung diri dan 
manajemen rantai pasokan; mengoperasikan fasilitas; dan 
merencanakan pemberian vaksinasi. Aset respons dan 
patroli maritim Angkatan Laut Selandia Baru mendukung 
Layanan Bea Cukai Selandia Baru dalam mengamankan 

dan memantau pelabuhan secara nasional, dan Brigjen 
Angkatan Darat Selandia Baru Jim Bliss diperbantukan 
untuk memimpin program isolasi dan karantina yang 
dikelola negara itu.

Di sepanjang upaya itu, NZDF telah menyeimbangkan 
kontribusi pandeminya dengan tugasnya untuk 
melindungi negara, serta dengan aktivitas pembentukan 
pasukannya, pengerahan operasional yang diamanatkan, 
kewajiban pelatihan, dan bantuan tambahan kepada 
otoritas sipil. “Terlepas dari tingkat kewaspadaan, kami 
terus memainkan peran kami dalam semua respons 
pemerintah sembari memelihara komitmen operasional 
dan tanggung jawab normal kami,” tulis situs web 
NZDF. “Kami terstruktur, diperlengkapi, dan dilatih 
untuk menghadapi berbagai kemungkinan krisis, dan 
kesiapsiagaan inilah yang membuat kami mengisi berbagai 
peran sebagai bagian dari respons COVID-19.”

TANTANGAN GENERASI
Pasukan militer tidak asing dengan epidemi. Di Kuba, 
selama Perang Spanyol-Amerika tahun 1898, demam 
kuning dan penyakit menular lainnya membunuh lebih 
banyak Prajurit Amerika Serikat daripada mereka yang 
gugur dalam pertempuran. Dua tahun kemudian, Kepala 
Korps Kesehatan Masyarakat Angkatan Darat A.S. 
membentuk Komisi Demam Kuning Angkatan Darat 
A.S. untuk mempelajari penyebab dan pencegahan 
penyakit itu. Dipimpin oleh Korps Medis Angkatan 
Darat A.S. Mayor Walter Reed, komisi itu menetapkan 
bahwa demam kuning ditularkan melalui nyamuk, alih-
alih disebarkan oleh sanitasi yang buruk. Penemuan itu 
membantu Angkatan Darat A.S. membasmi penyakit itu 
sebagai ancaman dalam konflik di masa depan. 
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Seorang Prajurit Angkatan Darat Thailand mendesinfeksi ruang kelas di sebuah sekolah di Bangkok. Di seluruh 
Indo-Pasifik, militer memainkan peran sentral dalam pertempuran melawan pandemi COVID-19.  THE ASSOCIATED PRESS

Akan tetapi sejak virus korona pertama kalinya 
terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019, 
pandemi ini telah menimbulkan tantangan generasi 
yang jarang terlihat sebelumnya, membebani sumber 
daya dan kesabaran penduduk planet ini. Hingga akhir 
November 2021, ada lebih dari 260 juta kasus secara 
global, termasuk 5,2 juta nyawa yang hilang, demikian 
menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan 
perekonomian nasional mengalami guncangan hebat 
akibat diberlakukannya penutupan akses menyeluruh dan 
hilangnya lapangan kerja. Jika kesulitan merupakan ujian 
karakter, maka pandemi telah mengungkapkan banyak hal, 
menghilangkan ilusi yang tersisa tentang motif beberapa 
rezim otoriter dunia.

Hampir dua tahun kemudian, dunia telah menyaksikan 
upaya inspiratif, mulai dari pekerjaan luar biasa komunitas 
sains untuk mengecoh virus itu hingga kontribusi 
gabungan dari sekutu dan mitra dalam memberikan 
perawatan, peralatan, dan harapan kepada komunitas 
yang rentan. Kita juga telah melihat berbagai tindakan 
yang sangat mengganggu, tetapi tidak ada yang lebih 
mengganggu dari penyembunyian informasi yang 
berpotensi menyelamatkan nyawa yang dilakukan oleh 
Partai Komunis Tiongkok (PKT), sebuah penyembunyian 
informasi yang dimulai pada awal berjangkitnya 
pandemi dan berlanjut bahkan ketika para ilmuwan 
WHO mengunjungi Wuhan pada Februari 2021 untuk 
menyelidiki asal-usul virus.

Di seluruh Indo-Pasifik, pasukan militer telah bekerja 
sama dengan lembaga sipil, lembaga swadaya masyarakat, 
dan perusahaan swasta untuk memerangi COVID-19 
di berbagai front secara bersamaan, sembari menjaga 
kesehatan anggota militer mereka sendiri dan keluarga 
mereka. “Pada tingkat paling dasar, militer memiliki 
jaringan komando nasional dan merupakan kumpulan 
tenaga kerja yang memiliki disiplin, termasuk pasukan 
cadangan, yang dapat dikerahkan dalam waktu yang 
relatif singkat untuk melengkapi layanan garis depan sipil 
selama keadaan darurat nasional,” demikian menurut 
Euan Graham, seorang peneliti senior bidang keamanan 
Asia-Pasifik di International Institute for Strategic 
Studies. “Beberapa angkatan bersenjata telah memperoleh 
pengalaman substansial dalam perencanaan krisis dan 
tanggap darurat, termasuk selama epidemi sebelumnya, di 
dalam atau di luar negeri.

“Sebagian besar militer dapat menawarkan dukungan 
logistik, termasuk transportasi, serta staf medis dan 
infrastruktur,” tulis Euan Graham dalam analisis pada 
April 2020 di situs web wadah pemikir itu. “Angkatan 
bersenjata yang berkemampuan lebih tinggi memiliki 
pengetahuan khusus dalam epidemiologi dan virologi, 
serta kemampuan perlindungan diri yang dikembangkan 
untuk perang biologis dan kimia.”

Beberapa contoh kontribusi pasukan militer dan badan 
pertahanan sipil Indo-Pasifik: 
• Di Australia, para insinyur dan peneliti di Ilmu 
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Seorang perwira Angkatan Darat India memberikan 
penghormatan kepada staf perawatan kesehatan dan pekerja 
garis depan lainnya di sebuah rumah sakit di Amritsar, India.
AFP/GETTY IMAGES

Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan (Defence 
Science and Technology - DST), bagian dari 
Departemen Pertahanan, menggunakan pencetakan 
3D untuk merancang pelindung wajah bagi tenaga 
perawatan kesehatan, melaksanakan konsep awal 
hingga kemampuan produksi massal hanya dalam tiga 
minggu. DST mengirim prototipe ke rumah sakit 
guna menjalani pengujian dan menyewa kontraktor 
terakreditasi militer untuk memproduksi pelindung 
wajah, yang mudah didesinfeksi dan digunakan 
kembali. “Kami sering kali perlu menanggapi dengan 
cepat tantangan pertahanan dan keamanan nasional 
dengan menghasilkan solusi teknik, dan kami telah 
menggunakan pendekatan yang sama untuk membantu 
mendapatkan peralatan pelindung bagi staf perawatan 
kesehatan garis depan,” ungkap pemimpin program 
DST Ben Barona dalam sebuah artikel di situs web 
Departemen Pertahanan.

• Pada Mei 2021, ketika India berjuang melawan 
lonjakan dahsyat kasus COVID-19, Angkatan 
Bersenjata negara itu berada di garis depan upaya 
bantuan. Angkatan Udara dan Angkatan Laut India 
mengangkut pasokan oksigen dan peralatan medis 
penting, termasuk sumbangan dari seluruh dunia. 
Angkatan Darat India dan Organisasi Penelitian dan 
Pengembangan Pertahanan membuka rumah sakit bagi 
warga sipil, dengan perawat, dokter, dan staf lain yang 
ditugaskan dari Direktorat Jenderal Layanan Medis 
Angkatan Bersenjata. “Masyarakat memiliki keyakinan 
dan kepercayaan besar pada kemampuan Angkatan 
Bersenjata,” tulis Menteri Pertahanan Rajnath Singh 
dalam sebuah postingan blog. “Saat seluruh India 
bersatu dalam perjuangan melawan gelombang pandemi 
saat ini, Angkatan Bersenjata bekerja lebih keras agar 
bangsa ini muncul sebagai pemenang.” 

• Mulai awal tahun 2020, Pasukan Bela Diri Jepang 
(Japan Self-Defense Forces - JSDF) memberikan 
bantuan transportasi dan karantina bagi warga negara 
Jepang yang kembali dari luar negeri dan pelaku 

perjalanan asing, termasuk hampir 3.000 penumpang 
kapal pesiar setelah berjangkitnya wabah virus korona 
di atas kapal pesiar Diamond Princess, demikian 
menurut Kementerian Pertahanan Jepang. Personel 
JSDF juga melatih anggota staf dari perusahaan swasta 
dan pemerintah daerah tentang penggunaan pakaian 
pelindung. Pada akhir Mei 2021, JSDF dikerahkan 
untuk mendukung kampanye vaksinasi massal negara 
itu, dengan petugas medis dan perawat memberikan 
vaksin di Osaka dan Tokyo, demikian yang dilaporkan 
Nikkei Asia. “Saya lega setelah melihat vaksinasi 
dilakukan dengan tertib dan terorganisasi seperti yang 
diharapkan Pasukan Bela Diri Jepang,” ungkap Perdana 
Menteri Jepang saat itu Yoshihide Suga.

• Sebagai negara terpadat ketiga di dunia, dengan 8.000 
orang per kilometer persegi, serta pusat perdagangan 
dan transportasi global, Singapura menghadapi 
tantangan berat dalam mencegah penularan massal 
di antara 5,7 juta penduduknya. Dalam beberapa hari 
setelah negara pulau itu mencatat kasus virus korona 
pertamanya pada akhir Januari 2020, sekitar 1.500 
personel Angkatan Bersenjata Singapura (Singapore 
Armed Forces - SAF) mendistribusikan masker 
kepada publik, memantau pelaku perjalanan udara, 
dan melakukan panggilan pelacakan kontak. SAF 
menggunakan taktik yang diasah selama berjangkitnya 
wabah sindrom pernapasan akut berat (severe acute 
respiratory syndrome - SARS) di Indo-Pasifik pada 
tahun 2003. “Pengerahan SAF bukan hanya tentang 
komitmen pemerintah dalam mengatasi kontingensi; 
dengan melibatkan warga Singapura sehari-hari melalui 
SAF yang sebagian besar beranggotakan prajurit wajib 
militer, ini juga menyampaikan pesan bahwa seluruh 
bangsa bersatu dalam mengatasi kesulitan bersama,” 
tulis Vivian Ng, purnawirawan perwira Angkatan Laut 
Republik Singapura, di majalah berita online The 
Diplomat pada Maret 2020.

• Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menetapkan 
semua rumah sakit militer sebagai fasilitas perawatan 
kesehatan dan pengujian bagi pasien COVID-19 
serta mendirikan hampir 1.200 tempat penampungan 
karantina di sembilan kamp militer di pulau itu. 
Sementara itu, lebih dari 70.000 prajurit dikerahkan 
untuk membantu memasok masker wajah, dan satuan 
tugas kimia yang berjumlah hampir 1.500 personel 
mendesinfeksi penerbangan masuk. Meskipun pada saat 
yang secara bersamaan pihaknya menangani semakin 
agresifnya aktivitas Tentara Pembebasan Rakyat PKT, 
pulau demokrasi itu telah “memperlakukan perjuangan 
melawan virus sebagai perang nyata,” demikian menurut 
Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan.

• Angkatan Bersenjata Thailand mendirikan lebih dari 
selusin rumah sakit lapangan di berbagai penjuru 
negara itu, dengan ribuan tempat tidur bagi pasien virus 
korona, demikian yang dilaporkan surat kabar Bangkok 
Post pada April 2021.

• Angkatan Bersenjata A.S. telah memainkan peran 
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Seorang anggota Pasukan Pertahanan Australia membantu 
kedatangan penumpang di Bandara Perth. Militer di seluruh 
kawasan Indo-Pasifik telah berkontribusi pada tindakan 
pengendalian perbatasan di tengah penutupan akses 
menyeluruh dan karantina nasional.  GETTY IMAGES

integral di setiap tahap kampanye mitigasi pandemi 
negara itu, mulai dari meneliti vaksin potensial hingga 
memberikan vaksinasi, sementara itu juga mendukung 
mitra dan sekutu di seluruh dunia dengan keahlian, 
personel, peralatan, transportasi, dan banyak lagi. 
Jenderal Angkatan Darat A.S. Gustave F. Perna 
ditunjuk sebagai chief operating officer untuk Operasi 
Warp Speed, inisiatif swasta-publik A.S. untuk 
mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan 
diagnostik, terapi, dan vaksin COVID-19. “Saya telah 
berbicara dengan beberapa pejabat lokal dan kepala 
badan sipil kami, dan mereka memberi tahu saya bahwa 
[apa] yang dibawa militer ke dalam upaya ini adalah 
disiplin, keterampilan organisasi, dan efektivitas,” 
ungkap Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin kepada 
prajurit dinas aktif dan pasukan Garda Nasional 
yang mengoperasikan pusat vaksinasi besar-besaran 
di California pada Februari 2021. “Mereka terkesan 
dengan fakta bahwa, setiap hari, prajurit kita melihat 
berbagai hal dan berusaha untuk menjadi lebih baik. 
Mereka tahu baik saja masih belum cukup baik.”

MENERIMA REALITAS BARU 
Seperti yang terjadi pada sebagian besar masyarakat sipil, 
ranah virtual telah menjadi realitas baru bagi pasukan 
militer, ketika pembatasan perjalanan akibat berjangkitnya 
pandemi dan karantina mengakibatkan berbagai fungsi 
seperti perekrutan, pelatihan, dan perencanaan mengalami 
pergeseran besar ke format jarak jauh. Sekutu dan mitra 
Indo-Pasifik dengan cepat mengubah acara dan latihan 
bilateral dan multilateral yang sudah berjalan lama 
untuk menyambut era digital. Pada Juni 2020, dengan 
sebagian besar dunia masih mengalami penutupan akses 
menyeluruh, Angkatan Udara Thailand dan Angkatan 
Udara A.S. di Pasifik serta Garda Nasional Udara 
Washington mengadakan Airman-to-Airman Talks 
tahunan melalui konferensi video — yang baru pertama 
kalinya dilakukan dalam diskusi kerja sama selama tujuh 
tahun. “Terlepas dari segala sesuatu yang terjadi di dunia 
kita, fakta bahwa kita mengadakan Airman-to-Airman 
Talks virtual ini menyoroti arti penting hubungan di 
antara Kerajaan Thailand dan Amerika Serikat,” ungkap 
Marsekal Pertama Gent Welsh, komandan Garda 
Nasional Udara Washington.

Bahkan dengan perluasan aktivitas militer melalui 
tatap muka secara langsung dengan pembatasan jarak 
sosial, masker, dan tindakan pencegahan lainnya, evolusi 
operasi sehari-hari akan tetap berlangsung saat pandemi 
meninggalkan jejak abadi di dunia ini. 

“Terlepas dari ketersediaan vaksin, pembatasan 
[COVID-19] akan tetap bersama kita untuk sementara 
waktu, menghalangi kembalinya ke aktivitas pelatihan 
berskala besar, dan mencegah perjalanan internasional 
guna melakukan latihan dengan sekutu dan mitra,” tulis 
Tony McCormack, seorang veteran Angkatan Udara 
Australia dan peneliti di Australian Strategic Policy 
Institute, dalam artikel pada Februari 2021 untuk 

publikasi online wadah pemikir The Strategist. “Investasi 
yang lebih besar diperlukan dalam pendekatan alternatif 
yang memanfaatkan tren yang muncul dalam simulasi 
untuk memperbaiki kekurangan yang akan dihasilkan oleh 
pengurangan pelatihan.”

Sementara itu, komunitas medis militer membedah 
pengalaman pandemi, menggunakan analitik dan 
pemodelan data untuk memandu cara pasukan tempur dan 
penduduk sipil dapat dilindungi dalam beberapa tahun 
mendatang. 

“Kami tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung 
atau seperti apa krisis berikutnya,” ungkap Sersan Mayor 
Angkatan Udara A.S. Sheryl Green, manajer lapangan 
karier kesehatan masyarakat, dalam artikel pada April 
2021 di situs web Sistem Kesehatan Militer A.S. “Kami 
tentunya pernah menangani wabah sebelumnya — Ebola, 
Zika, H1N1 — tetapi penyakit berjenis pandemi besar apa 
yang akan terjadi selanjutnya? Berdasarkan pengalaman 
yang diperoleh semua profesional kesehatan masyarakat 
kami selama setahun terakhir, mereka akan benar-benar 
siap untuk menghadapi apa pun yang akan terjadi di masa 
depan.”

Ini hanyalah salah satu dari berbagai rangkaian 
tantangan, mulai dari perlindungan pasukan hingga 
kesiapan tempur, ketika angkatan bersenjata di seluruh 
Indo-Pasifik terus berjuang keras hampir selama dua 
tahun dalam krisis kesehatan global — sebuah misi 
yang dapat dibandingkan dengan “membuat pesawat jet 
tempur sembari menerbangkannya.” Akan tetapi, seperti 
di Selandia Baru, peran sentral militer dalam respons 
pandemi di seluruh kalangan pemerintah telah menyoroti 
kemampuannya untuk beradaptasi dan berevolusi secara 
aktual. Adam Saxton dan Mark F. Cancian dari Center for 
Strategic and International Studies menulis pada Februari 
2021 bahwa adaptasi semacam itu telah memastikan 
bahwa “pengerahan, pelatihan, dan pergerakan personel 
telah dapat dimulai kembali tanpa runtuhnya kesiapan, 
perpecahan aliansi, atau memberanikan lawan.”  o
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Sersan Satu Angkatan Darat Korea Selatan Im Hyeon-jin telah mencatat ribuan jam terbang 
sebagai pengemudi tank sejak tahun 2018 dan berharap dapat menjadi teladan bagi para 
pemimpin perempuan lainnya di militer.  ANGKATAN DARAT KOREA SELATAN

JAJARAN
KEANEKARAGAMAN GENDER DAN GAJI 

LEBIH TINGGI MEMBUAHKAN HASIL 
BAGI MILITER KOREA SELATAN

MEMPERKUAT

FELIX KIM

S
aat Im Hyeon-jin mengikat helmnya untuk menaiki tank tempur K1A2, dia 
melambangkan gelombang kemajuan yang melanda Angkatan Bersenjata 
Korea Selatan.

Im Hyeon-jin yang berusia 27 tahun itu, yang baru-baru ini 
dipromosikan menjadi sersan satu, menjadi perempuan pertama yang mengendarai 
K1A2 dan telah mencatat ribuan jam terbang sebagai pengemudi tank sejak 
tahun 2018, demikian yang dilaporkan Angkatan Darat Korea Selatan. “Sasaran 
utama saya adalah menjadi komandan tank yang hebat, dan saya merasa dapat 
melakukan pekerjaan itu,” ungkap Im Hyeon-jin kepada Arirang News, jaringan TV 
Korea Selatan. “Saya juga akan mencoba menjadi teladan yang baik bagi Prajurit 
perempuan masa depan.”
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Letnan Kolonel Angkatan Laut Hong Yoo-jin pada Desember 2020 menjadi perempuan 
pertama yang memimpin kapal tempur di Korea Selatan.  ANGKATAN LAUT KOREA SELATAN

Dia bergabung dengan semakin banyaknya perempuan 
yang kariernya semakin meningkat dalam jajaran militer 
Korea Selatan ketika reformasi pertahanan menargetkan 
keanekaragaman gender dan peningkatan kondisi 
kehidupan bagi prajurit wajib militer. Sasarannya adalah 
untuk menghargai hak asasi manusia sembari memelihara 
penangkalan yang kuat terhadap ancaman yang selalu ada 
dari Korea Utara yang memiliki persenjataan nuklir.

Daftar perempuan dalam posisi kepemimpinan 
di militer Korea Selatan mencakup Letnan Kolonel 
Angkatan Laut Hong Yoo-jin, yang ditugaskan untuk 
memimpin kapal tempur yang beroperasi di dekat 
perbatasan maritim antar-Korea pada Desember 2020. 
Hong Yoo-jin menjadi kapten perempuan pertama di 
negara itu untuk kapal semacam itu, demikian menurut 
Angkatan Laut Korea Selatan. Kapal Hong Yoo-jin, 
ROKS Wonju, adalah bagian dari Skuadron Tempur 
ke-12, Komando Armada Pertama. Kapal korvet kelas 
Pohang itu dipersenjatai dengan meriam berkaliber 88 
mm dan 44 mm, torpedo ringan, dan rudal serta memiliki 
anak buah kapal sekitar 120 orang.

Pelopor lainnya mencakup Letkol. Pyeon Bo-ra dari 
Wing Pelatihan Terbang ke-3, Letkol. Jang Se-jin dari 
Wing Mobilitas Udara ke-5, dan Letkol. Park Ji-yeon 
dari Wing Tempur ke-16, yang pada tahun 2019 menjadi 
perempuan pertama yang dilantik sebagai komandan 
batalion di Angkatan Udara Korea Selatan.

Kekuatan Melalui Keanekaragaman
Reformasi Pertahanan 2.0, yang diprakarsai oleh Presiden 
Korea Selatan Moon Jae-in pada Juli 2018, menyerukan 
lebih banyak perwira dan bintara perempuan dalam semua 
matra militer. Langkah itu mengikuti inisiatif Reformasi 
Pertahanan 2020 yang dimulai oleh Presiden Roh Moo-
hyun pada tahun 2005.

Dorongan untuk keanekaragaman gender menjadikan 
militer Korea Selatan “salah satu penyedia peluang yang 
paling setara” di negara itu, demikian ungkap Sheen 
Seong-ho, profesor studi internasional di Seoul National 
University. Dorongan itu juga membantu memastikan 
ketangguhan pasukan di masa depan meskipun 
menghadapi menyusutnya demografi laki-laki muda, yang 
secara historis membentuk inti militer negara itu sebagai 
prajurit wajib militer.

Seiring dengan keanekaragaman gender, prioritas 
militer lainnya adalah pasukan kader perwira dan bintara 
penuh waktu dalam jumlah lebih besar baik laki-laki 
maupun perempuan, peningkatan kondisi dan upah bagi 
prajurit wajib militer, dan lebih banyak masukan publik 
ke dalam penganggaran militer, demikian menurut 
Kementerian Pertahanan Nasional.

“Per tahun 2020, kami memiliki sekitar 15.000 Prajurit 
perempuan di militer Korea Selatan,” ungkap In-Bum 
Chun, letnan jenderal purnawirawan Angkatan Darat Korea 
Selatan. “Itu sekitar 7,8% dari pasukan kader Korea Selatan.”



64 IPD FORUMFORUM

Korea Selatan mewajibkan semua pria berbadan sehat 
berusia 18 hingga 25 tahun untuk menjalani wajib 
militer selama 18 hingga 24 bulan, dengan pengecualian 
diberikan dalam kasus-kasus khusus.

Selama bertahun-tahun, penolakan untuk berdinas 
karena alasan keyakinan dan hati nurani merupakan 
kejahatan yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman 
penjara selama 18 bulan. Itu berubah pada tahun 
2018 ketika putusan pengadilan membuka pintu bagi 
penolak wajib militer berdasarkan keyakinan dan hati 
nurani untuk melakukan bentuk pelayanan alternatif. 
Keputusan itu pada awalnya hanya berlaku bagi mereka 
yang memiliki keyakinan agama cinta damai, tetapi pada 
Februari 2021 sebuah panel pemerintah mengizinkan 
seorang laki-laki yang memiliki komitmen nonkekerasan 
yang tidak terkait dengan keyakinan agama untuk 
melakukan pelayanan alternatif.

Panel itu mengakui komitmen pemohon sebagai “sejati 
dan tulus,” demikian yang dilaporkan surat kabar The 
Korea Herald. “Sudah lama ada diskusi tentang masalah 
pengenalan pelayanan alternatif, tetapi diskusi seperti itu 
tidak dapat mencapai kemajuan nyata karena masalah ini 
perlu didekati dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan 
opini publik,” ungkap Yu Kyun-hye, sekretaris jenderal 
Administrasi Tenaga Kerja Militer Kementerian Pertahanan 
Nasional, kepada FORUM. Yu Kyun-hye menekankan bahwa 
“suasana sosial” yang mengakui legitimasi pelayanan 
publik alternatif harus diciptakan sebelum penerimaan 
publik secara luas dapat dicapai. 

Pihak-pihak yang merasa skeptis memperingatkan 
tidak akan ada cara untuk membedakan di antara 
penolak wajib militer berdasarkan keyakinan dan hati 
nurani dengan orang-orang yang hanya ingin menghindari 
wajib militer. Akan tetapi lebih dari dua tahun setelah 

pengadilan mendekriminalisasi penolakan wajib militer 
berdasarkan keyakinan dan hati nurani, lembaga 
Yu Kyun-hye tidak melihat adanya korelasi di antara 
pengenalan pelayanan alternatif dan penurunan personel 
militer dinas aktif. Ketika jumlah pemuda Korea Selatan 
telah menurun, jumlah pemohon untuk status penolak 
wajib militer berdasarkan keyakinan dan hati nurani 
mencerminkan penurunan itu.

Sejak tahun 2019, 984 pemohon telah disetujui untuk 
menukar wajib militer dengan pelayanan publik alternatif, 
demikian menurut Yonhap, kantor berita yang berafiliasi 
dengan pemerintah Korea Selatan. Sebelum putusan itu, 
500 hingga 600 laki-laki dipenjara setiap tahun karena 
penolakan wajib militer berdasarkan keyakinan dan hati 
nurani, demikian ungkap Yu Kyun-hye.

Yu Kyun-hye menjelaskan bahwa pilihan pelayanan 
alternatif terdiri dari 36 bulan kerja penuh waktu di 
penjara atau pusat penahanan. Para peserta tinggal 
berkelompok di dekat tempat kerja mereka serta 
menerima upah dan tunjangan yang sama dengan prajurit 
wajib militer, termasuk liburan dan cuti.

“Sistem alternatif itu diciptakan dari sudut pandang 
mengharmonisasikan dan melindungi hak asasi manusia 
anggota kelompok minoritas serta memungkinkan 
pelayanan penuh kesetiaan bagi tugas wajib militer,” 
ungkap Yu Kyun-hye.

Pekerjaan di penjara dipilih karena adanya permintaan 
yang kuat sebanding dengan dinas militer, demikian 
ungkapnya. “Begitu pemerintah mengumpulkan lebih 
banyak pengalaman dalam mengoperasikan sistem 
pelayanan alternatif, diskusi tentang cara-cara untuk 
mengubah lingkungan pelayanan diharapkan dapat 
dilakukan.”
Jung Da-min dari surat kabar The Korea Times memberikan kontribusi pada artikel ini.

Mengharmonisasikan Hak Asasi 
Manusia dan Tugas Negara FELIX KIM

Memenuhi jaminan konstitusional negara tentang 
kesempatan yang sama bagi perempuan dan memenuhi 
kebutuhan militer akan keahlian merupakan alasan utama 
di balik sasaran pemerintah untuk meningkatkan jumlah 
itu menjadi 10% paling lambat pada tahun 2022, demikian 
yang ditambahkan In-Bum Chun.

Memperbaiki Kondisi Prajurit Wajib Militer
Ancaman terus-menerus dari Korea Utara mengharuskan 
Korea Selatan untuk bersiap menghadapi segala 
kontingensi. Karena Korea Utara memiliki pasukan 
permanen sekitar 1 juta prajurit, Angkatan Bersenjata 
Korea Selatan membutuhkan pasukan permanen lebih 
dari 500.000 prajurit, demikian ungkap In-Bum Chun. 
Itu berarti setiap pria berbadan sehat berusia 18 hingga 
25 tahun diwajibkan untuk berdinas selama 18 hingga 

24 bulan sebagai Prajurit, Pelaut, atau Penerbang wajib 
militer kecuali jika pengecualian diberikan.

Kebutuhan personel tambahan dan berkembangnya 
kesadaran akan hak asasi manusia telah mendukung 
upaya untuk meningkatkan kondisi kerja prajurit wajib 
militer. Peningkatan kualitas “budaya barak” dan upah 
bulanan yang lebih tinggi merupakan sasaran Reformasi 
Pertahanan 2.0.

“Hingga tahun 1980-an, kami mengalami surplus 
jumlah pemuda, jadi hanya sekitar 50% yang benar-benar 
berdinas,” ungkap In-Bum Chun. “Sekarang, dengan 
populasi yang lebih kecil, hampir 95% dipanggil, jadi 
masalah semacam ini semakin meningkat.”

Dia mengatakan berdasarkan Reformasi Pertahanan 
2.0, upah bulanan bagi prajurit wajib militer rata-rata 
telah meningkat tiga kali lipat menjadi sekitar 5,75 juta 
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rupiah (400 dolar A.S.) per bulan 
untuk prajurit dua Angkatan Darat. 
Dia menjelaskan bahwa itu artinya 
prajurit wajib militer tidak perlu 
lagi meminta uang kepada orang tua 
mereka untuk pulang ke kampung 
halaman atau membeli makanan saat 
tidak berdinas.

Juga tidak ada toleransi bagi 
perpeloncoan prajurit wajib militer 
oleh perwira, bintara, atau prajurit 
wajib militer lainnya, demikian 
ungkap In-Bum Chun, sehingga 
meningkatkan moral prajurit. Dia 
menggambarkan saat ketika prajurit 
wajib militer harus mengikuti “seribu 
aturan kecil,” seperti harus menunggu 
izin untuk berbaring sebelum tidur 
atau dilarang meninggalkan barak 
tanpa pengawalan. Pelanggar bisa 
dipaksa bertelanjang kaki dalam 
jangka waktu yang lama sebagai 
hukumannya.

“Banyak budaya barak yang telah hilang dan itu 
merupakan perkembangan yang bagus,” ungkap In-Bum 
Chun. Dia menjelaskan bahwa terlihatnya perbaikan ini 
memberi prajurit wajib militer pemahaman mengapa 
mereka berdinas dan jenis masyarakat yang diminta untuk 
mereka bela. “Dan menurut saya itu merupakan kekuatan 
yang sangat dahsyat.”

Perubahan signifikan lainnya adalah bahwa prajurit 
wajib militer sekarang dapat menggunakan ponsel saat 
tidak berdinas. “Beberapa pihak di kalangan publik Korea 
Selatan memprotes bahwa ini merupakan akhir dari 
militer Korea Selatan,” ungkapnya. “Tapi, tidak, hal itu 
benar-benar membuat segalanya menjadi lebih baik.”

Seiring berjalannya reformasi pertahanan, angka 
bunuh diri terus menurun di kalangan personel Angkatan 
Bersenjata Korea Selatan, turun dari 155 orang pada 
tahun 1994 menjadi 62 orang pada tahun 2019, demikian 
menurut statistik pemerintah. 

Militer telah bekerja keras untuk meningkatkan dasar-
dasar kehidupan barak, demikian ungkap Sheen Seong-
ho, termasuk lebih banyak privasi di fasilitas mandi dan 
tempat tidur serta peningkatan pilihan nutrisi.

In-Bum Chun mengatakan kenaikan upah dan 
perbaikan kondisi hidup membutuhkan anggaran besar. 
Dari lebih dari 57,49 triliun rupiah (4 miliar dolar 
A.S.) yang dibelanjakan oleh militer Korea Selatan 
untuk pertahanan setiap tahun, “lebih dari setengahnya 
digunakan untuk biaya operasional: memberi makan, 
pakaian, dan membayar Prajurit.”

“Menurut saya pastinya anggaran itu dibelanjakan 
dengan baik dan bermanfaat,” ungkap Sheen Seong-ho.

Transparansi Lebih Besar
Pemerintah Moon Jae-in menanggapi pertanyaan tentang 

meningkatnya anggaran pertahanan negara itu pada 
Mei 2018 lewat mengadakan pertemuan dengan pejabat 
Kementerian Pertahanan, spesialis, Prajurit, dan warga 
sipil. Kekhawatiran terbesar sebagian besar publik terkait 
dengan kesehatan dan hak asasi manusia prajurit, dengan 
orang tua meminta militer untuk memberi anak-anak 
mereka jaket musim dingin dan alat pelindung diri selama 
mereka berdinas.

“Masyarakat Korea Selatan menjadi semakin 
demokratis dan transparan,” ungkap Sheen Seong-ho. 
“Jadi, Kementerian Luar Negeri kami sekarang berfokus 
pada diplomasi publik dengan publik Korea Selatan, 
seperti yang tentunya juga dilakukan oleh Kementerian 
Pertahanan.”

Sifat dari kewajiban untuk berdinas dalam kemiliteran 
berarti hampir setiap keluarga terpengaruh, demikian 
ungkap In-Bum Chun. Dia menambahkan penjangkauan 
publik membantu kepemimpinan “menyoroti bidang yang 
terlewatkan” dan menyuarakan keprihatinan publik yang 
dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Dia mengatakan bahwa pelatihan harus dijalankan 
dengan ketat, karena setiap Prajurit harus siap tempur, 
berpotensi bertempur dalam kondisi di bawah titik 
beku. Akan tetapi, berdasarkan Reformasi Pertahanan 
2.0, keselamatan dan kesejahteraan setiap Prajurit 
diperhitungkan lebih dari yang pernah ada sebelumnya.

“Konsep militer Korea Selatan adalah membangun 
kembali seorang anak muda begitu mereka masuk militer, 
dan kami hanya memiliki waktu lima minggu [pelatihan 
dasar] untuk melakukan ini,” ungkap In-Bum Chun. 
“Menurut saya ini merupakan penghargaan besar bagi 
generasi muda Korea Selatan bahwa mereka mampu 
mengubah diri mereka menjadi Prajurit yang siap 
menjalankan tugas dalam waktu yang singkat.”  o
Felix Kim merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Seoul, Korea Selatan.

Prajurit wajib militer Korea Selatan memberikan penghormatan kepada anggota 
keluarga selama upacara orientasi di pusat pelatihan Angkatan Darat.  AFP/GETTY IMAGES
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S
emakin banyak personel angkatan bersenjata Myanmar 
membelot akibat merasa jijik dengan kudeta junta 
militer dan penindakan tegas yang kejam terhadap 
rakyat negara itu. Sebanyak 800 Prajurit dan perwira 
dari semua komponen militer, yang dikenal sebagai 

Tatmadaw, telah menolak untuk berpartisipasi dalam 
kediktatoran brutal per pertengahan Juni 2021, dengan banyak 
yang bergabung dengan gerakan prodemokrasi, demikian 
menurut seorang perwira yang membelot.

“Itu kira-kira sebesar lima batalion dalam struktur militer 
Myanmar,” ungkap Kapten Angkatan Darat Lin Htet Aung kepada 
Radio Free Asia. “Beberapa dari mereka berasal dari angkatan 
darat dan banyak dari angkatan laut, angkatan udara, unit 
artileri, pabrik layanan pertahanan, dll.” Dia termasuk di antara 
mereka yang telah memposting ke halaman Facebook yang 
diberi nama Tentara Rakyat, yang dibuat pada pertengahan 
Mei untuk mendorong pembelotan dan menarik lebih dari 
25.000 pengikut dalam dua minggu pertama. “Beralih loyalitas 
merupakan taktik penting untuk revolusi ini,” ungkapnya. “Pada 
awalnya, kami berharap sekitar 4.000 ... anggota militer akan 
beralih loyalitas. Tapi sekarang kami mengharapkan lebih dari 
4.000 anggota militer akan datang untuk membantu rakyat.”

Tatmadaw diperkirakan memiliki sekitar 350.000 anggota. 
Para pemimpinnya mengambil alih kekuasaan di negara Asia 
Tenggara berpenduduk 57 juta jiwa itu pada Februari 2021, 
mengklaim terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum pada 
November 2020 yang dimenangkan oleh partai Daw Aung 
San Suu Kyi serta memenjarakan pemimpin yang digulingkan 
dan perwakilan terpilih lainnya. Empat bulan setelah kudeta, 
hampir 900 orang telah dibunuh oleh militer dan pasukan 

keamanan, beberapa di antaranya tewas karena penyiksaan, 
demikian menurut Assistance Association for Political 
Prisoners. Sebagian besar korban merupakan pengunjuk rasa 
damai dan warga yang berada di sekitarnya. Ribuan orang 
telah ditahan, demikian menurut kelompok aktivis itu, dan 
puluhan ribu warga telah mengungsi dari rumah mereka di 
berbagai penjuru negara itu.

Dunia telah bereaksi dengan kemarahan, dengan 
berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, menjatuhkan 
sanksi terhadap para pemimpin Tatmadaw dan entitas yang 
dikendalikan militer serta menuntut pembebasan tahanan 
politik dan dikembalikannya kekuasaan pemerintah sipil. Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan Juni 
mengadopsi resolusi yang menyerukan embargo persenjataan 
terhadap Myanmar; dua pemasok persenjataan terbesar 
negara itu, Tiongkok dan Rusia, memilih untuk abstain dalam 
pemungutan suara. “Masyarakat internasional perlu bersatu 
dalam tuntutannya agar Tatmadaw menghentikan penggunaan 
artileri berat yang keterlaluan terhadap warga sipil dan objek 
sipil,” ungkap Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia P.B.B. 
Michelle Bachelet. “Kepemimpinan militer bertanggung jawab 
penuh atas krisis ini dan harus dimintai pertanggungjawaban.”

Terlepas dari ancaman pembalasan terhadap mereka dan 
keluarga mereka, personel militer Myanmar yang membelot 
angkat bicara menentang taktik berdarah junta militer dan 
menyatakan dukungan pada gerakan pembangkangan sipil 
yang semakin berkembang. “Alih-alih melindungi rakyat setelah 
mengambil pajak sebagai gaji, lembaga ini melakukan semua 
kekejaman ini, jadi saya tidak ingin lagi menjadi bagian darinya,” 
kata Letnan Angkatan Darat Htet Nay Bala kepada layanan 
berita Myanmar Now. “Semua orang merasa masa depan 
mereka direnggut ketika kudeta terjadi. Sebagai generasi muda 
yang mencintai negara saya, saya akan melanjutkan revolusi. 
Tidak ada jalan untuk mundur dari perjuangan ini.”  Staf FORUM

RENUNGANIPDF

Aparat kepolisian Myanmar memegang mawar yang diberikan 
kepada mereka oleh pengunjuk rasa antikudeta selama unjuk rasa 
pada Februari 2021 di Yangon, Myanmar.  REUTERS

SISIPAN: Para pengunjuk rasa di Yangon memprotes kudeta militer 
pada Februari 2021.  THE ASSOCIATED PRESS
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Prajurit Pasukan Bela Diri Jepang berpartisipasi dalam latihan dengan Prajurit Prancis 
dan Marinir A.S. di Area Pelatihan Kirishima di prefektur Miyazaki, Jepang selatan pada 
pertengahan Mei 2021. Sekitar 200 prajurit berpartisipasi dalam skenario gabungan untuk 
mempertahankan pulau terpencil dari invasi musuh. “Bersama-sama kami dapat menunjukkan 
kepada seluruh dunia komitmen kami dalam membela tanah, laut teritorial, dan wilayah udara 
Jepang,” ungkap Wakil Menteri Pertahanan Jepang saat itu, Yasuhide Nakayama.

Foto dari: The Associated Press
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